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THE CONSTITUTION ROLE OF PROFIT SHARING NO. 16, 1964,
REGIONAL REGULATION NO. 3, 1999 AND PICKING OF
FISHERY RESULT TO THE SYSTEM OF PURSE SEINE
FISHERY BUSINESS PROFIT SHARING
IN PEKALONGAN CITY

Abstract

Small fisherman until this time still have not been able to enjoy
fairness in the profit sharing of fish catch which the get. This matter is not
only causad by the weak position compared with owner fisherman, but
also because of the rule that rules on profit sharing system to their

business as long as this time does not wark.

The cotitution of fishery profit sharing No. 16, 1964 as the only
constitution which rules on the system of fishery business profit sharing, as
a matter of a fact, since it has been issued as constitution up to now,
however, the contitution is not enforced by the Government itself.
So finally, the system of purse seine fishery business profit sharing that is
valid or used in Pekalongan City depends on each owner and captain
(nahkoda) who represents small fisherman. The condition has brougth
effect that sharing profit system which loses small fisherman happened.

The result research shows that the system of profit sharing to Purse
Seine fishery business in Pekalongan City is as follow : 1. To Big Purse
Seine fishery business, profit sharing system that is valid has not been fair
yet so loses small fisherman; 2. Te Mini Purse Seine fishery business, the
system of profit sharing which is valid, has been fair enough so it does not

lose small fisherman.

The role of Regional Regulation No. 3, 1999 about Grocer Market
Retribution and or Shopping Centers in Central Java, as the regulation
that regulates the holding of fish auction from fisherman catch result, has
not fully been able to increase small fisherman welfare. Because of that in
holding to the future, it should be done togetheriy with the performing of
profit sharing system that is valid.

The existance of fishery result picking as ruled in Government
Reguiation No. 142, 2000 about Tariff on Non Tax - State Income that is
valid at Fishery and Marine Department, it must be charge to owner
fisherman as fishery businessman, will be really done if profit sharing
system of fishery business that is fair, can be enforced, so small fisherman

will not be charged.
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PERAN UU BH NO. 16 TH. 1964, PERDA NO. 3 TH.1999 DAN
PUNGUTAN HASIL PERIKAMNAN TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL USAHA PERIKANAN PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN

Abstraksi

Nelayan pedega (nelayan kecil) hingga saat ini masih belum dapat
menikmati keadilan dalam pembagian hasil tangkapan ikan yang
diperolehnya. Hal ini tidak karena semata-mata kedudukan mereka yang
lemah dibanding nelayan pemilik, akan tetapi karena peraturan yang
mengatur tentang sistem bagi hasil pada usaha mereka selama ini tidak
berjalan.

Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964 sebagai
satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang sistem bagi hasil
usaha perikanan, ternyata sejak diundangkan hingga sekarang justru tidak
ditegakkan oleh pemerintah sendiri. Sehingga pada akhimya sistem bagi

- hasil usaha perikanan Purse Seine yang- berfaku di Kota-Pekalongan,

tergantung pada masing-masing nelayan pemilik dan nahkoda yang
mewakili nelayan pendega. Keadaan tersebut telah membawa akibat pada
terjadinya sistem bagi hasil yang merugikan nelayan pendega.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil pada usaha
perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, terdapat sebagai berikut :
O pada usaha perikanan Big Purse Seine, sistem bagi hasil yang berlaku
masih belum adil sehingga merugikan nelayan pendega, ® pada usaha
perikanan.Mini Purse Seine, sistem bagi hasil yang berlaku sudah cukup
adil sehingga tidak merugikan bagi nelayan pendega.

Peran Perda 3 Tahun 1999 tentang Retrnbusi Pasar Grosir dan atau
Pertokoan di Jawa Tengah, sebagai peraturan yang mengatur
penyelenggaraan pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan, belum
sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil oleh karena
itu datam pelaksanaannya ke depan harus secara bersama-sama dengan
pelaksanaan sistem bagi hasil yang berlaku. :

Adanya Pungutan Hasil Perikanan sebagai mana diatur dalam PP.
No. 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang
semestinya dikenakan pada nelayan pemilik selaku pengusaha perikanan,
akan benar-benar terlaksana bila sistem bagi hasil usaha perikanan yang
adil dapat ditegakkan, sehingga nelayan pendega /nelayan kecil tidak ikut
terbebani.
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1.1.

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak pertengahan tahun
1977, membuat bangsa Indonesia harus berupaya secara maksimal
dan sungguh-sungguh untuk segera keluar dari krisis ekonomi dan
Krisis lainnya. Dari perspektif ekonomi, salah satu upaya untuk
mengatasi krisis ini adalah mengembangkan berbagai sektor riil yang
dapat menghasilkan barang dan jasa dengan keunggu_[an komperatif
dan kompetitif yang tinggi. Salah satu sektor riil yang potensial untuk
membantu pemecahan risis total tersebut adalah kegiatan ekonomi
yang memanfaatkan sumberdaya alam termasuk di dalamnya adaiah
pemanfaatan kekayaan laut (Dahuri, 2001).

Menurut Sulasdi (2000), bahwa sejak beriaki;nya Unclos 1982

wilayah Laut Teritorial Indonesia adalah seluas 0,3 juta Km? dan

Perairan Nasional 2,7 juta Km? atau seluruhnya berjumiah 3,0 juta

Km? Bila luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1,9 juta Km?
hal ini berarti sekitar 61,2 % wilayah indonesia terdiri dari lautan.
Persentase wilayah laut Indonesia dengan adanya Zona Ekonomi
Ekskiusif yang seluas 2,8 juta Km? maka akan menjadi 75 % atau

bahwa wilayah laut Indonesia 2 kali luas wilayah daratannya.

T




Dengan wilayah laut Indonesia yang sederﬁikian luas, mestinya
menjadikan pandangan hidup bangsa indonesia yang mengisi sikap
mental bangsa Indonesia menuju ke arah “ Hidup Dari dan Dengan
Laut ” dar tahun ke tahun harusnya menjadi semakin kuat dan
mengakar bukannya malahan melemah. Sehingga keutamaan
wilayah laut Indonesia dengan keanekéragaman sumberdaya di
dalamnya harus ditetapkan sebagai modal pembangunan dan
sekaligus pengembangan oleh Pemerintah, rakyat dan investor
sehingga mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang
mempunyai keunggulan yang nyata serta dapat memanfaatk_art
sumberdaya yang terkandung di_ dalamnya sécara berkelahjutan
guﬁa keséjahteraan seluruh rakyat (Naamin dan Hardjamuiia, 1990).

Selanjutnya oleh Dahuri (2001) dikatakan bahwa Indonesia

dengan lautnya yang mencapai luas sekitar 5,8 juta Km? { meliputi

wilayah Laut Teritorial, Perairan Nasional dan ZEEI') memiliki potensi

su'mberdaya perikanan laut yang beragam - dan melimpah.
Departemen Kelautan dan Perikanan mengestimasikan potensi
sumberdaya perikanan laut Indonesia sebasar 5.258.600 ton dengan
bagian terbesar adalah jenis ikan pelagis kecil (smal] pelagics) yang
mencapai sekitar 51,7% dari seluruh potensi di ata.s atau sekitar
3.235.800 ton. Jenis ikan yang juga banyak terdapat di wilayah
Indohesia adalah jenis ikan demersal dan pelagis besar yang

masing-masing sekitar 28,54 % dan 16,83 % dari total potensi




sumberdaya perikanan laut Indonesia atau masing-masing sekitar
1.786.400 ton per-tahun dan 1.053.500 ton per-tahun. Jenis ikan
pelagis kecil terdapat hampir di semua kawasan perairan Indonesia,

terutama Laut Jawa dan Selat Sunda, Laut Flores dan Selat

‘Makasar, Laut Arafura serta Samudera Hindia. Sementara itu

perikanan udang, potensi lestari di' perairan Indonesia terutama

terdapat di sekitar perairan Arafuru sebesar 21.500 ton per—tah'ur-y
dan Samudera Hindia sebesar 12.500 ton per-tahun.

Wahyono (2000) menambahkan, bahwa sumberdaya perikanan
laut Indonesia masih cukup melimpah dan dari potensi lestari
sumbefdayé perikanén ”Iaut yang besarnya 6,26l juta fb'n/tahun,
baru dimanfaatkan sekitar 86,13% pada tahun 1988. Selanjutnya
dikatakan bahwa, sejak Pelita | hingga saat ini pembangunan

perikanan yang dilakukan telah menunjukkan hasii yang cukup nyata

dalam meningkatkan peranannya terhadap pembangunan ekonomi o

nasional. Kondisi ini'dapa,t digambarkan dari nilai PDB sub sektor

perikanan, di mana selama periode 1994 — 1998 PDB sub sektor
perikanan meningkat rata-rata sebesér 12,‘57% pér t.ahun, yakni dari
Rp. 5.659,5 milyar pada tahun 1994 menjadi Rp. 8.880 milyar pada
tahun 1998. Dalam periode yang sama PDB sub sektor perikanan
tersebut kontribusinya terhadap PDB nasional mengalami kenaikan

12,6% per tahun. Meningkatnya PDB sub sektor perikanan tersebut

J tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengupayakan peningkatan




produksi perikanan, di mana secara keseluruhan produksi perikanan
meningkat dari 4,10 juta ton pada tahun 1994 menjadi 4,84 juta ton
pada tahun 1998 atau dengan kenaikan rata-rata sebesar 4,78% per

tahun. P'erkembangan produksi perikanan tersebut antara lain

berasal dari meningkatnya hasil penangkapan di laut yang sebesar

| 4,95% per tahun yakni dari 3,42 juta ton pada tahun 1994 menjadi

4,14 juta ton pada tahun 1998. Sementara itu dari produksi budidaya

- khususnya budidaya tambak meningkat sebesar 3,29% per tahun,

yaitu dari 3,46 juta ton pada tahun 1994 mehjadi 3,90 juta ton pada

tahun 1998.

WahyOno‘ (2002) mengatakan, bahwa pengembangén usaha

penangkapan selain diarahkan untuk meningkatkan penyediaan
bahan pangén sumber protein hewani di dalam negeri, juga
diarahkan  untuk  menghasilkan devisa dan  sekaligus

memberdayakan nelayan sebagai pelakunyé. Pengembangan usaha

penangkapan ini dilakukan dengan peningkatan produktivitas alat:

tahgkab dan penambahan unit penangkapan secara terkendali
me.lalui responsible fisheries ( usaha perikanan yang bertanggung
jawab), peningkatan aktivitas pengawasan dan pengembangan pola
kemitraan. |

Salah satu usaha penangkapan ikan yang berkembang saat ini
adalah usaha perikanan Purse Seine, seperti yang banyak dijum-pai

di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP) di Kota




Pekalongan.  Adapun perkembangan jumlah kapal Purse Seine di

Kota Pekalongan dapat dijelaskan sebagai mana tabel berikut : '

Tabel 4.
PERKEMBANGAN JUMLAH KAPAL PURSE SEINE

DI KOTA PEKALONGAN

No. | Tahun Jenis Kapal
Big % Mini % - | Jumlah %
Purse | kenaik- | Purse | kenaik- kenaik-
seine. an Seine an an
(unit) (unit)
e Y PR G [ i
1. | 1992 248 L .59 . 527 o
C2. ] 1993 281 13 61 3 570 8
3. | 1994 209 -26 139 128 644 13
4, 1995 260 24 147 B 611 -5
5. 1996 326 25 68 -54 532 -13
6. 1997 408 25 53 -22 606 14
7. 1998 | 428 4 1} 53 0 656 - 8
8. 1999 467 - 10 . 54 2 706 8
9. 1 2000 491 5 75 39 724 3
10.-1 2001 419 -15 86 15 696 -4
Rata- 7 - Rata- 13 Rata- 4
rata rata rata

| Sumber : Pélabuhan Perikanan Nusantara Pekalongah (PPNP), 2002,

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah unit Purse Seine di Kota
- Pekalongan selama periode tahun 1992 s/d 2001 rata-rata
meningkat sebesar 4% per-tahun, dengan rincian untuk Big Purse
Seine meningkat rata-rata sebeéar 7% per-tahun dan untuk Mini

Purse Seine meningkat rata-rata sebesar 13 % per-tahun.



Tabel 2.

PERKEMBANGAN VOLUME DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN
PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN

No | Tahun Produksi Purse Seine
Volume % Nilai %

(Ton kenaikan (Rp. 000) kenaikan
= o - N E e ] o P B LT e e

1.1 1992 81.690 44.682.471
2.1 1993 - 83.517 2 49.581.540 11
3.1 1994 100.148 20 59.047.791 19
4. 1 1995 146.774 47 58.999.620 0
5 | 1996 125.350 -15 62.766.154 3]
6.] 1997 154.415 23 64.232.052 2
7. 1998 157.511 2| 141.906.502 121
8.1 1999 126.409 -20 | 153.140.752 8
9.| 2000 125.713 -1 142.298.712 -7
10.{ 2001 139.427 11| 195.181.522 - 37
Rata-rata 8 Rata-rata - 22

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan, 2002.

Pada Tabel 2 juga terlihat bahwa selama periode tahun yang sama
volume dan nilai produksi perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan
meningkat dengan nilai rata-rata untuk volume produksinya sebesar
8% per-tahun sedangkah untuk nilai produksinya meningkat dengan
rata-rata sebesar 22% per-tahun.

| Dari ke dua tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata
peningkatan per-tahun untuk nilai produksi Purse Seine (22%), lebih
tinggi dari rata-rata peningkatan per-tahun jumlah kapal Purse Siene
(4%), hai ini seharusnya mengindikasikan juga adanya peningkatan

pendapatan nelayan pendega, akan tetapi pada kenyataannya




bahwa pendapatan nelayan pendega masih jauh dari yang

semestinya, sedangkan bagi nelayan pemilik secara umum selalu

dapat menambah kapa! yang dimilikinya.

Salah satu faktor yang diperkirakan belum dapat menjamin
bagian yang layak bagi pihak nelayan pendega pada usaha
perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan adalah karena tingginya
potonganlbiaya-biaya yang dibebankan kepada mereka oleh nelayan
pemilik pada tiap tip penangkapan. Di mana pada kenyataannya
perhitungan besarnya potongan biaya-biaya tersebut tidak
transparan dan tidak dilakukan dengan benar sesuai dengan
ketentuan ataupun kaidah-kaidah dalam iimu ékonomi, r-'n'elainkan
hanya ditentukan menurut adat dan kebiasaan setempat yang umum
dilakukan. Dari gambaran sementara di lapangan diperoleh informasi
bahwa perolehan hasil kotor dart satu unit kapal purse seine yang
sebesar Rp. 100 juta/trip setelah dikurangi potongan-potongan
seperti retribusi lelang, lawuhan dan bonus, biaya perbekalan serta
biaya penyusutan kemudian dibagi 2 (dua) maka perolehén yang
diterima nelayan buruh (ABK biasa) adalah sebesar Rp. 150.000,-
forang, bahkan yang lebih ironis lagi ada informasi yang
mehgatakan bahwa dari perolehan tersebut nelayan pendega masih
menanggung beban hutang terhadap Pemilik (berupa uang bon-
bonan) yéng besarnya Rp. 50.000,~ padahal para nelayan ini bekerja

di faut kurang lebih selama 40 hari.




Keadaan sebagaimana tersebut di atas, dan ditambah lagi
dengan diberlakukannya Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebesar
2,5 % oleh Pemerintah Pusat, c.q. Departemen Kelautan dan
Perikanan melalui Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2000
Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, telah menambah
besarnya potongan vyang diberlakukan, karena PHP vyang
seharusnya merupakan kewajiban pemilik kapal tetapi kemudian
dibebankan pada perolehan hasil tangkapan sehingga dapat
berakibat berkurangnya bagian yang seharusnya diterima oleh

nelayan pendega.

1.2. Masalah Penelitian

> Bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil usaha perikanan Purse
Seine di Kota Pekalongan didasarkan pada peraiuran dan
Kebiasaan setempat yang merupakan kesepakatan bersama
antara .nelayarﬂ pemilik dengan nelayan pendega yang diwakili
oleh Nahkoda pada masing-masing kapal. Dengan adanya

sistem bagi hasil yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara

yuridis formal tersebut maka telah menimbulkan terjadinya

ketidak seragaman perjanjian bagi hasil dari masing-masing unit
kapal atau masing-masing pemilik, disamping itu juga dapat
mengarah pada timbutnya ketidak adilan bagi nelayan pendega.

Selain dari pada itu, oleh karena kurangnya pengawasan




terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil yang berlaku, maka
dikhawatirkan dapat menimbutkan unsur-unsur pemerasan
terhadap nelayan pendsga.

> Banyaknya keluhan-keluhan dari pihak nelayan pendega
terutama tentang terlalu tingginya beban potongan-potongan
biaya yang diberlakukan di dalam perjanjian bagi hasil usaha
perikanan Purse Seine, sehingga perlu adanya penelitian
tentang potongan-potongan bigya yang ada secara Iebih
mendalam pada sistem bagi hasil usaha perikénan Purée Seine,

khususnya di Kota Pekalongan.

1.3. Pendekatan Masalah
Atas dasar permasalahan sebagai mana tersebut di atas, maka
dalam penelitian ini akan dibahas tentang sistem bagi hasil yang
berlaku, baik ditinjau dari aspek teknis maupun ekonomis, serta
- mengkaji sejauh mana peran dari peraturan_pe.rundang-undangan

yang ada, yaitu UU No.16 Tahun 1964 tentang -Bagi Hasil Perikanan,

Perda Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi

Pasar Grosir dan atau Perfokoan d'i Propinsi jawa Tengah serta
Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagai mana diatur dalam PP
No. 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
_Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen  Kalautan dan
Perikanan terhadap sistem bagi hasﬂ usaha périkanan Purse Seine

yang sekarang berlaku di Kota Pekalongan.
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Secara skematis berikut disajikan bagan pendekatan masalah

sebagai mana ilustrasi di bawah ini :

SISTEM BAGI
HASIL USAHA -

PERIKANAN
PURSE SEINE

\

Dikaji sesuai POTONGAN BIAYA :

aspek teknis dan
ekonomis serta > {awuhan & Bonus
peraturan yang <: » QOperasional :>

berlaku > Penyusutan
> PHP

> Retribusi TP! Dikaji Sesuai .

Fakia
Di lapangan

{}

Perolehan Bagi Hasil
Nelayan

BIG PURSE SEINE | MINI PURSE SEINE

Yang
SEHARUSNYA

L ‘ SURAT
JVL PERJANJIAN
. KERJA SAMA

AN A{L}l SA BAG] HASIL

{  PERDA '\
\_ No.3/99

/ UUBHP '\
. No. 16/64 J

PHP

llustrasi 1. BAGAN PENDEKATAN MASALAH




11

1.4. Tujuan Penelitian

1.5.

1.6.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan
dari penelitian ini adalah :

a. Untuk  mengetahui, mengkaji dan menganalisa serta
membandingkan besar pofongan biaya yang seharusnya dan
yang berlaku pada sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine
di Kota F’ekalongan_

b. Mengkaji sejauh mana peran dan kesesuaian UU Bagi Hasil

Perikanan No. 16 Tahun 1964, Perda No. 3 Tahun 1999 Tentang

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Propinsi Jawa

Tengah dan Pungutan Hasil Perikanan terhadap sistem bagi hasil

usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan.
Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan

masukan bagi pihak-pihak terkait yang berwenang dalam perbaikan
pendapatan nelayan, guna melakukan upaya perbaikan-perbaikan
dalam tatanan sistem bagi hasil pada usaha perikanan Purse Seine
d[ Kota Pekalongan, serta'penyempurnaan peraturan perundang-
undangan yang berperan terhadap sistem bagi hasil tersebut.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2002 hingga bulan -

Oktober 2002 dengan tempat penelitian di Kota Pekalongan,

khususnya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP).




BAB

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Usaha Perikanan Purse Seine

Menurut sejarahnya alat tangkap Purse Seine berasal dari
daerah perairan Rhode Island pada tahun 1826, di mana pada waktu
itu digunakan untuk penangkapan ikan Manhaden. Kemudian alat
tangkap ikan ini dipatenkan atas nama seseorang yang befnama
Berent Vedeler dari Bergen di Norwegia pada tanggal 12 Maret 1859

(Hariyanto, 1985). Selanjutnya dikatakan bahwa Purse Seine dengan

‘menggunakan kapal ganda ( two boat Purse Seine ) yang berasal

dari Amirika diperkenalkan pada tahun 1903 yaitu di Esfandia dan.
Norwegia untuk perikanan Herring, sedangkan di Jepang Purse

Seine yang di sana dikenal dengan nama ‘agura ami’ pertama kali

..digunakan adalah pada tahun 1882 dengan memperkenalkan Purse

Seine type Amerika, dan sebagai gambarannya di'Jepang dalam
tahun 1958 sudah terdapat 3.464 unit Purse Seine dengan hasil
tangkapan sebanyak 697.140 Tdn ikan, di mana secara keseluruhan
nilai tersebut merupakan 15% dari hasil ikan Jepang pada tahun itu.

Pada perkembangannya penggunaan alat tangkap Purse Seine
pada berbagai negara bahyak mengalami pasang surut (Hariyanto,
1985), diantaranya seperti yang dijumpai di Korea pada kurun waktu

tahun 1934 — 1941 karena terjadi over fishing terhadap ikan Sardine

12
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oleh alat tangkap tersebut maka untuk sementara penggunaan alat
Purse Seine dihentikan. Demikian pula terhadap hasil tangkapan
ikan Salmon di perairan utara Washington, yang kemudian diambil
pencegahan dengan mengurangi jumiah érmada penangkapan
Purse Seine yang beroperasi.

Di Indonesia khususnya di Propinsi Jawa Tengah, usaha
perikanan Purse Seine dimulai dari daerah Klidang Lor Kabup'aten
Batang (Djadjuri, 1978), di mana pada mulanya di tahun 1967
L.P.P.L (Lembaga Penelitian Perikanan Laut) Jakarta memberikan
piqjaman bgrupa seb}.tah unit Purse Seine dan merupakan sebagian
dari jaring Purse Seine yang dimilikinya. Jaring PQrse Seine tersebut
terbuat dari bahan kuralon dengan ukuran benang D15 sampai D25
dengan- berat jaring 6 Ton, panjang 400 M dan dalamnya 42 M.
Karena ukuran jaring tersebut besar dan berat, sedang kapal yang
tersedia berukuran 7 Gross Ton (GT) maké terpaksa jan'.ng. tersebut
dipotong menjadi dua dehgénj_ukuran maéing-masing panjang 200 M
dan dalam 42 M. Kemudian dilakukan perpobaan pe'nangkapan
sebanyak 12 kali, dengan hasil kurang mér-”na-da-i'. -

Pada awal tahun 1972, atas dasar pengalaman sebanyak 12
kali percobaan sebelumnya maka dimulai penyusunan percobaan-
percobaan baru dengan menggunakan bahan nylon dan konstruksi
berbentuk kerucut, dan bersamaan dengan pengkonstruksian jaring

baru tersebut dibuat pula kapal yang diinginkan untuk maksud
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penangkapan dengan alat Purse Seine. Karena terbatasnya modal
pada waktu itu maka jalan yang ditempuh adalah dengan
memperbesar kapal yang dimiliki dan terciptalah kapal yang diberi
nama ‘KM. Angkasa Luar. Dengan kapal serta jaring baru tersebut
maka pada akhir Agustus 1§72 berhasilan dicanangkan suatu
tonggak sejarah kemajuan penangkapan ikan di Batang yang
kemudian disambut oieh dunia usaha perikanan, yaitu dengan

meluasnya investasi modal di bidang usaha perikanan Purse Seine

hingga di Kota Pekalongan.

Aspek Teknis‘ Alat Tangkapr;urse Seiné

| Purse Seine adalah merupakan alat tangkap yang terbuat dari
jaring dengan bentuk empat persegi panjang atau frapesium yang
‘pada désamya merupakan perkembangan lebih lanjut dan jenis alat
tangkap Beach Seine, Lampara dan Ring Nets (Simdrangkir, 1978).
Meﬁurut Ayodhyoa (1975), bahwa Purse Seine merupakan fishing

gear yang produktif dan hampir semua negara yang maju di sekfor

~ perikanannya bisa dipastikan menggunakan alat tangkap Purse

Seine ini.

Menurut Hariyanio (1985) ada 2 (dua) macam type alat iangkap
Purse Seine berdasarkan bentuk jaringnya, yaitu :
a. Type Amerika, yaitu dengan ciri-ciri jaring berbentuk empat

persegi paniang serta bagian pembentuk kantongnya berada pada

bagian tepi.
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b. Type Jepang, yaitu dengan ciri-ciri jaring berbentuk trapesium
dengan bagian pembentuk kantongnya terletak ditengah jaring.
Sedangkan ditinjau dari sistem penangkapannya dapat debedakan

menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :
a. Sistem penangkapan dengan kapal tunggal (one boat system).
b. Sistem penangkapan dengan kapal ganda (ftwo boat systemn).

Berdasarkan daerah operasi penangkapannya, alat tangkap
Purse Seine ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis :

a. Purse Seine yang dioperasikan pada perairan dalam, umumnya
lebar jarin‘g antara 10 — 11 strip..

b. Purse Seine yang dioperésikan pada perairan dangkal, yang pada
umumnya lebar jaring aniara 4 — 10 strip.

( ket : 1 strip = 3,5 fathom; 1 fathom = 1,825 Meter ).

Menurut litaka (1965) dalam Sudibyo ef a/ (19886), bahwa pada
brinsipnya pengoperasiah' dari alat Purse Seine adalah dengan cara
melingkarkan jaring béda; suatu gerombolan ikan, kemudian bagfan
bawah:jaring dikerucutkan sehingga ikan-ikan Vakan mengumpul pada
.bagian .serupa kanto‘ng dén éelanjutnya jarihg segera diangkat ke
atas kapal. Hariyanto (1985) menyebutkan bahwa pada dasarnya
bagian-bagian dari alat Purse Seine terdiri dari bagian-bagian
utama dan bagian-bagian tambahan, yaitu sebagai berikut :

| ‘a. Bagian-bagian utéma terdiri dari :

- Jaring (webbing)
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- Tali ris atas dan bawan

- Pelampung dan pemberat

- Tali kolor (purse line), breast purse line, breast line dan

bridie line
- Cincin/gelang (rings)
b. Bagian-bagian tambahan terdiri dari :
- Tali srampat (salvage)
- Pelampung dan pemberat tambahan
Salah satu perlengkapan penangkapan dengan menggunakarn

alat purse-seine yang cukup penting adalah rumponfiendak.
Menurut Basuki (157’6), bahQa mfnponltendék rﬁerﬁpakan alat
periengkapan yang dipasang di laut dan berguna di dajam menarik
ikan-ikan agar dapat terkumpul disekitar rumpon/tendak tersebut,
baik untuk berlindung atau mencari makan sehingga ikan-ikan
tersebut akan mudah dilingkar oleh jaring. Rumpon/tendak tersebut
terbuat dari bahan-bahan : bambuy, tali ijuk/plastik dan daun kelapa
yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipasang dipermukaan
air laut sampai pada sﬁatu kedalaman tertentu sesuai keinginan
yang dibutuhkan. Ayodhyoa (1975) menambahkan, bahwa selain
rumpon maka perlengkapan unit penangkapan ikan yang cukup
berpengaruh terhadap aktivitas dan keberhasilan usaha tersebut
jalah kapal yang digunakan, di mana dalam pembuatannya harus

dirancang sedemikian rupa sehingga dengan demikian akan
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diperoleh efisiensi dalam pemakaiannya, hal ini dikarenakan bahwa
keberhasilan operasi penangkapan selain ditentukan oleh keadaan
alat tangkap juga ditentukan oleh bentuk dan keadaan kapal
penangkapnya. Lebih lanjut Ayodhyoa (1975) menambahkan, bahwa
karena sifat ‘operasinya dari alat tangkap purse-seine adalah
melingkarkan jaring secepat mungkin, maka untuk mendapatkan
turning ability’ yang besar hendaklah diusahakan agar nilai L tidak
seberapa besar dan juga biasanya karena pada saat operasi sering

terjadi banyak crew kapal yang berada pada salah satu sisi kapal

-apalagi dengan ditambah adanya berat jaring maka diperluakan

stability yang besar dan untuk tujuan ini maka nilai B harus besar.
Depth dari kapal lebih dikehendaki yang tidak terlalu tinggi, serta free
board yang rendah karena akan mempermudah jalannya operasi
penangkapan. Dan untuk mencegah supaya titik berat kapal jangan
naik maka lebih dikehendaki nilai D yang kecil.

_Menurut Achmad (1974) délam Sudibyo- et al (1986), bahwa
ikan-ikan yang menjadi tujuan dari penangkapan dengan
menggunakan alat purse-seine adalah jenis ikan-ikan pelagis yang
bergerombol (pelagic shoaling species) - seperti -misalnya ikan
Kembung (Restrelliger sp); ikan ll_emuru (Sardinella longiceps); ikan
Layang (Decapterus spp); ikan Selar (Caranx sp); ikan Tembang
| (Sardinella fimbriata), serta beberapa jenis ikan pelagis lainnya yang

mempunyai nilai ekonomis penting.
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2.3. Aspek Ekonomis Usaha Perikanan Purse Seine

Bila dipandang dari sifat usahanya, maka usaha penangkapan

ikan dengan menggunakan alat tangkap Purse Seine merupakan
jenis usaha perikanan yang bersifat ekstraktif dan primer
(Moebiyarto, 1977). Dikatakan oleh Eidmén (1973), bahwa usaha
perikanan Purse Seine sebagai salah satu dari usaha perikanan
laut sehingga pada umumnya dihadapkan pada besamya modal
yang diperlukan serta adanya resiko ketidakpastian yang besar pula,
sebab tingkat keberhasilan usaha tersebut sangat dipengaruhi oleh
faktor alam ataupun sumberdaya perikanan yang tersedia. Bishop
dan Toussainf (1979) Vrﬁenjelaskan, bahwa di ‘c.!;lan; uéahaperténian
terdapat keadaan apa y'an-g disebut dengan ‘Ketidak Pastian’.
Kenyataan ini sesuai pula dengan usaha perikanan khususny'a
usaha perikanan tangkap,. di mana tangkapan ikan di laut sulit untuk
diramalkan, di samping juga adanya keadaan yang selalu berubah-
ubah yang ada diluar jangkauan manusia (dalam hal ini para
nelayan).

Bidang usaha perikanan Iaut,. khususnya usaha penangkapan
ikan dengan menggunakan alat Purse Seine pada dasarnya adalah
merupakan salah satu sekior dalam kegiatan ek0|;10mi (one sector of
the total economy) yang dasar pengembangannya dilandaskan pada
suatu pendekatan ekonomi di dalam ﬁpaya untuk mencapai

tujuannya (Abdurrachman, 1984). Sebagai kegiatan ekonomi,
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usaha perikanan Purse Seine tidak akan terlepas dari masalah yang
secara umum akan selalu dihadapi oleh sebuah rumah tangga
usaha, yaitu dihadapkan pada persoalan tentang keterbatasan
faktor-faktor produksi di dalam usahanya (Ditjen Perikanan, 1952).
Dengan adanya keterbatasan di dalam hal penyediaan faktor-faktor
produksi tersebut, maka pengusaha akan berupaya mengatur
tindakannya sedemikian rupa agar dari setiap penggunaan faktor
produksi yang sekecil mungkin dapat diperoleh hasil yang sebesar-

besarnya, sesuai dengan prinsip rasionalitas dalam bidang kegiatan

“ekonomi (Slot, 1972).

Par{adiredja' (1982) menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan

~ faktor-faktor produksi maka setiap produsen harus mengeluarkan

sejumlah nilai uang tertenty, dah nilai uang inilah yang disebut
dengan biaya. Sementara itu Mulyadi (1983) mengartikan biaya
sebagai pengo_rbanan sumber-sumber ekonomis yang diukur dengan
Sétuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk
dapat mencapai tujuan tertentu.
Winardi (1979) mengatakan bahwa dalam jangka pendek
terdapat 2 (dua) macam biaya pokok, yaitu
> Biaya tetép (Fiked Cost)
Biaya tetap adalah biaya yang bi.la dipandang secara
keseluruhan tidak berubah meskipun bésamya produksi

berubah.
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»  Biaya Tidak Tetap (Variable Cost)
Biaya tidak tetap adalah biaya bila dipandang secara
keseluruhan berubah langsung dengan bertambannya

jumlah kesatuan-kesatuan yang dihasilkan.

Menurut Rasdani (1994), biaya tetap (Fixed Cosf) pada usaha
perikanan tangkap antara lain meliputi biaya-biaya : penyusutan,

perawatan/pemeliharaan, asuransi, sewa, bunga, dan gaji/upah. Dan

mulai tahun 2002 kiranya bisa ditambahkan adanya Pungutan Hasil

Perikanan sesuai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor.

142 "Tahun 2000 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

.Bukan Pajak Yang Berlaku Padal Departemen  Kelautan

Dan Perikanan yang meliputi Pungutan Pengusahaan Perikanan
(PPP) dan Pungutén Hasil Perikanan (PHP) sebab pungutan
tersebut dilakukan setiap tahun yang besamya sudah ditentukan

dan dibayar di muka. Sedangkan variable cost atau biaya tidak tetap

pada usaha perikanan tangkap diantaranya adalah meliputi :

a. Kebutuhan ekspldatasi kapal ikan': BBM (solar, minyak tanah, oli,
gemuk, majun).

b. Kebutuhan perbekaian kapal ikaﬁ . s, garam, beras, gula, kopi,
the, rokok, minyak goreng, snack, air tawar, sayur mayur, lauk-

pauk, dil.
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c. Kebutuhan suku cadang bagi kapal dan alat tangkap : bahan
jaring, tali, benang, mata pancing, daun kelapa serta bambu untuk
rumpon dan alat bantu lainnya.

d. Biaya Retribusi Tempat Pelelangan lkan, di mana untuk retribusi
ini khususnya di Jawa Tengah, sesuai dengan Perda Propinsi
Jawa Tengah No. 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar Grosir
dan Atau Pertokoan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 9 tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 3
Tahun 1999, besarnya adalah 5% yaitu dari nelayan 3% dan-dari

bakul ikan 2%.

Usaha perikanan Purse Seine dilihat dari frekuensi operasional
penéngkapannya adalah sangat menguntungkan, hal ini menurut
Djadjuri (1978), karena operasi penangkapan alat Purse Seine dapat
dilakukan sepanjang tahun, kecuali pada waktu terjadi gelombang
besar yang me’ngharuskan_para nelayan berlindung di pulau-pulau
ataupun daratan terdekat untuk kerhudian melakukan kegiatan
penangkapan kembali j‘ika gelombang besar sudah mereda.
Meskipun begitu menurut Sukotjo (1980), agar dalam operasional
penangkapan 'ikan dapat berhasil dengan baik maka perlu
diperhatikan beberapa faktor yaitu mengenai musim ikan, cuaca,

angin, arus maupun gelombang.
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2.4. Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan

Yang dimaksud dengan sistem bagi hasil pada usaha

perikanan adalah suatu sistem yang didasarkan atas perjanjian bagi

hasil dalam usaha perikanan (Sudibyo et al, 1986). Marsh dan ..

Soulsby {1980) mengatakan, bahwa suatu perjanjian adala'h semata-
mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini
merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan
menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli
barang, tanah, pemberian kredit, esuransi, pengangkutan barang,
pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh juga menyangkut
tenaga kerja. Ada anggapan yang mengatakan bahwa suatu
perjanjian harus dibuat secara tertulis, hal ini sebenarnya tidakiah
demikian, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur oleh undang-
undang.

Menqrut Undang-Undang No. 16 Tahun 1964, Lembaran
Negara No. 97 tentang Bagi Hasil Perikanan, dijelaskan sebagai
berikut :

a. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan di dalam
usaha penangkapan ikan atau pemeliharaan ikan baik antara
nelayan pemilik dan nelayan pendega maupun pemilik tambak
dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana diantara

mereka masing-masing akan menerima bagian hasilnya dari
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usaha tersebut menurut imbangan vyang telah disetujui
sebelumnya. |

b. Nelayan pemilik adalah orang atau badan hukum yang dengan
hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu vyang
dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan beserta alat-alat
penangkapannya.

c. Nelayan pendega adal‘ah semua orang yang sebagai kesatuan
secara bersama-sama menyediakan tenaganya untuk turut serta
dalam usaha penangkapan ikan laut.

d. Hasil bersih adalah hasil ikan yang diperoleh dari usaha
penangkapan yang éretelah‘diambil sebagaian untuk ‘lawuhan’ |
bara nelayan pendega menurut kebiasaan setempat, dikurangi
dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama antara
nelayan pemilik dan. para nelayan pendega.

Selanjutnya mengena_i beban-beban dalam perikanan laut,
pada pasal 4 {(empat) Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tersebut
disebutkan bahwa :

a. Beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik
dan pihak nelayan pendega, akan meliputj : dngkos lelang; uang
rokokfjajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan pendega
selama di laut, biaya untuk sedekah laut, serta iuran-iuran yang

disahkan oleh Pemerintah Dati Hi yang bersangkutan seperti
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untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kematian,

dana kesejahteraan dan lain-lainnya.

b. Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik akan

meliputi antara lain : ongkos pemeliharaan dan perbaikan
perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan,
dan biaya eksploatasi usaha penangkapan seperti : untuk
pembeiian'solar, minyak, es, dan lain sebagainya.

Bagian yang diterima oleﬁ para nelayan pendega menurut

Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 pada pasal 3 (tiga) disebutkan

. bahwa di dalam perikanan laut bagian paling sedikit yang'harus

diperuntukkan bagi pihak nelayan pendega ac_!ala-h X

a. Jika dipergunakaﬁ perahu layar, minimum ?5 % (tujuh puluh lima
ﬁerseratu_s)' dari hasil bersih.

b. Jika dipergunakan kapal motor, minimum 40 % (empat puluh
perseratus) dari hasil beréih. |

Se!énjutnya dalam Bab. IV pasél‘T (tujuhj ayat 1(éatu) sampai

5 (lima) dari Undang-Undané_ No.'16 Téhun 1964, mengenai jangka

waktu perjanjian bagi hésif usaha berikénan disebutkan sebagai

berikut :

(1). Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu sedikitnya 2 (dua)
musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan
paling sedikit 6 (enam)_ musim yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut

bagi perikanan darat di mana dengan ketentuan bahwa setelah




(2).

(3).
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jangka waktu itu selesai atau berakhir diadakan pembaharuan
perjanjian maka para nelayan pendega dan penggarap tambak
l[ama-iah yang harus diutamakan.

Perjanjian bagi hasil tidak terputus karena suatu pemindahan
peranu/kapal, alat-alat penangkapan ikan, atau tambak }ang
bersangkutan kepada orang lain, maka di dalam hal yang
demikian hak dan kewajiban pemiliknya yang lama beralih
‘kepada pemilik yang baru.

Jika seorang nelayan pendega atau penggarap tambak

| meninggal dunia maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat

menjadi nelayan pendega dan atau penggarap tambak dan lagi
pula menghendakinya, maka berhak untuk melanjutkan
perjanjian bagi hasil yang bersangkutan dengan hak dan

kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir.

. Penghentian perjanjian bagi hasil sebelum- berakhimya jangka

waktu perjlanjian hanya'rmungkin di dalam hal-hal dan menurut

ketentuan di bawah in'@ :

a. Atas persetujuan ke dua belah pihak yang bersangkutan.

b. Dengan ijin Panitia Landreform Desa jika mengenai
perikanan darat dan suatu pahitia desa yang akan dibentuk
jiika mengenai perikanan laut, atas tuntutan nelayan pemilik

jika nelayan pendega atau penggarap tambak yang
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bersangkutan tidak memenuhi segala kewajiban sebagai
mana mestinya. o
c. Jika penggarap tambak tanpa persetujuan dari pemilik
tambak menyerahkan pengusahaan tambaknya pada orang
lain. |
(5). Pada berakhirnya peranjian bagi hasil karena berakhimya
jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab
tersebut pada ayat 4 pasal ini, nelayan pendega dan penggarap
tambak wajib menyerahkan kembali kapal/perahu, alat-alat
penangkapan ikanr dan tambak yang bersangkutan k_epad_a

nelayan pemilik dan pemilik tambak berada dalam keadaan baik.

Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan tersebut
dimaksudkan untukr memberikan jaminan kepada para nelayan
pendega dan penggarap tambak, bahwa mereka akan dapat
membagi hasil selama waktu yan;hc;ukup lama dan kemudian
setelah jangka waktu berakhir akan kembali menjadi nelayan
pendega maupun penggarap tambak serta tidak akan terdesak oleh

orang lain.

Di dalam panitia yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b akan
diikut sertakan wakil 12 (dua belas) orang dari organisasi-organisasi
petani dan nelayan yang ditunjuk oleh Front Nasional setempat.

Sedangkan guna merumuskan dengan tegas apa yang dimaksud
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dengan pengertian ‘keadaan baik’ yang ditentukan dalam ayat o
adalah sangat sukar, akan tetapi pada umumnya dapatlah untuk
dikatakan bahwa kapal/perahu, alat-alat penangkap ikan dan juga
tambak harus dikembalikan kepada nelayan pemilik serta pemilik
tambak dalam keadaan yang tidak merugikan mereka. Dan tidak
terjadi kerusakan-kerusakan yang disebabkan karena kelalaian dan
kesengajaan yang ditimbulkan oleh para nelayan pendega atau
penggarap tambak. Jadi pada konkritnya hal-hal tersebut tergantung

pada keadaan dan ukuran-ukuran setempat.

Dalam kenyataannya, sistem 'bagi hasil yang dilaksanakan

pada usaha penangkapan pada umumnya tidak berpedoman

kepada perundang-undangan yang berlaku, melainkan
lebih cenderung berpedoman kepada suatu sistem. yang
didasarkan atas kebiasaan dan adat setempat di mana
mereka berada (Nugroho, 1974). Sehingga akibatnya sistem
bagi hasil antara satu jenis usaha penangkapan dengan
jenis usaha penangkapan yang lainnya berbeda-beda, bahkan
dijumpai pula pada satu jenis usaha penangkapan tertentu
yang berasal dari nelayan_ pemilik yang berbeda akan
berlainan di dalam sistem bagi hasil usaha yang dilakukan

(Sudibyo et al, 1986).
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2.5. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar

Grosir Dan Atau Pertokoan Di Jawa Tengah

Sehubungan dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncties Peraturan

Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan

KepMendagri No. 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Pemungutan
Retribusi Daerah, maka Perda Propinsi Dati | Jawa Tengah No. 1
Tahun 1984 tentang Tempat Pelelangan lkan Di Propinsi Dati | Jawa
Tengah dianggap sudah tidak sesuai lagi dan diganti dengan Perda
No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Pertokoan di
Propinsi Dati | Jawa Tengah.

Ada 2 (dua) catatan penting dari terjadinya' perubahan perda
tersebut :
1. Menurut Perda No. 1 Tahun 1984, pada BAB |V Pasal 6

disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1). Setiap penggunaan Tempat Pelelangan lkan (TP,
dikenakan pungutan sebesar 8% (delapan perseratus)
dari hasil lelang dengan perincian sebagai berikut :

a. 5% (lima perseratus) dipungut dari nelyan.

b. 3% (tiga perseratus) dipungut dari bakul.

Ayat (2). Perincian penggunaan hasil pungutan dimaksud ayat(1)

diatur sebagai berikut :
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a. 1% penerimaan Daerah Tingkat 1.
b. 1% penerimaan Daerah Tingkat il.
c. 0,5% biaya pengawasan dan pengendalian
operasional.
d. 2% saving nelayan.
e. 0,5% dana paceklik.
f. 1% dana sosial/kecelakaan di laut.
g. 2% biayar penyelenggaraan lelang.
2. Dengan berlakunya Perda No. 3 Tahun 1999, pada penjelasan
pasal 8 huruf a disebutkan : |
a. Retribusi sebesar 5% (lima perseratus) dibebankan pada
nelyan sébesar 3% (tiga perseratus) dan bakul ikan 2% (dua

perseratds).

b. Penggunaan penerimaan retribusi sebesar 5% (lima
‘perseratus) dirinéi sebagai berikut :
® 0,85% disetor ke Kas Daerah Tingkat | Jawa Tengah,
| dengan rincian sebagai berikut : |
- 0,70% sebagai hasil pemanfaatan TPI
- 0,15% untuk pembinaan nelayan yang dilakukan oleh
Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah
@ 0,40% disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota/

Kabupaten tempat pelelangan ikan berada.
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®@ 3,75% disetor ke Rekening PUSKUD Mina Baruna yang

dipergunakan untuk : .
@ Biaya penyelenggaraan lelang 1%
Q Biaya perawatan TPl 0,15%
& Dana paceklik 0,50%
- @ Dana asuransi 0,20% .
@ Pengembangan Puskud Mina 0,20%
© Tabungan Nelayan 0,50%
@ Tabungan Bakul 0,25%
© Dana Sosial dan Kecelakaarn laut 0,50%

& Pengembangan KUD 0,45%

Selanjutnya dengan SK. Gubernur Jawa Tengah No.9 Tahun

2001, penggunaan retribusi TPI diatur kembali sebagai berikit :

® 0,90 % untuk Pemerintah Propinsi dengan rincian :

- 0,75% untuk pemanfaatan TP} dan sewa Pelabuhan:-

- 0.15% untuk pembinaan nelayan/bakul ikan yang

dilakukan oleh Dinas Perikanan Propinsi Jawa

Tengah.

@ 0,95% untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

® 1,65% disetor ke Rekening Puskud Mina Baruna,

penggunaannya dengan rincian sebagai berikut :

© 0,80% biaya penyelenggaraan lelang.

@ 0,10% biaya perawatan TP
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@ 0,50% dana bacek!ik nelayan.
@ 0,15% dana asuransi nelayan. .
@ 0,10% pengembangan Puskud Mina Baruna.
@ 1,50% disetor ké Rekening KUD Mina, vang
penggunaannya dengan rincian sebagai berikut :
& 0,50% tabungan nelayan.
© 0,25% tabungan bakul.
© 0,45% dana sosial dan kecelakaan laut.

© 0,30% pengembangan KUD Mina.

2.6. Pungutan Hasil Perikanan

Pungutan Hasil Perikanan merupakan salah satu jenis

penerimaan negara bukan pajak, menurut Peraturan Pemerintah

No. 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan

Perikanan, pada pasal 2 dlsebutkan L |

1. | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari usaha
penangkapan ikan adalah berupa Pungutan Perikanan.

2. Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
a. Pungutan Pengusahaan Perikanan

b. Pungutan Hasil Perikanan

Mengenai Pungutan Perikanan ini sebelumnya telah tersurat
pada UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yaitu pada pasal 11

yang berb'unyi sebagai berikut :
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Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha
penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan di laut atau
diperairan lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia

dikenakan Pungutan Perikanan.

2. Nelayan.dan petani ikan kecil yahg melakukan penangkapan

atau pembudidayaan ikan yang hanya untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan
perikanan.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1990
tentang Usaha Perikanan, pada pasal 10 disebutkan :

1. Pungutan Perikanan ditetapkan :
a. Untuk kegiatan penangkapan ikan sebesar 25% (dua
setengah persen) dari seluruh harga jual ikan yang ditangkap.
b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1% (satu
persen) dari harga jual seluruh hasil ikan yang dibudidayakan.
2. Tata cara pemungutan Pungutan Perikanan diatur oleh Menteri

dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Adapun tentang besarnya Pungutan Pengusahaan Perikanan
(PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) menurut Peraturan

Pemerintah No. 142 Tahun 2000, adalah sebagai berikut :
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. Pungutan Pengusahaan Perikanan didasarkan atas jenis, ukuran,

dan jumlah kapal, serta jenis alat penangkap ikan yang

dipergunakan.

. Besarnya Pungutan Pengusahaan Perikanan ditetapkan

berdasarkan rumusan tarif per gross tonage (GT) dikalikan
ukuran kapal gross fonage (GT) menurut jenis alat penangkap

ikan yang dipergunakan.

. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) didasarkan atas jenis, ukuran,

jumlah kapal, jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan,
wilayah penangkapan, dan jumlah hasil produktivitas kapal serta

Harga Patokan lkan.

. Besarnya Pungutan Hasil Perikanan yang terutang ditetapkan

berdasarkan rumusan 2,5% (dua setengah porsen) dikalikan

pi"oduktivitas dikalikan Harga Patokan tkan,

. Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan produktivitas kapal

penangkap ikan yang dipergunakan secara periodik berdasarkan
hasil evaluasi tingkat pemanfaatan potensi sumber daya ikan

menurut wilayah pengelolaan perikanan.

. Menteri  Perindustrian dan Perdagangan menetapkan Harga

Patokan lkan secara periodik berdasarkan harga jual rata-rata
tertimbang hasil ikan yang berlaku di pasar domestik dan atau
internasional setelah mempertimbangkan pendapat Menteri

Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait.
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Selanjutnya pada Pasal 1, PP No. 142 Tahun 2000 tersebut
dijelaskan bahwa Pungutan Perikanan adalah pungutan atas hasil
penangkapan ikan yang harus dibayar kepada pemerintah oleh
nelayan, perusahaan perikanan nasional mumi, perusahaan
perikanan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing/Penanaman
Modal Dalam Negeri yang harus memiliki lzin Usaha Perikanan
(lUP), Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PE”KA), Surat
Penangkapan |Kan (SPI1), Surat lzin Kapal Penangkap dan
Pengangkut lkan indonesia (SIKPPIi) atau Surat Izin Penangkapan
lkan (SIPI) dari pemerintah dalam hal ini Departemen_ gelg_utan dan
Perikanan. Adanya kata ‘nelayan’ sebagai mana tersebut di atas,
maka yang semula lbahwa pungutan ini diperuntukkan hanya bagi
pemilik kapal, akhimya menjadi perdebatan yang berlarut-larut
khususnya pada nelayan usaha perikanan Purse Seine di Kota
Pekalongan, sebab nelayan pendega sebagai nelayan kecil merasa
sangat tidak diperhatikan oleh pemerintah yang katanya-‘membela
wong cilik, jika pungutan tersebut harus mereka tanggung. Apalagi
kemudian diperjelas lagi dengan keluarnya Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan No. Kep.45/MEN/2001 tentang Tata Cara
Pungutan Perikanan Yang Terutang, pada Pasal 1, ayat 1
disebutkan bahwa nefayan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkspan ikan, kemudian pada Pasal 2, éyat (1)

tertulis  *Pungutan  Perikanan dikenakan kepada nelayan,
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Perusahaan Perikanan Nasional (murni), Perusahaan Perikanan
Nasional dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) atau
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kenyataan inilah yang
membuat para nelayan pendega perikanan Purse Seine di
Pekalongan khususnya para nahkoda menjadi tidak puas dan
akhimya melakukan demo menuntut untuk meninjau ulang aturan
tersebut yang nyata-nyata memberatkan nelayan buruh/nelayan
kecil. Meskipun begitu Pemerintah dalam hal ini Departemen
Kalautan dan Pefikanan tetap memeberiakukan aturan tersebut.
Pada saat ini telah dikeluarkan Peraturan Pemen’ntah No. 54

Tahun 2002 tetang Usaha Perikanan, di mana pada PP ini terdapat

perbedaan istilah yang sangat jelas antara nelayan dan perusahaan

perikanan, sebagai mana pada Bab |, Pasal 1 yang antara lain
disebutkan : |

- Usaharperikanan adélaﬁ semua usaha peroran‘t_:'jén. atau badan
“‘hukum untuk menangkap atau membudidéyakah ikan, termasuk
.kegiétan menyimpan atau mengawetkan ikan untuk tujuan
komersial.

» Perusahaan perikanan Indonesia adalah perusahaan yang
melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara
Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

> Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

penangkapan ikan.
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Selanjutnya pada Bab IV, Pasal 18, ayat 1 PP tersebut
dijelaskan secara tegas bahwa * Perusahaan perikanan Indonesia
yang melakukan usaha penangkapan ikan atau usaha
pembudidayaan ikan di laut atau perairan lainnya di wilayah
perikanan Republik Indonesia, serta perusahaan asing yang
melakukan usaha penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia dikenakan pungutan perikanan. Kemudian juga pada
Pasal 19, ayat 1, disebuikan bahwa "Pungutan perikanan dikenakan
kepada perusahaan perikanan Indonesia atas kesempatan yang
diberikanan untuk melakukan usaha perikanan dan atas ikan hasil
penangkapan atau pembudidayaan’ dan pada Pasal 20, ayat 1
disebutkan bahwa pungutan perikanan di bidang penangkapan ikan
yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia terdiri dari
Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan.
Kemudian pada pasal 22 PP 54 Tahun 2002, dijelaskan :

(1) Pungutan Hasil Perikanan (PHP), ditetapkan :

a. Untuk kegiatan peﬁangkapan ikan :

1). Bagi perusahéan perikanan skala kecil berdasarkan
rumusan 1% (satu perseratus) dikalikan produktivitas
kapai dikalikan Harga Patokan Ikan.

2). Bagi perusahaan perikanan skala besar berdasarkan
rumusan ‘2,5 % (dua setengah perseratus) dikalikan

produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan tkan.
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b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1% (satu
perseratus) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil
pembudidayaan.

(2). Kriteria perusahaan perikanan skala kecil dan skala besar
sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
PP No. 54 Tahun 2002 ini secara efektif belum Voperasional,

mengingat semua peraturan pelaksana dari PP 15 Tahun 1990

belum dicabut dan masih tetap berlaku.
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MATERI DAN METODE

3.1. Materi Penelitian |

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah unit usaha
perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan vyang memenuhi

ketentuan-ketentuan persyaratan sebagai berikut :

4+ Unit usaha perikanan Purse Seine tersebut berdomisili dan dalam
aktivitasnya mempergunakan fasilitas-fasilitas yang ada di wilayah
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP).

4 Unit usaha perikanan tangkap tersebut pada saat penelitian ini
dilakukan masih aktif melaksanakan kegiatan usaha penangkapan

(aktifitas produksi) secara terus menerus (kontinyu).

_ 3.2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan  metode - ‘studi kasus’,

pemilihan metode tersebut diharapkan sesuai dengan permasalahan

yang dibahas, yaitu mengkaji tentang permasalahan potongan biaya :
yang seharusnya dan yang berlaku serta Sampai sejaun mana peran
peraturan perundangan perikanan terhadap sistem bagi hasil

 usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, yang dianggap
sebagai suatu obyek berupa kasus yang bersifat spesifik bagi daerah

dan jenis usaha penangkapan ikan tertentu serta pada waktu tertentu

pula.

38
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3.3. Pelaksanaan Penelitian

Mengingat adanya keterbatasan wakiu dan tenaga maka
pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara ‘sampling’, yaitu
suatu penelitian yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga'
proses pengamatan tidak dilakukan terhadap seluruh populasi yang
ada, akan tetapi hanya sebanyak vyang terambil sebagai
sampel/contoh dalam penelitian ini, sehingga studi yang intensif dan

mendetail dapat dilaksanakan dengan baik.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan cara ‘Proportional Stratified Random Sampling'.

Stratifikasi dilakukan berdasarkah jenis Purse Seine yaitu strata
Purse Seine besar (Big P_urs_e Seine) dan strata Purse Seine kecil
(Mini Purse Seine). Dari hasil survey pendahuluan diketahui bahwa
jumiah kapal Purse Seine .di Kota Pekalongan sebanyak 505 unit
yang terdiri atas 2 {dua) jenis{ yéitu kapal Purse Seiné_ b_esar yang
biasa .disebut dengan "Pursé-Seine’* yang selanjutnya di -dalam
penelitian ini disebut * Big Purse Séine’ dan kapal Purse Seine kecil
yang biasa disebut dengan ‘Mini Purse Seine’. Jumlah sub

populasi dari masing-masing unit tersebut adalah sebagai berikut :

- Big Purse Seine sejumiah 419 unit

- Mini Purse Seine sejumlah 86 unit
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Untuk menentukan ukuran sampel dari keseluruhan populasi
dengan metode Proportional Stratified Random  Sampling

menggunakan rumus sebagai berikut ( Parel et al, 1982) :

N ¥ Nh. ph (1 - ph)
n= -
d2
N?— *¥ Nh. ph (1 - ph)
ZZ

Sedangkan untuk menentukan ukuran sampel tiap strata digunakan

rumus sebagai berikut :
Nh
nh = Xn

Keterangan :

N = Jumiah total unit-unit sampling dalam populasi
n = Ukuran sampe! dari keseluruhan populasi
'l\‘ih = Jumlah total dari unit-unit sampel dalam setiap strata
nh = Ukur_an sampel darj setiap strata o
72 = Variabel normal untuk tianat kepercayaan 95%
Yaitu 1,96
&> = Maksimunﬁ error yang dianggap masih bisa diterima,

ditentukan 10 %

ph = Proporsitiap strata ( 0,50 )

Atas dasar data sekunder sebagai mana telah disebutkan di
atas dan perhitungan diperoleh sampel sebanyak 80 unit kapal Purse

Seine yang terdiri dari :
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a. Strata Big Purse Seine, banyaknya sampel adalan sejumiah

66 unit.

b. Strata Mini Purse Seine, banyaknya sampel adalah sejumlah

14 unit.

3.4, Pengumpulan Data

3.4.1. Pendumpulan data p'i'imer

Pengumpulan data primer pada penelfitian ini dilakukan

dengan menggunakan te_knik ‘Observasi dan Wawancara’.

B Data yang dikumpulkan dengan cara observasi diantaranya

adalah sebagai berikut :

s I

Proses persiapan pemberangkatan kapal kelaut dan
pengisian perbekalan melaut. |

Proses kedatangan kapal memasuki pelabuhan‘ dan
pengaturan tambat labuh kapal. |
Pelaksanaan pembongkaran ikan.

Pelaksanaan pelelangan ikan.

Pelaksanaan sistem pembayaran dan pembagian

hasilnya.

Sedangkan untuk melakukan wawancara diambil

responden yang terdiri dari sebagai berikut :

a. Pihak nelayan pendega beserta kapal penangkaphya

yang merupakan satu unit usaha perikanan Purse Seine
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dan yang terambil sebagai sampel. Responden tersebut
dijadikan sebagai responden utama dalam penelitian ini.
Jumlah responden ditentukan sesuai dengan macam
status, kedudukan dan atau tugas nelayan pendega di
.dalarn organisasi pekerjaannya pada setiap unit usaha

kapal Purse Seine, adapun penentuan jumlah responden

adalah sebagai berikut :

1. Nahkoda (umumnya 2 orang), ditentukan 1 orang

sebagai responden.

2. Motoris (umumnya 2 orang)f _diten.tukan' 1 orang

. sebagai responden.

3. Juru Gidang, Juru Arus, Juru Lampu, Jurt Masak dan
Jgru 'Perbekalan (umumhya antara 10 s/d 15 orang)
ditentukan 1 orang sebagai responden, hal ini
dilakukan karena perolehan_bagian di antara méreka
relatif homogen. o

4. Anak Buah Kapal (ABK) biasa (pada umumnya
berjumiah antara 20 s/d-25'orang) diambil’ 1 orang
sebagai responden, hal ini dilakukan karena perolehan

bagian di antara mereka relatif homogen.

Adapun pengumpulan data dari responden ini dilakukan di

Tempat Pelelangan lkan (TP1) PPNP di Kota Pekalongan,
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jamban-jamban tempat parkir kapal ataupun tempat-
tempat pengisian perbekalan serta mendatangi rumah -
responden khususnya dari para nahkoda yang ada di
daerah Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Sedangkan
wakiu pelaksanaan pengumpulan data di TPI -dilakukan
dari pagi hingga siang hari, sedangkan di jamban-jarﬁban
dan tempat-tempat pengisian perbekalan serta di rumah
para nahkoda waktunya dapat siang ataupun sore hari
bahkan pada malam hari sekalipun.

b. Pihak nelayan pemilik dan atau pengelola ﬁsaha
perikanan Purse Seine (Pengurus Kapal), sesuai dengan
unit-unit Purse Seine yang terpilih sebagai sampel dalam

penelitian ini,

Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder- dilakasanakan dengan
memonitor data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Pekalongan serta instansi lainnya seperti Pelabuhan
Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP), Perum Prasarana
Pelabuhan Samudera (PPS) Cabang Pekalongan, Pelabuhan

Pekalongan (Kesyahbandaran), KUD Makaryo Mino dan TPI

Kota Pekalongan.
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3.5.1. Metode penenttian besarnya potongan biaya

1). Biaya operasional

operasional yang

Pada penelitian

ini

untuk menghitung biaya

seharusnya digunakan rumusan

maupun asumsi-asumsi sebagai mana tabel berikut :

Tabel 3.

RUMUS UMUM YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG
BIAYA OPERASIONAL YANG SEHARUSNYA ‘

NO. JENIS RUMUS KETERANGAN
BARANG UMuUM
KEBUTUHAN
TR e e R B

1.1 Solar .

BS=02xPKxW

BS = Jumiah Kebutuhan Solar
~ dalam Liter.

0.2 = Nilai Koefisien

PK = Daya Kekuatan Mesin
W = Trip duration (jam).

Big PS = 7 Jam/Mari
Mini PS= 5 Jam/Hari

3. | Air Tawar

Sesuai kebutuhan

Gratis pada saat pembelian Es

4. | Beras 60 gram/forg/hari Merupakan jumiah
kebutuhan minimum
dipakai dengan perhitungan
80 gram/org (maksimum)

5. | Es BE=0,5xGT BE = Jumlah Kebutuhan Es

dalam ton
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6. | Garam - BG=04xBE | BG=Jumiah kebutuhan
garam dalam ton

7. | Telur Big PS = :
5 x 3 Butir x 2 ABK 1 Kg = 12 s/d 13 Btr (Butir).
Mini PS =

3 x 3 Butirx 2 ABK

8. | Gula Pasir Big PS =50 Kg -

Mini PS = 25 Kg
8.1 Teh 2 Bungkus/ hari -
10. | Minyak | Big PS =40Kg -
Goreng Mini PS = 20 Kg ,
11. | Kecap. Big PS = 40 Botol )

Mini PS = 20 Botol

12. { Minyak BigPS = 200 Liter Untuk kebutuhan memasak
Tanah Mini PS = 100 Liter '
13. | Rokok 1 orang = 2 pak/ B -
3 hari

Sumber : Balai Ketrampilan Penangkapan lkan Tegal (1980), diolah
dalam bentuk tabulasi dan dilengkapi sesuai Hasii survey 2002.

2). Biaya penyusutan

Untuk mengetahui dan memperhitungkan besar

biaya penyusutan/unit kapalftrip yang seharusnya pada -

usaha perikanan Purse Seine maka perlu dilakukan

penentuan metode penghitungan, hal ini dengan
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pertimbangan bahwa tidak semua metoda penghitungan

'biaya penyusutan sesuai untuk diterapkan pada setiap

jenis usaha. Atas dasar pemikiran bahwa kapal baru akan
lebih memberikan hasil yang lebih banyak dari kapal yang
lama karena kondisi dan kemampuannya, maka metoda
yang digunakan adalah “Metoda Jumiah Angka-Angka
Tahun ( Sum of The Years Digit Method ) yaitu suatu
metoda penghitungan biaya penyusutan yang besarnyé

tiap tahun berbeda, di mana pada tahun pertama lebih

besar dari tahun ke dua, tahun ke dua lebih besar dari

tahun ke tiga dan seterusnya (Haryono, 1981).' Adapun

rumus aplikasinya dari Soehardi (1983) adalah sebagai

" mana berikut :

. N-(n-1)
Pn = (Fp—Nr)
e N (D/2 #1/2)

Keterangan : Pn = penyusutan setiap unit purse
seine pada tahun ke n.

n = tahunke1,2,3.... dst

N = Umur teknis dar unit purse
seine

Hp = Harga pembelian unit purse
seine siap pakai.

Nr = Nilai residu setelah habis dari

umur ekonomisnya.
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Di bawah ini tercantum asumsi yang merupakan

hasil survey pada saat penelitian dilakukan, sebagai

bahan guna melakukan perhitungan biaya penyusutan/unit

kapalftrip yang seharusnya pada usaha perikanan Purse

Seine di Kota Pekalongan dalam bentuk tabulasi.

Tabel 4.

ASUMS! DALAM PERHITUNGAN BIAYA PENYUSUTAN YANG
SEHARUSNYA PADA USAHA PERIKANAN PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN

No JENIS ASUMSI

BIG PURSE SEINE

MINI PURSE SEINE

3. Trip Penangkapan
Dalam 1 Tahun

i R T R R I e e o
1. Umur Ekonomis 9TH 8 TH
Kapal
2. Nilai Residu 20 % 15 %
8 trip 12 trip

16 % per-Tahun

4, Rata-Rata Nilai 16 % per-Tahun
Revaluasi
5. Rumus A 1
Penyusutan Pin= """ XPn Pin= =7 XPn
Per-Trip 8 12

Keterangan :

Ptn = Penyusutan per-irip pada tahun ke n
Pn = Penyusutan tahun ke n

Sumber : Hasil Penelitian, 2002.
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3). Lawuhan dan bonus

4).

Perhitungan lawuhan dan bonus yang seharusnya,
dihitung sesual dengan perjanjian kesepakatan umum
yaitu Untuk Big Purse Seine sebesar 12 % dari raman

setelah dikurangi biaya retribusi TP|, sedangkan untuk

Mini Purse Seine sebesar 10 % dari raman setelah

dikurangi retribusi TPI.

Pungutan Hasil Perikanan (PHP}

Perhitungan Pungutan Hasil (PHP) perikanan yéhg
seharusnya dihitung sesuai dengan harga dan prosentase
jenis ikan rata-rata selama tahun 2002 .di Tempat
Pelelangan Ikan (TPY) | Koté‘ 'Pekalongan, _se&angkan
Pungutan Hésil Perikanan (PHP) yang berlaku dihitung

sesuai yang ditetapkan. oleh Departemen Kelautan dan

Perikanan.

Secara skematis metode penentuan besamya potongan

biaya yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha

perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan dapat dilihat pada

'ilustrasi berikut :




METODA ANALISA DATA

METODE PERHITUNGAN
NILAIPOTONGAN

| RAMAN KOTORJ

RETRIBUGSITPI
3%
: YANG
YANG LAWUHAN &
SEHARUSNYA | < BONUS = | BERLAKU

ﬁ ) Sesuai yang

saat selesai lelang

BPS =12%{MPS =10% dipotongkan pada
J

YANG
BIAYA YANG
SEHARUENYA <= OPERASIONAL |~ = | BERLAKU
Dihitung sesuai dengan S 3
pengeluaran barang esual yang
. . dipotongkan
kebutuhan operasional d t selesai
dan perbekalan serta pa alsala ie esa
biaya bengkar muat elang
dan tambat labuh.
BIAYA
YANG == | pENYUSUTAN | T | XANC
SEHARUSNYA ' :
Dihitung dengan : o Sesuai yang
menggunakan metode Jumlah " dipotongkan pada
Angka-Angka Tahun i saat selesai lelang
YANG PHP | Yane
SEHARUSNYA < =D BERLAKU
{ o : T

Dihitung sesual persentase
dan harga ikan di TPI Kota
Pekalongan

‘Dihitung sesuai ketetapan
DXP

llustrasui 2. BAGAN ANALISA DATA POTONGAN BIAYA
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3.5.2. Metode analisa statistika

Untuk dapat menarik kesimpulan yang dapat
dipertahankan tingkat reliabilitasnya maka hasil-hasil penelitian
yang sudah terkumpul = dianalisis secara statistika, sesuai
dengan permasalahan penelitia'n'serta tujuan dari penelitian
tersebut.

"Analisis data merupakan kegiatan sistematis untuk
memperoleh pengetahuan dari sekumpulan data. Analisis
dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dari suatu
hal yang samar atau bahkan sama -sekali .belum diketahui,
menentukan bagian—bagiah‘nya, hubungan antar bagian, atau
hubungan antar bagi_an dengan keseluruhan. -

Menurut Stljmérgoné'_“(ZOOO), bahwa secara umum baik
dalam pen_einitian kuéﬁtatif maupun ‘kuantitatif,_anaiisis data
tidak terbatas pada p_engo_rganisésian data lalu menyajikann;/;
-Perigprg'anisasién aata‘ rﬁerup'akén_ﬂtahap awal yang sangat
membantu dalam meiakukaﬁ penafsiran dan atau pengujian
hipotesis, untuk mendapétkan d,an‘ atau memberikan arli dan
makna data itu, serta mémbantu dalarh-l membuat kesimpulan
berdasarkan data tesebut.

Analisis data kuantitatif juga didasarkan pada jenis

metoda statistik yang digunakan, yaitﬁ parametrik atau non
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parametrik. Dalam penelitian ini metode analisis data yang
dipergunakan adalah didasarkan pada .

1). Uji kenormalan Lilliefors

Uji Lilliefors adalah merupakan uji untuk mengetahui
apakah peubah acak yang diamati menyebar normal

ataukah tidak. Keragu-raguan terhadap kenormalan suatu

peubah acak perlu diperiksa, kalau Kita bermaksud

menggunakan metoda  statistika parametrik  yang

memerlukan anggapan bahwa peubah acak itu menyebar

normal (Nasution dan Barizi, 1980).

Uji kenormalan Lilliefors disusun berdasarkan besaran :
L=maks { | F (Z)—S @)1 IF(Z2) =S Z2) loceenen.
| F(Zn)-S (Zn) 1}

" Atau beda mutlak maksimum antara F (Zi) = S (Zi)

untuki=1,2,3.....n.
Kaidah keputusan adalah :

<L a({n), terima Ho

Jika L
> L a (n), tolak Ho
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2) Uji Z dan Uji t

Jika ternyata dengan uji kenormalan Lilliefors terbukti
bahwa peubah acak menyebar normal maka selanjuinya
akan dilakukan analisis dengan statistika pérametn’k yaitu
dengan Uji Z untuk sample yang berukuran kecil dan

‘dengan Uji t bagi sampel yang berukuran besar.

- Uji Z, untuk pengujian Ho: u=ue lawan Ho i u > 1,

adalah :

JkaZ=—— (. —po)Vn

S I {S Z af2, terima Ho
G

> Z af;, tolak Ho

- Ujit, untuk pengujian Ho : p= pe lawan Ho: u > u,

adalah :

1 =< tO‘Jz(y), terima Ho

" Jika] t|=| — = . ~pe) ¥n
S >tals () s tolak Ho

3). Uji Jumlah Pangkat Wilcoxon
Dan jika temyata dengan uji kenormalan Lilliefors

terbukti bahwa peubah acak tidak menyebar normal maka
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analisis digunakan dengan statistika non parametrik yaitu

dengan Uji Jumlah Pangkat Wilcoxon.

Uji Jumlah Pangkat Wilcoxon’ yaitu suatu uji yang

* ditujukan untuk membandingkan dua contoh yang anggota-

anggotanya tidak berpasangan dan’ berasal dari dua

populasi yang tidak diketahui sebarannya (Nasution dan

Barizi, 1980). Selanjutnya dikatakan bahwa Uji Jumlah

Pangkat ini mula-muia diperkenalkan Wilcoxon (1945)
untuk dua contoh vyang berukuran sama, kemudian
dikembangkan lebih lanjut oleh Mann dan Whitney (1947)
bagi dua contoh yang berukuran -tidakﬁsarrrla.r Dan bila nq
atau n; atau kedua-duanya lebih besar dari 20, maka
penguijian hipotesis dilakukan dengan rumus se.bagai

berikut :

n*(n1+n2+1)-2R*

¥ nin2 (nt1 +n2 +1)/3

Kaidah keputusan untuk menguji hipotesis :

Ho:U1=U2 lawan H1=U1% U2

Adalah :

< Zyp , terima Ho
Jika Z
> Zya , tolak Ho
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3.6. Hipotesa

Pada penelitian ini hipotesa yang diajukan adalah sebégai

berikut :

@® Diduga bahwa pengenaan potongan-potongan biaya yang
berlaku sekarang ini pada sistem bagi hasil usaha perikanan Big

Purse Seine dan Mini Purse Seine di Kota Pekalongan, nilainya

lebih besar dari yang seharusnya.

@ Diduga bahwa UU Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964,

- Perda Pripinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi
 Pasar Grosir dan atau Pertokoan, serta Pungutan Hasil
Perikanan (PHP) tidak berperan pada sistem bagi hasil usaha

perikanan Big Purse Seine dan Mini Purse Seine di kota

Pekalongan.




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Umum Kota Pekalongan

4.1.1. Letak geografis dan keadaan alam

Kota Pekalongan adalah salah satu daerah kota di
Propinsi Jawa Tengah yang berada di daerah pantai utara
Pulau JaWa, secara astronomis terletak pada 6°55'42" -
6°55'44" Lintang Selatan dan 109°37'55" - 109°42'19” Bujur
Timur serta berkoordinat fiktif 510,00 — 518,00 Km membujur
dan 517,75 - 528,75 Km melintang. Jarak terjauh dari utara
ke selatan -i 9 Km, dan dari barat ke timur = 7 Km. Adapun
luas daerah Kota Pekalongan adalah 45,25 Km”, |

Batas-batas wilayah administfaéi Kota | Pekalongan
adalah sebagai berikut :
> Sebelah Utara . Laut JaWé
> Sebelah Selatan ; -Kabupaten Pekalongan dan

Kabupéten Batang
> Sebelah Barat | g Kabupaten Peka!onganl
> Sebelah Timur . Kabupaten Batang
Keadaan tanah di Kota Pekalongan berwarna agak kelabu

dengan jenis tanah aluvial kelabu kuning dan aluvial

yohidromorf. Banyaknya hari hujan pada tahun 2001 adalah |
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121 hari dengan curah hujan 1.457 mm atau rata-rata dalam
1 bulan hujan terjadi sebanyak 10,08 hari dengan curah hujan

121,42 mm, hal ini dapat dilihat sebagai mana tabel berikit :

Tabel 5.

BANYAKNYA HARI DAN CURAH HUJAN
DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2001

Bﬁlan Hari Hujan Curah Hujan

(hari) (mm)

U8

Januari : S 1 < T _ 241
Februari 6 108
Maret 16 187
April 9 76
Mei 9 77
Juni 11 118
Juli 7 89
Agustus 9 92
September 7 68
Oktober 7 - 129
Nopember N _ 119
Desember : 13 153-

Jumah 121 1.457

Rata-rata 10,08 121,42

2000 140 2.189

1999 97 1.222

1998 128 2.281

1997 80 1.957

Sumber ; Kantor Pertanian dan Kehewanan Kota Pekalongan, 2002.
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Kota Pekalongan terbagi atas 46 desa/kelurahan, yang

kesemuanya merupakan desalkelurahan swasembada.

Desa/kelurahan tersebut tersebar dalam 4 wilayah kecamatan,

yaitu :

a. Kecamatan Pekalongan Utara dengan luas 14,88 Km?,
terdiri dari 3 desa dan 6 kelurahan.

b. Kecamatan Pekalongan Timur dengan luas 9,52 Km?
terdiri 5 desa dan 8 kelurahan.

c. Kecamatan Pekalongan Selatan dengan luas 10,80 -Km‘?
terdiri 9 desa dan 2 kelurahan.

d.. Keéamatan Pekaloﬁéaﬁ Barat. deﬁgén Iﬁas -10,05 kmz

terdiri 5 desa dan 8 kelurahan.

4.1.2. Penduduk dan ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2001

| -mencapai sebanyak 262731 jiwa, yang terdiri atas 129.914
!a-ki—-laki (49,45%) dan sebanyak 132.817 perempuén
(50,55%). Banyaknya rumah tangga adalah 62.185.
Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung
meningkat daﬁ tahun ke .tahun dengan kenaikan rata-rata
1,81% per-tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk

dan ditambah dengan migrasi masuk yang cukup tinggi.
Jumiah penduduk Kota Pekalongan per-kecamatan pada

tahun 2001 dapat dilihat pada tabel berikut : -
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Tabel 6.

JUMLAH PENDUDUK KOTA PEKALONGAN MENURUT

KECAMATAN DAN JENIS KELAMINNYA

TAHUN 2001.
Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah
(orang)
Laki-Laki Perempuan
(orang)
Pekalongan Barat 42,303 83.492
Pekalongan Timur 31.089 60.965
Pekalongan Selatan 24,412 49.130
Pekalongan Utara 35.013 69.144
Jumiah 129.914 132.817 262.731
-2000 - - 129.927 132.318 261.745
1999 120.661 125.590 248,251
1998 120.158 124.993 245.151
1997 120.037 124.973 245.010

Sumber:

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan, 2002.

Mata pencaharian dari penduduk Kota Pekalongan
cukup bervariasi menurut jenis lapangan pekerjaannya yaitu
meliputi dari sekior pertanian, pertambangan, industri, listrik,
bangunan, perdagangan, angkutan dan perhubungan,
keuangan maupun jasa-jasa dan lain-lainnya yang termasuk

di dalamnya adalah dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan

TNI/Polri.

Dalam tabel berikut ini ditampilkan data mengenai

banyaknya pekerja menurut lapangan pekerjaannya.
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Tabel 7.

BANYAKNYA PEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN
DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2001

- NO. Lapangan Pekerjaan Jumlah | Persentase

(iwa) (%)
1. PERTANIAN 2.624 10,51
2. PERTAMBANGAN 121 0,48
3. INDUSTRI _ 15.590 62,41
4. LISTRIK 110 0,44
5. BANGUNAN 915 3.66
6. PERDAGANGAN 2.535 10,15
7. ANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 916 3,67
8. KEUANGAN 940 3,76
9. JASA-JASA DAN LAIN-LAIN 1227 4,91
JUMLAH 24.978 100

-~ 200 ' 22.992

1999 23.182

1998 23.2682

1997 22.450

Sumber - Kantor Tenaga Kerja Kota Pekalongan, 2002.

4.2. Kondisi Perikanan Kota Pekalongan

Pembangunan perikanan di Kota Pekalongan dititik beratkan

péda s‘ub sektor perikanan laut, hal ini disebabkan karena usaha

perikanan darat khususnya usaha budidaya ikan air tawar dan air

payau tidak memungkinkan dikembangkan dengan baik. Hal tersebut

mengihgat bahwa wilayah Kota Pekalongan yang relatip sempit dan

berada di daerah pantai, sehingga usaha budidaya ikan air tawar
sangat sulit dilaksanakan karena sulitnya memperoleh sumber air
tawar dan lahan yang relatif sempit. Demikian pufa usaha

pengembangan budidaya air payau (tambak) juga mengalami
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nambatan, yaitu semakin berkurangnhya lahan-lahan potensial
sebagéi pengembangan areal tambak, karena terdesak oleh
kebutuhan pemukiman penduduk, indusfri maupun perkantoran.

Kegiatan usaha perikanan laut di.Kota Pekalongan terpusat di

sekitar Pelabuhan Perikénan Nusantara Peka‘lolongan (PPNP), yang
terletak c{i Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Krapyak Lor
Kecamatan Pekalongan Utara dan sekaligus merupakan lokasi
sarana dan prasarana usaha perikanan laut paling utama di wilayah
kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

Men_uruf sejarahnya_”bahwa F"elabulhan __Peﬁ__kana_n Nﬁu‘santara
Pekalongan (PPNP) dahulunya adalah merupakan Pelabuhan Umum
yang cukup ramai disinggahi baik kapal barang maupun kapal-kapal
niaga lainnya serta kapal-kapal nelayan yang membawa hasil ikan,
akan tetapi karena daia.m perkembangannya kapal-kapal nelayan
bertambah dengan pesat, maka oleh pemerintah saat itu dalam hal
ini Direktorat Jenderal Perikénan& Departemen Pertanian dengan
pertimbangan agar kapal—kapal nelayan dapat lebih terlayani dan
tidak terjadi benturan kepentingan dengan kapal umum maka
diusulkan agar Pelabuhan Pekalongan menjadi Pelabuhan
Khusus Perikanan.‘ Akhirﬁya pada tahun 1974, status sebagai
Pelabuhan Khusus Perikanan dipenuhi yaitu sejak dikeluarkannya
Surat Keputusan Menteri Perhubungan Rl Nomor : KM. 188/0!Phb/

1974 fanggal 16 Juli 1974, tentang perubahan status dari
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Pelabuhan Umum menjadi Pelabuhan Khusus Perikanan. Kemudian

- selanjutnya dengan Keputusan Menteri Pertanian Rl Nomor :

310/Kpts/Org/1978 tanggal 25 Mei 1978,  Pelabuhan Khusus

Perikanan dimasukkan dalam klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Nusantara (Pelabuhan Perikanan Type B) dan sekarang status
Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP) ini merupakan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia.

4.2.1. Fasilitas perikanan di Kota Pekalongan

)

Fasilitas perikanan yang terdapat dir Pelabuhan Kota
Pekalongan ada yang merupakan asset Pelabuhan Perikanan
Nusantaré Peka[ongaﬁ (PPNP), juga ada yang menjadi asset
Perum Perusahaan. Umum Prasarana Perikanan Samudera
(Perum PPS), sedangkan fasilitas yang ada di luar wilayah
pelabuhan pada umumnya disediakan oleh pthak swasta.

Perum PPS didirikan be;rdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor : 2 Tahun 1980 yang berkahtor pusat di Jakarta,
~_Perum ini mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung
jawab melaksanakan pelayanan kepada Mmasyarakat dengan
mengusahakan fasilitas pelabuhan perikanan yang bersifat

- komersial. Perum ini saat ini memiliki 9 (sembilan) Cabang
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yaitu di : Jakarta, Lampulo, Ejeiawan, Pekalongan, Brondong,

Prigi, Pemangkat, Banjarmasin dan Tarakan.

Fasilitas-fasilitas pelabuhan perikanan terdiri atas 2(dua)

macam, yaitu :

4.2.2.

Fasilitas dasar, adalah fasilitas yang diperiukan bagi kapal-
kapal perikanan untuk berlayar ke luar masuk pelabuhan

secara aman dan sekaligus sebagai tempat berlabuhnya

kapal-kapal tersebut.

Fasilitas fungsional, adalah fasilitas penunjang dan

- pelengkap dari fasilitas dasar guna tujuan memperlancar -

pemberian jasa-jasa di pelabuhan.

Kondisi fasilitas-fasilitas perikanan di Kota Pekalongan baik
yang ada di wilayah pelabuhan maupun di luar wilayah

pelabuhan dapat dilihat pada lampiran.

Potensi dan perkembanqahperikanan di Kota Pekalongan

Sebagai mana telah dijelaskan pada uraian terdahulu
bahwa sub sektor perikanan laut di Kota Pekalongan
mempunyai po-t-ensi jauh lebih baik dari pada perikanan
daratnya, ‘oleh karenanya titik berat pembangunan perikanan

otomatis dititik beratkan pada sub sektor perikanan iaut.
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Keberhasilan pembangunan sub sektor perikanan laut di

Kota Pekaiongan selama ini adalah karena adanya berbagai

faktor pendukung yaitu antara lain :
4 Tersedianya fasilitas-fasilitas usaha perikanan
< Letak geografisnya yang menguntungkan, karena terletak di
d_aeah Jawa Tengah dan di tengah jalur ekonomi Pantai
Utara Jawa (Pantura) yang sangat ramai.
<4 Tersedianya potensi usaha-usaha pendukung baik yang

ada di lingkungan daerah Kota Pekalongan sendirt maupun

daerah sekitamya.

<% Adanya kerja sama yang baik antar berbagai instansi terkait

baik yang ada di pusat, propinsi maupun di daerah Kota
Pekalongan sendiri.

Apabila ditinjau dari tenaga kerja yang terlibat di dalam
usaha perikanan laut di Kota Pekalongan,-maka tentu sagja
sebagai suatu kegiatan usaha di bidang ekbhomi tidaklah
hanya melibatkan golongan masyarakat neiayan saja,
melainkan juga melibatkan golongan-golengan masyarakat
lain yang baik secara langsung ataupun tidak langsung turut
serta di dalam kegiatan usaha périkanan tersebut. Golongan
masyarakat lain tersebut di antaranya adalah pengusaha
pengolah ikan, buruh pengolahan, bakul/pedagang ikan,

pengiteng jaring, karyawan pabrik, buruh pelabuhan
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perikanan, pegawai instansi pemerintah maupun swasta serta

pihak-pihak lainnya yang kesemuanya tidak hanya melipui

orang-orang dari wilayah Kota Pekalongan saja akan tetapi

juga banyak yang berasal dari luar daerah Kota Pekalongan.

PER

Tabel 8.

KEMBANGAN TENAGA KERJA PADA SUB SEKTOR
PERIKANAN LAUT KOTA PEKALONGAN

No | Tahun Tenaga Kerja (orang)
Nelayan Pedagang/ | Pekerja | Jumiah | Perkem-
Pemilik | Pendega | Pengoiah | lainnya bangan
‘ kan
3 g P 5 6::
1. 1 1992 240 . | 16.700 75 446 17.461 -
2. | 1983 |. 244 | 16.900 75 465 .| 17.684 |. 1,28
3. | 1894 255 17.380 75 578 18.288 3,42
4. |1 1895 266 18.400 225 585 18.476 8,5
5. § 1996 279 19.340 234 617 20472 5,11
6. | 1997 287 19.820 240 664 21.011 2,63
7. | 1998 290 20.470 242 755 21.757 3,55
8. | 1999 292 22.102 246 760 23.400 7,55
9. | 2000 294 22.515 2486 847 23.902 2,15
10. | 2002 294 22.705 366 876 24.241 1,42
" — Jumiah 33,61
Rata-rata 3,73

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan, 2002.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumiah
tenaga keria di bidang perikanan laut selalu meningkat
dari tahun ke tahun, dan jika dihitung maka peningkatan
selama periode tahun 1992 sampai dengan tahun 2001

adalah sebesar 33,61 % atau dapat dikatakan bahwa rata-rata

penyerapan tenaga kerja pada sub sekior perikanan laut di

Kota Pekalongan adalah sebesar 3,73% per tahun.
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Salah satu cara untuk mengetahut ﬁngkat kemajuan dari

suatu usaha secara umum adalah dengan melihat tingkat

perkembangan dari hasil usaha tersebut baik dari segi volume

maupun nilai hasil usahanya. Begitu pula untuk mengetahui

tingkat

kemajuan sub sektor

perikanan

laut di

Kota

Pekalongan, maka dapat dilihat dari perkembangan produksi

dan nilainya dari tahun ke tahun, sebagai mana dapat dilihat

pada tabel berikut ini

Tabel 9.

PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN NILAlI PRODUKSI
PERIKAANAN LAUT DI KOTA PEKALONGAN

No. | Tahun Produksi Perkembangan
Volume Nilai Volume Nilai
(Ton) {(Rp 000,~) (%) (%)

1.1 1992 86.786 48.636.273 - -
2.| 1993 88.395 53.767.892 1,85 10,55
3. 1994 103.009 62.228.127 16,53 15,73

4.1 1995 91.981 61.700.800 ~10,71 -0,85

5| 1996 81.101 65.493.099 11,83 6,15

6.| 1997 79.434|  67.240.411 -2,08 2,67

7. 1998 81.215{ 151.328.788 2,24 125,06

8.| 1999 65.438| 163.607.000 -19,43 8,11

9. 2000 65.103| 152.614.810 -0,51 6,72
10.| 2001 71.913| 207.428.690 10,46 35,92

RATA-RATA 1,49 21,85

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan, 2002
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Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa
volume produksi perikanan laut Kota Pekalongan selama

sepuluh tahun terakhir secara umum mengalami penurunan,

dengan rata-rata penurunan per tahun -1,49 %, meskipun ada

peningkatan pada beberapa tahun namun secara kumulatif

peningkatan tersebut tak berarti dibanding penurunan yahg

terjadi. Dari pengamatan di lapangan dan informasi dari
beberapa sumbgr ada beberapa hal yang ménjadi sebab
terjadinya penurunan tersebut, yaitu antara lain :

1. Potensi sumberdaya perikanan laut khususnya di perairan
L. Jawa sudah_rﬁuléi menufun, sementara jumiah képal
penangkap ikan selalu bertambah.

2. Tingkat keamanan di Tempat Pelelangan ikan (TPI) kurang
terjaga meskipun telah' ada aparat keamanan dari
kepolisian maupun dari satgas-saigas seperti dari
Elimpunan Nelayan Seluruh Indones (HNSI) dan Himpunén
Pengusaha ltkan Pekalongan (HPIP) akan tetapi tetap
banyak terjadi pencurian ikan.

3. Meningkatnya harga  barang-barang operasional

(perbekalan kapal) sehingga banyak pemilik yélng'

mengurangi frekuensi trip penangkapannya.
4, Harga ikan di TPl Kota Pekalongan lebih murah dari

harga di TP| lain seperti di Juana Pati sehingga banyak
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kapal-kapal yang memilih lelang di Juana dari pada di

Pekalongan.

5. Di TP! Kota Pekalongan terjadi monopoli dalam pelelangan

ikan oleh cknum-oknum tertentu sehingga bakul-bakul dari
luar kota tidak dapat ikut lelang ikan secara langsung dan
harus membeli melalui orang-orang yang oleh umum

disebut dengan nama ‘Jedof’.

Walaupun volume produksi relatif menurun akan tetapi
jika dlihat dar nilai produksinya secara umum terjadi
peningkatan yang cukup berarti meskilpurjlpada _beberapa
tahun ada terjadi penurunan , yaitu fata—rata pertahun terjadi
kenaikan é1,85“"/o. Peningkatan nilai yang cukup tajam terjadi
pada tahun 1998 yaitu sebesar 125,06%, hal ini jelas sekali
berkaitan dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda di
seluruh sektor kehidupan bangsa !ndohesia,' karena pada saat-—-
itu harga jual ikan dan udang- ékspof naik maka harga ikan
lainnyapun ikut ferdongkrak.

Salah satu faktor yang berpéngaruh terhadap besarnya
produksi perikanan laut adalah menyangkut jenis dan jumiah
kapal ikan yang ada. Berikut di bawah ini disajikan tabel
perkembangan jumlah kapal ikan menurut jenis alat
tangkapnya yang ada di Kota Pekalongan untuk periode 10

tahun yaitu dari tahun 1992 s/d tahun 2001.
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JUMLAH KAPAL PERIKANAN MENURUT JENIS ALAT TANGKAP
- DI KOTA PEKALONGAN

No. | Tahun Jenis Kapal (Unit) Jumlah
(unit)
Big Mini Gill Long | Cantrang,
Purse | Purse | Net Line | cotok, dli
seine Seine
1. 1992 248 59 208 - 12 527
2. 1993 281 61 219 - 9 570
3. 1994 209 139 287 - 644 .
4, 1995 260 147 195 - 611
5. 19986 326 88 127 - 11 532
6. 1997 408 53 91 39 15 606
7. 1998 426 53 49 54 74 656
8. 1999 467 54 49 82 74 706
9. 2000 491 75 49 87 22 724
10. 2001 419 86 61 78 52 696
Rata-rata ,
kenaikan per| 7% 13% -9% | 28% | < 55% 35%
tahun '

Sumber : Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNF), 2002.

Dengan melihat data pada tabel di atas, kiranya dapat

diperoleh informasi bahwa selama peride tahun 1992 sampai

dengan tahun 2001 terdapat kenaikan rata-rata per-tshun

jumlah kapal perikanan di Kota Pekalongan sebesar 35 %,

meskipun begitu unfuk kapal dengan jenis alat tangkap

Gill Net justru terjadi penurunan rata-rata per-tahun sebesar
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- 9%. Kenaikan rata-rata per-tahun tertinggi terjadi pada kapal
dengan jenis alat tangkap Cantrang, Cotok, dll yang mencapai
nilai sebesar 55%, dan kenaikan terendah terjadi pada kapal

dengan jenis alat tangkap Big Purse Seine yaitu sebesar 7%.

4.2.3. Keadaan perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan

1}). Tinjauan umum

Usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekaldngan di
mulai pada sekitar tahun 1974 dan karena sifat alat
‘tangkap ini yang_sangat produk’_:_if maka jumlahnya dari
tahun ke tahun semakin meningkat dengan cepat, apalagi
sejak dikeluafkannya Keputusan Presiden (Kepres)
Nomor 39 Tahﬁn '19l80 teﬁtang larangan penggunaan alat
tangkap Trawi, maka hampir sémua kapél-kapal Trawl
.yang' ada di Kota Pekalongan dirubah ~ataupun
' .dimodiﬁka.si rﬁenjadi képél Purse Seine, dengan alat
tangkap Pursé Seine yang merupakan alternatip
pengganti alat Trawl yang dianggap 'paling sesuai dan
paling -produktif. Oleh karena itu sampai saat ini alat
Purse Seine menjadi sangat penting peranannya dalam

mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan

di Kota Pekalongan.
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Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata
umur nelayan Purse ‘Seine sesuai kedudukannya dalam

suatu unit kapal yang dikelompokkan dalam kisaran umur

tertentu adalah sebagai berikut :

~ Tabel 11.

KELOMPOK UMUR NELAYAN PURSE SEINE SESUAI
JENIS KEDUDUKANNYA DALAM UNIT KAPAL
DI KOTAPEKALONGAN

Nelayan (orang) _
Mini Purse Seine Pemilik

No | Kelompok

Umur B .
TH) Big Purse Seine

N M J A |- N M J A

R

1 20 - 30 - 8 12 3 2 5 4 8 -
2.1 30-40 | 14 | 24 25 | 40 10 6 5 | 2 12
3. | 40-50 | 48 | 32 26 15 2 3 3| 4 48
4 50-60 | 4 2 3 | 8 - - 2 - 20

14 | 14 80

Jumiah | 66| 66 | 66 | 66 | 14 | 14

Sumber : Data Primer, 2002.

Keterangan: N = Nahkoda J =Juru-juru
M = Motoris A = ABK Biasa

Dari data sebagai mana tabel di atas terlihat bahwa
pada kelompok kapal Big purse Seine Kisaran umur
terbanyak pada level 40 -~ 50 tahun, sedangkan pada
kelompok kapal Mini Purse Seine Kisaran umur terbanyak

pada level 30 — 40 tahun dan untuk pemilik jumiah
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terbanyak terletak pada level kisaran umur antara 40 — 50
tahun.
Adapun jika dilihat dari tingkat pendidikannya, maka

nelayan Purse Seine di Kota Pekalongan dapat dilihat

sebagai mana tabel berikuf :

Tabel 12.

TINGKAT PENDIDIKAN NELAYAN PURSE SEINE SESUAI
JENIS KEDUDUKANNYA DALAM UNIT KAPAL
DI KOTA PEKALONGAN

No Tingkat Nelayan (orang)
Pendidikan
Big Purse Seine | Mini Purse Seine | Pemilik |
N[M]|J|A|N[M]J]A
Jrigia 910,
1. | TidakSekolah | 2 | - | 3 |6 | - | - |2]41l -
2. | Tidak Tamat SD | 4 6 | 14§23 | 3 4 4 2 -
3. Tamat SD 15 129 | 256 | 26 | 3 2 8 7 2
4. SL__TP |1 38 |37 |16 | 11| B 8 2 1 B
5,  SITA |7 |48 -|21]-]-]- 62
5. D3 R e e T
7. 81 S T R - -
Jumiah 66 : 66 | 66 | 66 | 14 | 14 | 14 | 14 80

Sumber : Data Primer, 2002.

Keterangan: N = Nahkoda J =Juru-juru
M = Motoris A = ABK Biasa
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Dari tabel di afas dapat diperoleh informasi bahwa
tingkat pendidikan nelayan Purse Seine di Kota
Pekalongan sudah cukup dianggap layak sebagai dasar
pendidikan‘ umumnya, meskipun masin diketemukan
sekitar 3% dari sampel terambil yang tidak mengenyam
pendidikan formal (buta huruf), akan tetapi khususnya
pada jabatan nahkoda dan motoris baik pada Big Purse
Seine maupun Mini Purse Seine yaitu ada kurang lebih
57 % dengan tingkat pendidikan SLTP dari masing-
masing keseluruhan sampel. Sedang untuk Juru-Juru dan
Ane;k éruahJKapal Bias-ar (ABI;()- l-ebih..t)ahyak sAetir;gkét SD.
Selanjutnya dari tingkét pendidikan pemilik terlihat bahwa
faemilik kapal di Kota Pekalongan sebagian besar (77,5%)
adalah SLTA namun begitu masih ada pula pemilik dari
generasi tua yang hanya tamat Sekolah Rakyat (setingkat

' 'SD), dan dari nelayan pemilik baru -'tingkat pendidikannya
ada yang setingkat D3 bahkan ada yang S1.

Dengan melihat tingkat pendidikan nelayan secara
umum maka nelayan Pekalongan telah mengalami
pe-rkefn'ba-ngan ataupun regenerasi secara berkelanjutan,
sebab menurut informasi dari bheberapa anggota
Paguyuban Nahkoda ‘Karya Bakti’ Wonokerto Kabupaten

Pekalongan bahwa pada periode tahun 8090 an hampir
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70% nahkoda kapal Purse Seine adalah tidak sekolah
(buta huruf) dan tingkat pendidikan paling tinggi waktu itu
adalah tamat SD. Sehingga dengan tingkat pendidikan
sekarang yang lebih memadai, maka para nelayan
dengan sendirinya mudah untuk dapat menyesuaikan
perkembangan teknologi di bidang penangkapan ikah, hal
ini berarti dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak semata-
mata mengandalkan pengalaman dan kebiasaan sebagai
mana terjadi pada zaman lalu, tapi sudah dapat

memanfaatkan peralatan peralatan moderen seperti

echo sounder sonar, fi. sh finder, Iampu galaxy, GPS

(Global Position System) maupun radio komunikasi
S$SB, yang hampir semua kapal Big Purse Seine di Kota
Pekalongan sudah ﬁemilikinya, disamping itu mulai juga
memanfaatkan peta citra satelit tentang ﬁshif:g
ground.

Jika dilihat dari asal domisili daérahnya maka
nelayan Purse Seine di Kota Pekalongan sebagian besar
dari luar Kota Pekalongan, kecuali para pemilik yang
memang semuanya beralamatkan di Kota Pekalongan,
untuk lebih jelasnya asal domisiii nelayan Purse Seihe di

Kota Pekalongan dapat dilihat seperti tabel berikut .
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Tabel 13.

ASAL DOMISILI NELAYAN PURSE SEINE SESUAI JENIS
KEDUDUKANNYA DALAM UNIT KAPAL PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN

‘No Asal Nelayan (orang)
: Domisili
Big Purse Seine Mini Purse Seine | Pemilik
N M J A N M J A
g sl g 100

. | Kota Pekalongan - 12 - - 2 4 - - 80
2. Luar Kota *) 66 | 44 | BB - 12 1 10 | 14 | 14 -

66| 66| 66| 66 | 14| 14| 14| 14| 80

Jumiah

Sumber : Data Primer, 2002.

Keterangan: N = Nahkoda J = Juru-juru
M = Motoris A = ABK Biasa

*} Luar Kota : Kab. Pekalongan, Batang, Pemalang, Kendal, Pati, Demak, Tegal
dan Rembang.

2). Perkembangan dan potensi perikanan Purse seine

di Kota Pekalongan

Pemeﬁbangan jumiah alat tangkap Purse Seine di
Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 10 di muka, di
maha pada tabel tersebut dapat diketahut bahwa selama
periode tahun 1992 s/d 2001 secara umum terjadi
kenaikan 7% untuk Big Purse Seine dan 13% untuk Mini
Purse Peine. Selanjutnya guna melihat komposisi gross

fonage (GT) dar kapal Purse Seine tersebut di bawah ini

tersaji data sebagai mana tabel berikut :
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Tabel 14.

PERKEMBANGAN JUMLAH KAPAL PURSE SEINE MENURUT
GROSS TONAGENYA D! KOTA PEKALONGAN

No | Tahun GROSS TONAGE Jumlah
' <30 | 30-60[60-80!80—-100| > 100

1.1 1992 59 80 74 68 26 307
2. 1993 61 77 85 70 49 342
3.| 1994 139 54 46 45 64 348
4.1 1995 147 | 60 59 71 70 | 407
5| 1996 68 75 80 89 82 394
6. 1997 53 95 112 | 104 g7 461
7. 1998 53 110 115 103 98 479
8.| 1999 54 114 126 123 104 | 521
9.1 2000 75 123 130 126 112 566
10.] 2001 | 86 | 98 102 99 - | 120 505

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, 2002.

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa selama 10

(sepuluh) tahun terakhir kapal Purse Seine mengalami

peningkatan, meskipun pada .tahun 2001 rqg_gg_alami
sedikit pen-urunah dan ini terjadi pada kapa.l dengan gross
tonage antara 30 -100 GT, sedangkan kapal dengan gross
tonage di:bawah 30 GT dan di atas 100 GT justru
mengalami peningkatan. Hal ini 'menunjukkan bahwa ada
kecenderungan dari pemilik-pemilik kapal Purse Seine

di Kota Pekalongan yang lebih memilh pada kapal-

kapal dengan GT di atas 1-00 GT dengan anggapan

bahwa pengurusan dan segala persyaratan  untuk

perijinannya sama. Ataupun sekalian memilih kapal
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dengan ukuran gross tonage di bawah 30 GT yang
pengurusannya hanya ada di tingkat Propinsi.

Selanjutnya untuk‘mengetahui sejauh mana potensi
dan peran perikanan Purse Seine di Kota Pekalonga_n,
di bawah ini tersaji data kontribusi produksi dan nilai
prodﬁksi usaha perikanan Purse Seine terhadap produksi
perikanan laut secara keseluruhan di Kota Pekalongan,
sehingga secara lebih jauh dapat dilihat peran usaha
perikanan Purse Seine dalam mendukung perkembangan
sekior kelautan dan perikanan di Kota Pekalongan. .

Tabel 15.

KONTRIBUS! VOLUME DAN NILAI PRODUKS! PERIKANAN PURSE
SEINE TERHADAP VULUME DAN NiLAI PRODUKSI] PERIKANAN LAUT

KESELURUHAN Dt KOTA PEKALONGAN

No

Tahun

Produksi Purse Seine | Produksi Keseluruhan Kontribusi
(%)

Volume Nilai Volume Nilai Vaol. | Nilai
(Ton) (Rp.000) (Ton) (Rp.000)

4

1. 1992 81.690 44.682.471 86.788 48.838.273 94 92
2. 1963 - 83.517 49.581.540 88395 | 53.767.892 94 92
3. 1984 100.148 58.047.791 103.008 62.228.127 97 85
4, 1995 146.774 58.999.620 91.981 £61.700.800 98 96
5. 1986 125.350 62.766.154 81,101 65.943.099 98 85
6. 1997 154.415 64.232.052 79.434 67.240.411 98 96
7. 1998 157.511 | 141.8086.502 81.215 | 151.328.788 96 94
8. 1989 126.408 | 153.140.752 65,438 | 163.607.000 96 94
8. 2000 125713 | 142.298.712 65.103 | 152.614.810 86 93
10. 2001 139.427 | 195.181.522 71.913 | 207.428.690 86 94

Rata-rata 96 94

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan, 2002.
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Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa,
kontribusi volume maupun nilai hasil produksi perikanan
Purse Seine Kota Pekalongan terhadap volume maupun
nilai hasil produksi perikanan laut secara keseluruhan
persentasenya relatif tinggi. dan stabil yaitu dengan
rata-rata pertahun 96% untuk volume produksi dan 94%
‘untuk nilai hasil produksinya. Dengan nilai tersebut
membuktikan bahwa hasil produksi perikanan laut di Kota

Pekalongan didominir oleh perikanan Purse Seine.

4.3. Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine

Sebagai mana telah dikemukakan di muka bahwa usaha

perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan memiliki peran yang

cukup penting dalam roda perekonomian di daerah tersebut, karena .

ternyata selain sebagai salah satu penunjang utama bagi

pendapatan daerah juga secara langsung akan ikut mempengaruh'i

gerak pembangunan di Kota Pekalongan, khususnya melalui bidang

sosial ekonomi. Oleh sebab itu baik Pémerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang
dapat mendorong ke arah kemaijuan usaha tersebut.

Kota Pekalongan merupakan daerah khususnya di Propinsi

Jawa Tengah yang memiliki peraturan tentang perjanjian bagi

- hasil usaha perikanan sendiri dalam bentuk tertulis, yaitu pada

usaha perikanan laut khususnya usaha perikanan Purse Seine.
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Peraturan mengenai perjanjian bagi hasil ini adalah merupakan

bentuk dari manifestasi pelaksanaan Surat Keputusan Walikota

Pekalongan Nomor : 5233/055, tanggal 31 Maret 1982 dan-
sekaligus merupakan hasil dari suatu penyesuaian terhadap
pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan Rl Nomor : 16
Tahun 1964 yang waktu itu dirasa kurang sesuai lagi diterapkan,
khususnya pada perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan.

Peraturan kerja sama bagi hasil usaha perikanan yang ada di

" Kota Pekalongan tersebut di atas adalah merupakan hasil
dari keputusan bersama 4 (empat) instansi yang ada di daerah

tersebut waktu itu, yaitu meliputi : Dinas Perikanan, Syahbandar

Pekalongan, Pemda Kota Pekalongan dan Ditjen Bina Lindung
Tenaga Kerja, dengan Nomor ; 262/X/1982 dan mulai berlaku sejak
tanggal 20 Oktober 1982. (Béntuk surat perjanjian terlampir).

Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Perikanan dimaksud
terdiri dari 6 (enam) bab dan 18 (delapan belas) pasal serta 1(satu)
lembar halaman lampiran daftar anak buah kapal (ABK) , yang
antara lain isinya menyebutkan :

Pada Bab Ill tentang Pengupahan, pasal 4 tertulis bahwa : dalam
usaha penangkapan ikan ini- ke dua belah pihak sama-sama
setuju/sepakat dengan meﬁggunakan sistem pengupahan bagl hasil,

yang Ketentuannya seperti tersebut di bawah ini ;




~ disebutkan :
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1. Hasil kotor dipotong TP! 5%.
2. Perbekalan Rp. .......

3. Penyusutan jaring 30%.
4 Sisa bersih setelah dipotong 1, 2, dan 3 dibagi pihak | (nelayan
pemilik) 50% dan pihak Il (nelayan pendega) 50%.
Dari substansi peraturan tersebut dapat dikatalkan cukup baik

dan memang diperiukan guna menegakkan keadilan diantara para
nelayan pemilik dan nelayan pendega, akan tetapi mengingat materi
yang ada kurang dapat mengakomodasi secara menyeluruh, dan

tidak dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan

dan peraturan yang lebih tinggi serta tidak dijalankan dengan tegas

karena memang tidak mengatur sangsi dalam aturan tersebut, maka

aturan ini menjadi mandul dan semakin lama menjadi semakin

ditinggalkan kemudian tak dipakai lagi, sebagai misal pada Bab VI

pasal 16 pada Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil. tersebut

1. Masa berlakunya perjanjian : minimal 12 trip atau 6 bulan.
2. Bila masa 12 trip atau 6 bulan terlampaui berarti perjanjian kerja

sama ini dianggap telah habis masa berlakunya.

3. Bila 2.trip atau 1 bulan sebelum masa berlakunya perjanjian

kerja sama ini habis maka ke dua belah pihak diwa‘u'ibkan untuk

. \
mengajukan pendaftaran ulang perjanjian kerja sama ini.
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Ternyata aturan sebagai mana tersebut di atas tak dipatuhi lagi, dan
mere‘ka kembali pada kesepakatan tak tertulis sehingga menjadi
semakin sulit pemantauannya. Dan akhimya pada saat ramai-
ramainya terjadi krisis ekonomi, yang imbasnya juga sampai pada
usaha perikanan yaitu dengan melambungnya harga—harga barang
operasional, maka terjadi tun{utan dari pihak paguyuban nahkoda
untuk mengatur kembali sistem bagi hasil yang dianggap sudah
menyimpang jauh dan merugikan pihak nelayan pendega. Sehingga
pada .tangga!' 16 Juli 1998, dengan disaksikan oleh beberapa
instansi terakait yaitu antara lain : Dinas Perikanan, HNSI, dan
Himpunan Pengusaha Kapal Perikanan (HIPKAPI), ditanda-tangani
kesepakatan perjanjian baru oleh perwakilan dari nahkoda dan
pemilik kapal dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila. nilai lelang kurang dari biaya perbekalan maka
kekurangan dibebankan pada peielangan berikutnya dan ABK
diberi bon-bonan. |

2. Biaya perbaikan alat-alat tidak termasuk biaya perbekalan.

3. Biaya perbekalan adalah bahan makanan, solar, clie, es, garam
dan ditambah biaya berangkat dan bongkar hasil saat pelelangan
ikan.

Adapun sistem pembagian hasil yang disepakati bersama antara

nelayan pemilik dan para nahkoda tersebut, secara skematis adalah

sebagai berikut : (bentuk kesepakatan perjanjian terlampir)
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RAMAN KOTOR

v

RETRIBUSI TP!
(3%)

v

RAMAN BERSIH
[A]

v

LAWUHAN DAN BONUS
MINI PURSE SEINE =10 %
BIG PURSE SEINE =12%

(8]

v

SISA1(C)

¥

PERBEKALAN [ D]

v

SISA 1l (E)

v

PENYUSUTAN JARING

MINI PURSE SEINE | BIG PURSE SEINE
(25 %) (30 %)
[F] [F]
SISA BERSIH SISA BERSIH
[G] _ [G]
Bagian ABK | Bagian Pemilik Bagian ABK Bagian Pemilik
(50%X G +B | 50% X G +D +F 50% XG+B | 50% XG+D+F

Hustrasi 3. SKEMA SISTEM BAGI HASIL USAHA PERIKANAN
PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN




82

Dari kesepakatan tersebut terlinat bahwa terdapat perbedaan,
khususnya untuk besar lawuhan dan bonus serta penyusutan jaring
yaitu di mana untuk Big Purse Seine lawuhan dan bonus sebesar
12%. untuk Mini Purse Seine sebesar 10% sedangkan untuk
penyusutan pada Big Purse Seine 30% dan Mini Purse Seine
sebesar 25 %. Sedangkan nilai perbekalanldiperhitungkan sesuali
dengan pengeluarah kebutuhan yang dibawa ke laut.

Meskipun telah ada kesepakatan kembali dalam bentuk ter‘tulis‘
tersebut di atas, tetapi karena tidak ada yang mengawasi dan tidak
ada petunjuk pelaksanaannya, serta sangsi bagi yang melakukan
pelanggaran, maka péda akhirnya -kesepakatan p'erjérijian" te‘rseb-utr
juga tidak berjalan dan mereka kembali kepada kesepakatan tidak
tertulis menurut masing-masing pemilik dan masing-masing
nahkodé, adapun kesepakatan perjanjian bagi hasil yang tertulis
hanya dijadikan sebagai aéuan atau pembanding daiam menyepakati

perjanjian yang akan dilaksanakan. -

4.3.1. Potongan biaya pada sistem bagi hasil usaha perikanan

Purse Seine di Kota Pekalongan

Potongan biaya-biaya pada usaha perikanan Purse
Seine khususnya di Kofa Pekalongan sebagai mana yang
telah disinggung pada pembahasan terdahulu temyata ada
yang tidak dihitung dengan perhitungan yang seharusnya

dalam pelaksanaan sistem Ibagi hasil, artinya hanya
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menggunakan kebiasaan yang berlaku saja yang lebih
menguntungkan nelayan pemilik, sehingga tidak jarang terjadi
adanya manipulasi dengan cara menaikkan nilai (mark up)
pottlangan biaya-biaya secara tidak wajar, yéng pada akhirmnya
sering digunakan sebagai sarana yang bersifat penekanan
terhadap nelayan pendega oleh para nelayan pemilik, yaitu
khususnya pada jenis potongan biaya operasional dan biaya
penyusutan (penyusutan Jaring), sedangkan jenis potongan
lainnya yang meliputi retribusi TP! serta lawuhan dan hadiah,

ke duanya - relatip lebih transparan/terbuka dalam

pemotongannya.

1). Potongan biaya operasional

Dari rhasil penelitian menunjukkan bahwa biaya

bperasional pada usaha perikanan Purse Seine meliputi

beberapa unsur, yaitu : -

1. Biaya Eksploatasi, yaitu merufaakan biaya guna
keperiuan - yang berkaitan  dengan proses.
penaﬁgkapan ikan dan penanganan hasil tangkapan,
antara lain-meliputi biaya pembelian :-solar dan olie
untuk kapal, garam dan es untuk pengawet ikan, seria
rum ponlténdak sebagai alat bantu penangkapan.

2. Biaya Perbekalan, yaitu merupakan biaya guna

keperluan hidup sehari-hari bagi anak buah kapal
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selama di laut. Biaya ini antara lain guna pembelian :
beras, minyak tanah, minyak goreng, telur, gula pasir,
teh, dan rokok yang biasanya merupkan barang-
barang yang memang sudaﬁ dijatah, meskipun begitu
ada barang-barang yang disediakan khusus untuk di
bon/diutang seperti sarimi, sari kelapa, kopi serta jenis

minuman lainnya selain air teh.

3. Biaya berangkat dan bongkar ikan, yaitu merupakan

biaya yang diperiukan . guna  persiapan
pemberangkatan kapal Ke laut dan biaya saat kapal
kembali guna melelangkan ikannya. Biaya berangkat
ini meliputi biaya pengurusan ijin keberangkatan dan

ongkos pengangkutan barang-barang perbekalan

maupun barang eksploatasi ke atas kapal. Sedangkan

-~ biaya pembongkaran ikan antara lain meliputi : biaya

tambat labuh, sewa keranjang dan ongkos buruh

pelabuhan.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa
biaya operasional dijadikan obyek mark-up oleh pemilik
kapal yaitu dengan memperbesar dar nilai yang
seharusnya. |

Pada grafik berikut di bawah ini tersaji besar rata-

rata biaya operasioanalfunit kapalftrip yang seharusnya
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dan yang berlaku pada usaha perikanan Big Purse Seine
di Kota Pekalongan serta persentase dari kelompok

raman bersihnya (data dasar terlampir) :

llustrasi 4.

GRAFIK BIAYA OPERASIONAL/UNIT KAPAL/TRIP YANG
SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA
USAHA PERIKANAN BIG PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN

L2
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rata-rata

53.158.45%
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55.961.333
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65428571 -
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Sedangkan untuk besar biaya operasional/unit
kapalftrip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha
perikanan Mini Purse Seine dilihat dari persentase dari
kelompok raman bersihnya dapat ditunjukkan sebagai
mana pada grafik di bawah ini (data dasar terlampir).

Iustrasi 5.

GRAFIK BIAYA OPERASIONAL/UNIT KAPAL/TRIP YANG
SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA
PERIKANAN MINI PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN
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Dari ke dua grafik di atas nampak bahwa baik pada
Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine antara biaya
operasional/unit kapalftrip yang seharusnya dan yang
berlaku terdapat selisih, di mana pada Big Purse Seine
rata-rata lebih besar 7% dari raman bersih dibandingkan
dengan yang seharusnya atau dengan nilai nominal rata-
rata sebesar Rp. 8.173.232,- , sedangkan pada Mini
Purse Seine yang berlaku rata-rata Iebih besar 5% dari

raman bersih dibandingkan dengan yang seharusnya atau

| dengan nilai nominal rata-rata sebesar Rp. 814.691,-. Hal

ini diperkuat dengan uji statistika non;parametrikrdengén
uji Jumlah Pangkat Wilcoxon vyang mem-berikan'
kesimpulan bahwa biaya operasioanal/unit kapalftrip yang
berlaku dan yang seharusn.ya pada Big Purse Seine
maupun Mini Purse Seine terdapat perbedaan yang
sangat nyata. (daftar uji teflampir ).

Adanya pemotongan biaya operasional yang lebih
blesar dari yang seharusnya tersebut karena adanya
beban-beban biaya lain yang harus ditanggung oleh
pemilik dimasukkan pada biaya operasional ini, dan biaya
operasional ini akan cenderung lebih dibesarkan nilainya

jika kapal mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak.
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Adapun biaya-biaya yang dimasukkan dalam biaya

operasicnal ini antara lain meliputi :

¢ Biaya docking (perbaikan kapal), yang besarnya
dalam satu tahun minimal dapat mencapai_ sebesar
Rp. 20.000.000,- bagi kapal Big purse  Seine dan
Rp. 10.000.000,~ bagi Mini Purse Seine. |

¥ Biaya pungutan perikénan bagi kapal Big purse seine
yang dipungut oleh Departemen Kelautan dan
Perikanan. |

¢ Biaya pajak penghasilan yang dipungut oleh petugas

dari instansi perpajakan.

2.) Potongan biaya penyusutan

Potqngan biaya penyusutan ini biasa diistilahkan
dengan potongan penyusutan jaring, Kkarena pada
dasarnya yang sering cepat rusak adalah alat jaring
tersebut, sehingga dengan istilah ini para nahkoda
ataupun nelayan pendega pada umumnya bisa mengerti
dan bisa menerima, sebab jika mengacu pada Undang-
Undang Bagi Hasil Perikanan No. 16 Tahun 1964 bahwa
biaya penyusutan semestinya adalah merupakan
'tanggungan pemilik dan bukan merupakan tanggungan

bersama yang dipotongkan dari hasil penangkapan ikan.
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Pada grafik berikut ini ditunjukan besar rata-rata

biaya penyusutan /unit kapal / trip yang seharusnya dan

yang berlaku pada usaha perikanan Big Purse Seine di

Kota Pekalongan (data dasar pada lampiran).

Ilustrasi 6.

GRAFIK BIAYA PENYUSUTAN/UNIT KAPAL/TRIP YANG
SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA

PERIKANAN BIG PURSE SEINE

DI KOTA PEKALONGAN
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Grafik di atas menunjukkan bahwa biaya
penyusutan/unit kapal/trip yang seharusnya dan yang
berlaku pada Big Purse Seine dari rata-ratanya terdapat
perbedaan sebesar Rp. 3.977.692,-, di mana yang
seharusnya rata-rata sebesar Rp.10.154.584,- sedangkan
yang berlaku sebesar Rp. 14.132.276,-. Dan bila dilihat
dari rata-rata persentase terhadap raman bersihnya maka
terdapat perbedaan sebesar 4 %, di mana yang

seharusnyafunit kapalftrip rata-rata sebesar 9% dari

raman bersih dan yang berlaku/unit kapalftrip rata-rata

adalah sebesar 13% dari raman bersih. Jika dari
perba.ndingan persentase tersebut kita coba konQersikan
dengan rata-rata biaya p_enyusptanlunit kap_alltrip pada
usaha perikanan Big Purse Seine yang berlaku di

lapangan adalah sebesar 35%, maka yang seharusnya

adalah sebesar 24,23 % (diperoleh dari perhitungan

perbandingan 9 : 13 = 24,23 : 35).

Selanjutnya pada grafik di bawah ini akan
ditunjukkan besar rata-rata biaya penyusutan/unit
kapalftrip yang seharusnya dan yang bériaku pada usaha
perikanan Mini Purse Seine serta persentase terhadap

raman bersihnya di Kota Pekalongan.
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llustrasi 7.
GRAFIK BIAYA PENYUSUTAN/UNIT KAPAL/TRIP YANG

SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA USAHA

PERIKANAN MINI PURSE SEINE
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Dari grafik biaya penyusutan di atas menunjukkan
pula bahwa pada Usaha Perikanan Mini Purse seine di
Kota Pekalongan ternyata juga terdapat selisih antara
biaya penyusutan/unit kapalftrip yang seharusnya dan
yang berlaku yaitu rata-rata 4 % dari raman bersih atau
jika dinominalkan rata-rata sebesar Rp. 778.085,-. Dan
jika dikonvefsikan dengan biaya penyusutan/unit kapal/trip
di Kota pekalongan yang berlaku rata-rata dibebankan
sebesar 25%/unit kapalftrip maka yang seharusnya adalah
sebesar.sebesar 17,31% ( diperoleh dari perbandingan
9:13= 1?,_31 :A25 ). R . |

Dan dari ke dua grafik biaya penyusutan di atas
kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa pemotongan
biaya penyusutanfunit kapalftrip pada sistém bagi hasil
usaha perikanan Purse Seine__di Kota Pekalongan belum
sesuai dengan yang seharusnya atau masih memberatkan
bagi nelayan pendega. Kesimpulan ini diperkuat dari hasi!
uji statistika non-parametrik dengan menggunakan uji
Jumlah Pangkat Wilcoxon yang menyatakan béhwa biaya
penyusutaﬁlunit kapalftrip yang seharusnyé dan yang
berlaku pada usaha Big Purse Seine maupun Mini Purse
Seine terdapat perbedéan yang sangat nyata. ( Dafiar uji

terlampir ).
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3). Potongan Lawuhan dan Bonus

Istilah lawuhan pada mﬁlanya adalah merupakan
pengambilan sebagian kecil ikan dari hasil tangkapan
yang diperuntukkan bagi setiap nelay_an pendega yang
tergabung dalam satu unit kapal pada setiap selesal
operasi penangkapan ﬁntuk dibawa pulang guna
memenuhi kebutuhan lauk pauk bagi keluarganya. Akan
tetapi pada perkembangannya hingga saat sekarang ini
atas dasar kesepakatan nelayan pemilik dan nelayan
pendega, lawuhan diberikan dalam bentuk sejumiah uang
yang merﬁpakan | hasil pe?notonéérﬁn -dén' llamaﬁ 5ersih
hasil lelang ikan, j_adi tidak diterima dalam bentuk ikan
melainkan dalam bentuk uang.

Adapun bonus adalah bentuk pemberian uang
perangsang kepadgnahkoda karena keberhasilannya.
mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melebihi atau
dapat menutup biaya operasional dan penyusutan.

Pemberian uan'g lawuhan dan bonus tersebut pada
perkembangan selanjutnya untuk masing-masing pemilik
sangat beragam te'rg-ahtung dari kemauan dan cara

perhitungan masing-masing. Sebagai contoh adalah

sebagai berikut :
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Cara satu .

@ Lawuhan:

~ Bila raman bersih sama dengan biaya operasional,

besarnya lawuhan = Rp. 0,-
~ Bila raman bersin melebihi biaya operasional

sebesar Rp. 3 Juta, besarnya lawuhan =

Rp. 12.500,-
~ Selanjutnya setiap kelebihan Rp. 1 Juta dari Rp. 3

Juta pertama, lawuhan bertambah sebesar

Rp. 12.500,-

@ Bonus:

~ Bila raman bersih sama dengan biaya operasional,
bonus = Rp. 0,-
~ Bila raman bersih melebihi biaya operasional Rp. 3

Juta, bonus = Rp. 100.000,-

~ Selanjutnya setiap kelebihan Rp. 1 Juta, bonus
bertambah Rp. 50.000,-

& Preminahkoda :

Dapat menutup biaya operasional, diberikan premi
sebesar 2,5 % dari raman bersih.

© Hadiah anak buah kapal (ABK)

~ Bila raman bersih melebihi biaya operasional Rp. 1

Juta, hadiah = Rp. 1.000,-
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~ Selanjutnya setiap kelebihan Rp. 1 Juta, hadiah

bertambah Rp. 1.000,-

Cara dua :

© Lawuhan:

~ Bila raman bersih melebihi biaya operasional,

lawuhan sebesar 5% dari raman bersih.

® Bonus:

~ Bila raman bersih melebihi biaya operasional,
bonus sebesar 5% dari raman bersih.
Meskipun cara-cara perhitungan lainnya dimungkinkan
maéih banyak lagi ragamnya akan tefapi dari ke dua
contoh cara perhitung'an di atas terlihat bahwa, bagi
nefayan pemilik pada umumnya yang terpenting adalah
kembalinya biaya operasional, ini dengan harapan agar
nantinya  kapal . bisa melaut/melakukan  operasi
penangkapan kembali; sedangkah biaya penyusutan
biasanya akan diperhitungkan belakangan biié hasil ikan -
yang diperoleh bisa mencukupi, meskipun begitu biaya
penyusutan tersebut tetap akan ditagih.
Atas beragamnya pemberian-anuhan dan hadiah
ataupun bonus tersébut akhimya dalam kesepakatan
pemilik kapal dan nahkoda pada tanggal 16 Juli 1998,

Lawuhan dan Bonus disepakati sebagai berikut :
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~Untuk Big Purse Seine sebesar 12% dari raman bersih.
~Untuk Mini Purse Seine sebesar 10% dari raman bersih.

Pada grafik-grafik berikut di bawah ini akan
ditunjukan besar rata-rata nilai lawuhan dan bonus /unit
kapalftrip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha
perikanan Big Purse Seine dan Mini Purse Seine di Koté
Pekalongan. (data dasar terlampir).

llustrasi 8.

GRAFIK LAWUHAN DAN BONUS/UNIT KAPAL/TRIP YANG
SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA
USAHA PERIKANAN BIG PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN
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Dari grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa
untuk biaya lawuhan dan bonus /unit kapalftrip yang
seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Big
Purse Seine di Kota Pekalongan dilihat dari rata-rata
persentase terhadap raman bersihnya terdapat perbedaan
sebesar 1 %, dimana rata-rata yang berlaku sebesar 11 %
sedangkan yang seharusnya adalah sebesar 12 %, atau
dengan nilai nominal rata-rata yang berlaku lebih kecil Rp.
1.066.765,-, sebab yang berlaku rata-rata/unit kapal/trip
Vsebesar Rp. 12.244.723,- sedangkan yang seharusnya
adalah sebesat-" Rp. 13.291.488,~ -

Dari hasil penelitian tetnyata menunjukkan bahwa
dari 66 sampe! unit kapal Big Purse Seine terdapat 32
sampel (48,5%) pemberian lawuhan dan bonus sesuai

- dengan aturan dalam xesepakatan umum yaitu 12 %-dari

_ rarman bersih., sedangkan _sisanya sebanyak 34 sampel

(51,5%) pemberikan fawuhan dan bonus sebesar 10 %
dari rémaﬁ bersih. o | |
Selanjutnya pada grafik berikut di bawah ini akan
aabat dil.ihat bes;ar-rata-rata iawuhan dan ”bonus funit
kapal /trip yang seharusnya dan yang berlaku pada usaﬁa
perikanan Mini Purse Seine di Kota Pekalongan serta

persentase dari raman bersihnya.




Lawuhan dan Bonus/Unit KapaliTrip (Rp)
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llustrasi 9.

GRAFIK LAWUHAN DAN BONUS/UNIT KAPAL/TRIP YANG

SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA
USAHA PERIKANAN BIG PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN
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Grafik di atas menunjukkan bahwa untuk biaya
lawuhan dan bonus /unit kapal/trip yang seharusnya dan
yang berlaku pada usaha perikanan Mini Purse Seine di
Kota Pekalongan dilihat dari rata-rata persentase terhadap
raman bersihnya juga terdapat perbedaan sebesar 1 %,
dimana rata-rata yang berlaku sebesar 9 % sedangkan

yang seharusnya adalah sebesar 10 %, atau dengan nilai
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nominal rata-rata yang berlaku lebih kecit Rp. 119.448,-,
sebab yang berlaku rata-rata/unit kapalftrip sebesar
Rp. 11.837.873,- sedangkan yang seharusnya adalah
sebesar Rp. 1.957.321 -

Dari hasil penelitian tetnyata menunjukkan bahwa
dari 14 sampel unit kapal Mini Purse Seine terdapat
9 sampel (64,3%) pemberian lawuhan dan bonus sesuai
dengan aturan dalam kesepakatan umum yaitu 10 % dari
raman bersih, sedangkan sisanya sebanyak 5 sampel
(35,7%) pemberikan lawuhan dan bonus sebesar 9 % dart
raman bersih. |

Dan jika melihat dari ke dua grafik nilai lawuhan dan
bonus di atas kirahya dapat ditarik kesimpulan bahwa
pemberian lawuhan dan bonus/unit kapal/trip pada sistem
bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota
Pekalongan masih ada yang belum sesuai dengan
kesepakatan perjanjian bagi hasil yang telah ditetapkan.
Meskipun begitu dari hasil uji Statistka Non Parametrik
dengan menggunakan Uji Jumlah Pangkat Wilcoxon
temyaté bahwé lawuhan dan bonus/unit kapal/trip yang
seharusnya dan yang beriaku pada usaha Big Purse

Seine maupun Mini Purse Seine fidak berbeda nyata,

( daftar uji terlampir ).
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4.3.2. Jumlah total potongan vang seharusnya dan yang berlaku

pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan

Dari pembahasén di muka telah diketahui besar masing-
masing potongan yang ada pada sistem bagi hasii usaha
perikanan Purse Seine, baik usaha peri.kanan Big P-urse Seine
maupun Mini Purse Seine di Kota Pekalongan, selanjutnya
pada pembahasan berikutnya akan mencoba untuk
mengetahui besar jumlah keseluruhan -potongan—potongan
tersebut yang meliputi retribusi Tempat Pelelangan lkan (TP,
lawuhan dan bonus, biaya operasional serta biaya penyusutan
dan mencoba untuk membandingkannya antara yang
seharusnya dan yang berlaku maupun dengan melihat
persentase dari raman kotornya (hasil pelelangan ikan kotor).

Sehi_ngga dapat diketahui perbedaan dari tingkat komulatif

- potongan-potongan tersebut baik yang sehariisnya maupun

yang berta'ku p'ada sistern bagi hasil dsaha 'perikanan Big

Purse Seine maupun Mini Purse Seine di Kota Pekalongan.

Untuk dapat membahas secara lebih lanjut pada grafik- |

grafik berikut akan“ ditunjukkan nilai besar jumlah keseluruhan
potongan/unit kapal/trip yang seharusnya dan yang berlaku
pada usaha perikanan Purse Seine, baik usaha perikanan Big
Purse Seine maupun Mini Purse Seine di Kota Pekalongan,

serta nilai persentase dari raman kotornya.

UPT7OSY A ERDIP).
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llustrasi 10.

GRAFIK JUMLAH KESELURUHAN POTONGAN/UNIT KAPAL/TRIP
YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA
USAHA PERIKANAN BIG PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN
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Dari grafik di atas ternyata menunjukkan bahwa rata-rata
jumlah keseluruhan potongan/unit kapalitrip pada usaha
perikanan Big Purse Seine yang seharusnya lebih kecil
dari yang berlaku, di mana terdapat selisih sebesar
Rp. 11.084.159,-. Sedangkan dilihat dari persentase terhadap

raman kotornya terdapat selisih sebesar 10%.
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Selanjutnya untuk jumiah potongan keseluruhan/unit
kapalftrip pada usaha perikanan Mini Purse Seine dapat

ditunjukkan pada grafik di bawah ini :

Hustrasi 11.

GRAFIK JUMLAH KESELURUHAN POTONGAN/UNIT KAPAL/TRIP
YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA
USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN
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Grafik di atas ternyata juga menunjukkan adanya selisih
yaitu bahwa rata-rata jumlah potongan / unit kapal / trip pada
usaha perikanan Mini Purse Seine yang seharusnya lebih
kecil Rp. 1.473.328 - dari yang berlaku. Kemudian untuk nilai
persentase jumlah keseluruhan potongan tersebut jika
dipersentasekan dari raman kotornya terdapat selisih sebesar
7 %.

Dari grafik-grafik jumlah keseluruhan potongan di atas
kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah keseluruhan
potongan/unit _kaparijtrip‘ pada sistem bagi _hasii usaha
perikanan purse seine di Kota Pekalongan baik Big Purse
Seine maupun Mini Purse Seine untuk jumlah potongan yang
berlaku masih lebih besar dari yang seharusnya. Berdasarkan
hasil uji Statistika Non Parametrik dengan menggunakan Uji
Jumlah Pangkat Wilcoxon ternyata menunjukkan bahwa
jumiah potongan {funit 'kapalltri_p yaing seharusnya dan

 yang berlaku pada usaha perikanan Big Purse Seine
menunjukkan berbeda sangat nyata, sedangkan pada usaha
perikanan Mini Purse Seine tidak berbeda nyata. ( daftar uji
terlampir ). Hal tersebut membuktikan bahwa pada usaha
perikanan Big Purse Seine khususnyé, di Kota Pekalongan

sistern bagi hasil yang berlaku masih bersifat kurang adif dan

merugikan bagi nelayan pendega.
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4.4. Tinjauan Terhadap Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pemilik Dan

Nelayan Pendega Pada Usaha Perikanan Purse Seine Di Kota
Pekalongan |
Pada uraian terdahulu telah disebutkan bahwa ada beberapa
jenis potongan yang dilakukan pada sistem bagi hasil uéaha
perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, yaitu yang meliputi
retribusi TP!, biaya operasional, biaya penyusutan, seria Jawuhan
dan bonus. Dari ke empat jenis potongan tersebut, potongan biaya
operasional adalah merupakan biaya pengganti bagi semua
.pengeluaran biaya yang sudah dikeluarkan guna keperiuan melaut
yang sebelumnya “telah dipenuhi/didanai dahulu oleh nelayan
pemilik. Biaya opersional tersebut bersama-sama dengan biaya
penyusutan adalah merupakan hak nelayan pemilik, selanjutnya
retribusi TPl adalah merupakan potongan biaya sebagai jasa atas
pelayanan pelelangan ikan di TP! yang merupakan fasilitas milik
- pemerintah, oleh karena itu maka potongan biaya ini masuk ke kas
Perherintah Daerah yang pengaturannya sesuai dengan Peraturan
Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 99, sedangkan lawuhan
dan bonus menjadi hak nelayan pendega. Secara skematis yang
menjadi hak perolehan bagi hasil nelayan pemilik dan nelayan

pendega pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan

adalah sebagai mana ilustrasi berikut :
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RAMAN KOTOR
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llustrasi 12. Skema Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pemilik dan

Retribusi Biaya Biaya Lawuhan Dan
TPI Oprasional Penyusutan Hadiah
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4.4.1. Perolehan bagi hasil nelayan pemilik
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Seperti terlihat pada skema perolehan bagi hasil di atas,

maka yang menjadi hak perolehan bagi hasil dari nelayan

pemilik adalah meliputi hasil bagi sisa akhir ditambah dengan

biaya operasional dan biaya penyusutan. Pada tabel di bawah

ini tersaji data hasil perhitungan perolehan bagi hasil nelayan

pemilik dengan penggunaan jumiah potongan/unit kapalfrip

yang seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Big

Purse Seine di Kota Pekalongan.

Tabel 16.

PEROLEHAN BAGI HASIL NELAYAN PEMILIK DENGAN

PENGGUNAAN POTONGAN / UNIT KAPAL /TRIP YANG SEHARUSNYA
DAN YANG BERLAKU PADA USAHA

PERIKANAN BIG PURSE SEINE.

NKS

Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pemilik

RAMAN . :
BERSIH (RB) Dengan Potongan | Dengan Potongan -
(Rp) - Yang Seharusnya . Yang Berlaku
Nilai % Nilai %
(Rp) Dari (Rp)- Dari
RB .- | RB

50 Jt sid 75 Jt

48.811.

54.834.452] 19

1.
2. > 75 Jts/d 100 Jt | 61.252.065 70| 68.007.291 76
3.1 >100Jts/d 1254t 76.821.473 70| 83.232,471 76
4, >125 Jts/d 150 Jt| 93.617.933 70| 100.251.700Q 75
5. > 150 Jt 111.167.856 701 121.646.999 77
Rata- 110.762.397 | 77.945.828 70| 84.554.673 76
rata : |

Sumber : Hasil Penefitian, 2002.
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Dari  tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa
perolehan bagi hasil nelayan pemilik pada usaha Big Purse -
Seine yang berlaku terbukti lebih besar dari yang seharusnya,
karena jika dilihat dari rata-rata persentase peroleha_m raman
bersih berdasarkan potongan yang seharusnya nilai rata-
ratanya hanya 70 % sedangkan dengan potongan yang
berlaku nilainya 76 % atau 6 % lebih tinggi, dengan kata lain
selisih nilai nominal tersebut bernilai rata-rata sebesar
Rp. 6.608.845,-/unit kapalftrip. Dari analisa tentang potongan-
potongan dalam sistem bagi hasil terdahulu, kiranya dapat
dipahami bahwa adanya kelebihan nilai perolehan nelayan
pemilik lebih besar dari yang seharusnya tidak lain karena
adanya upaya dari nelayan pemilik untuk memperbesar nilai
biaya operasional dari yang seharusnya dan pemotongan
biaya penyusutan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang
seharusnya pula.

Upaya yang dilakukan oleh nelayan pemilik sebagai
mana tersebut di atas adalah merupakan taktik mereka agar
dapat menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan setiap

tahunnya seperti antara lain :

> biaya docking (perbaikan kapal) dan ijin kelaikan (layak

laut).

> pembayaran Pungutan Perikanan.




- pembayaran pajak penghasilan, serta
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» biaya-biaya lainnya (THR, dana sosial, bingkisan, dii).

padahal semestinya biaya-biaya tersebut adalah merupakan

tanggungan penuh bagi pemilik kapal itu sendiri.

Selanjutnya pada tabel- berikut dapat dilihat perolehan

bagi hasil nelayan pemilik pada usaha perikanan Mini Purse

Seine di Kota Pekalongan.

Tabel 17.

PEROLEHAN BAGI HASIL NELAYAN PEMILIK DENGAN
PENGGUNAAN POTONGAN /UNIT KAPAL/TRIP YANG

SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA
USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE. ...

Sumber

: Hasil Penelitian, 2002

Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pemilik
NKS RAMAN ‘
BERSIH (RB) Dengan Potongan Dengan Potongan
(Rp) Yang Seharusnya Yang Berlaku
- Nilai % Dari Nilai % Dari
(Rp RB Rp) RB
) i A MNER o
1. 24.735.000 | 16.622.691 6720 | 17.288.438 69.89
2. 17.314.500 | 11.861.919 68,51 | 13.399.071 77.39
3. 20.612.500 | 13.408.632 65.05| 14.852.188 72,05
4, 20.079.000 | 14.356.673 71,50 15.246.215 7593
5. 16.490.000 | 12.062.835 |- 7315 12.621.650 76.54
8. 14.085.000 | 9.681.031 68,831 11.035.870 78,46
7. 27.645.000 | 18.238.720 6597 18.925.313 68,46
8. 23.280.000 | 15.439.503 | 66,32 16.095.000 69,14
9. 15.035.000 | 10.768.526 71621 11.790.930 78.42
10. 16.587.000 | 12.615.970 76.06 | 13.419.026 80,90
11. 20.079.000 | 14.374.033 71,591 14.856.938 73.99
12. 29.294.000 | 19.588.732 66,87 | 19.852.875 67.77
13. 15.811.000 | 11.218.806 7096 | 11.874.435 7510
14, 12.988.000 | 9.088.136 69,821 10.053.830 77,35
Rata-
rata 19.573.214 | 13.623.300 68| 14.379.413 73
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Dari Tabel 25 di atas ternyata menunjukkan pula bahwa
perolehan bagi hasil nelayan pemilik pada usaha Mini Purse
seine yang berlaku lebih besar dari yang seharusnya, karena
jika kita lihat dari rata-rata persentase perolehan raman bersih
untuk penggunaan potongan yang seharusnya nilai rata-
ratanya 69 % sedangkan dengan potongan yang berlaku nilai
rata-ratanya melebihi 4 % atau menjadi sebesar 73 % atau
jika dinominalkan maka selisih tersebut bemilai rata-rata
sebesar Rp. 856.113,-. Dengan melihat hasil analisa terdahulu
tentang potongan~potqng§m da_l_am sistem Vbagi hasj_i yang
menyatakan bahwa jumlah potongan yang seharusnya
maupun yang berlaku padé usaha Mini Purse Seine adalah
relatif sama, demikian pula dengan pemberian lawuhan dan

bonus yang temyata baik yang seharusnya maupun yang
berlaku pada usaha Mini Purse Seine ini juga relatip sama
- maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ad‘anya kelebihan nilai
perolehan nelayan pemilik lebih besar dari yang seharusnya
pada usaha Mini Purse Seine di Koté Péka‘lo'n'gan ‘masih
dianggap wajar dan belum merugikan bagi nelayan pendega.
Apa yang telah disimpulkan tersebut juga diperkuat akan
keadaan dimana kapal Mini Purse Seine karena berukuran
< 30 GT maka sesuai dengan PP No. 142 Tahun 2000 tidak

dikenakan Pungutan Perikanan.




4.4.2. Perolehan bagi hasil nelayan pendega
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1).- Perolehan hasil keseluruhan nelayan pendega dalam

satu unit kapal.

Sebagai mana telah disinggung dalam uraian

sebelumnya bahwa yang menjadi hak dari nelayan

pendega adalah pembagian dari sisa akhir ditambah

dengan pemberian lawuhan dan bonus.

Untuk memberikan gambaran tentang perolehan

bagi hasil keseluruhan nelayan pendega/unit kapalftrip

pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekaiongan di

bawah ini tersaji data, baik untuk Big Purse Seine maupun

Mini Purse Seine.

Tabel 18.

Perolehan Bagi Hasil Keseluruhanj Nelayan Pendega Déngan
Penggunaan Jumlah Potongan /Unit Kapal/Trip
Yang Seharusnya Dan Yang Berlaku Pada

Usaha Perikanan Big Purse Seine

RAMAN

Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pendega

NKS-
: BERSIH (RB) Dengan Potongan Dengan Potongan
(Rp) Yang Seharusnya Yang Berlaku
Nilai % Dari Nilai % Dari
(Rp) RB (Rp) RB
i Jts/d75Jt| 20.572.221 30| 14.504.381 21
2.1 >75Jts/d 100 Jt| 25.784.650 30| 21.029.424 24
3.|>100 Jtsfd 125 Jt | 32.190.063 30| 25.779.065 24
4. | >125Jts/d 150 Jt | 39.549.210 30| 32.915.443 25
5. > 150 Jt 46.963.699 30| 36.484.556 23
Rata-
rata 110.762.397 | 32.816.570 30| 26.207.725 24

Sumber ; Hasil Penelitian, 2002.
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Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa
perolehan bagi hasil nelayan pendega pada usaha
perikanan Big Purse Seine yang berlaku lebih kecil dari
yang seharusnya, Kkarena jika kita lihat dar rata-rata
persentase perolehannya terhadap raman bersih, maka
unfuk penggunaan potongan yang seharusnya nilai rata-
ratanya adalah 30 % sedangkan dengan potongan yang
berlaku nilainya kurang 6 % atau menjadi sebesar 24 %
atau jika dinominalkan maka selisih tersebut bernilai rata-
rata sebesar Rp. 6.608.845,-. Hal tersebut sesuai dengan
apa yang teiah dikemukakan sebé1umnya yaitu bahwa
pada perolehan nelayan pemilik yang berlaku pada usaha

perikanan Big Purse Seine melebihi sebesar 6 % dari

raman bersih.

Selanjutnya pada tabel Bérikut akan merﬁberikan
gambaran rata-rata perolehan nelayan pendega/unit
kapal/trip dengan penggunaan jumlah potongan yang
seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Mini
Purse Seine di Kota Pekalongan serta nilai persentase

dari raman bersihnya.




Tabel 19.

PEROLEHAN BAGI HASIL KESELURUHAN NELAYAN PENDEGA
DENGAN PENGGUNAAN JUMLAH POTONGAN /UNIT KAPAL/TRIP

YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU PADA

USAHA PERIKANAN MIN{ PURSE SEINE.
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Perolehan Bagi Hasil Nelayan Pendega
NKS RAMAN '
BERSIH (RB)
(Rp) Dengan Potongan Dengan Potongan
Yang Seharusnya Yang Berlaku
Nilai % Dari Nilai % Dari
_ __ (Rp) RB (Rp RB
S bt 2t S Bl e gl e SRR I o e S
1. 24.735.000 | 8.112.309 32,80 7.446.563 30,11
2, 17.314.500 | 5.452.581 31,49 3.915.429 22,61
3. 20.612.500 | 7.203.868 34,95 5.760.313 27,95
4. 20.079.000 | 5.722.327 28,50 4.832.785 24,07
5. 16.490.000 | 4.427.165 26,85 3.868.350 23,46
8. 14.065.000 | 4.383.969 31,17 3.029.130 21,54
7. 27.645.000; 9.406.280 34,03 8.719.688 31,54
8. 23.280.000 | 7.840.497 33,68 7.185.000 30,86
9. 15.035.000 | 4.266.474 28,38 3.244.070 21,58
10. 16.587.000 | 3.971.030 23,94 3.167.974 19,10 |-
1. 20.079.000 | 5.704.967 28,41 5.222.063 26,01
12. 29.294.000 | 9.705.268 33,13 9.441.125 32,23
13. 15.811.000 | 4.592.194 29,04 3.936.565 24,90
14, 12.998.000 | 3.909.864 - 30,08 2.944.170 22,65
Rata- 19.573.214 | 6.049.815 31 5.193.802 27
rata : ‘

. Sumber ; Hasil Penelitian, 2002.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa
perolehan bagi hasil nelayan pendega pada usaha Mini
Purse Seine yang berlaku lebih kecil dari yang

seharusnya, karena jika kita lihat dari rata-rata persentase

perolehannya terhadap raman bersih untuk penggunaan
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potongan yang seharusnya nilai rata-ratanya adalah 31%
sedangkan dengan potongan yang berlaku nilainya kurang
4 % atau menjadi sebesar 27 % atau jika'dinominalkan
maka selisih tersebut bernilai rata;rata sebesar Rp.
856.113,-. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah
dikemukakan sebelumnya yaitu bahwa pada perolehan
nelayan pemilik yang berlaku pada usaha perikanan mini

purse seine melebihi sebesar 4 % dari raman bersihnya.

2). Perolehan bagi hasil masing-masing nelayan pendega

sesuai dengan kédudukannya

Pada pembahasan se[ah}utnya, kali ini akan
‘mencoba mengetahui berapa perolehan bagi hasil
masing-masing nelayan pendega/unit kapalftrip baik pada
--'.usaha'.perikanan Big Purse Seine--maupun Mini Purse
Seine..

Dari hasil penelitian temyata bahwa pembagian hasil
. antar ne!ayan pendega diatur sepenuhnya .oleh nahkoda
masing-masing, meskipun begitu pada umumnya sistem
pembagian hasil antar nélayan pendega ini mengacu pada

, kebiasaan_yang‘sudah umum dilakukan.
| Pada tabel di bawah berikut ini tersaji data hasil

perhitungan rata-rata perolehan bagi hasil masing-masing
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nelayan  pendegalunit kapalltrip sesuai dengan

kedudukannya  dengan penggunaan perolehan hasil
keseluruhan nelayan pendega yang seharusnya dan yang
berlaku pada usaha perikanan Big Purse Seine maupun

Mini Purse Seine di Kota Pekalongan.

Tabel 20.

PEROLEHAN BAG! HASIL MASING-MASING NELAYAN PENDEGA
SESUAI DENGAN KEDUDUKANNYA DENGAN MENGGUNAKAN
PEROLEHAN HASIL KESELURUHAN NELAYAN PENDEGA
YANG SEHARUSNYA DAN YANG BERLAKU

Sumber : Hasil Penelitian, 2002.

NKS ENIS PEROLEHAN BAGI HASIL
" | KEDUDUKAN o - s
BIG PURSE SEINE MIN! PURSE SEINE
YANG Jml YANG Jmi YANG | Jml | YANG | Jmi
SEHA- | Ba- | BERLA- Ba- | SEHAR | Ba- | BERLA- | Ba-
RUSNYA | gian KU gian USNYA | gian KU gian
(®RP) RP) (RP) (RP)

p 1- . :‘..._::_;:__i:.v_.2_; -_._“';_ s 3.-_ e . _".7'4': i g 5 _ K f‘.ii 6' i '7_ -?—:‘-',:d 8_' . 9‘k
1 Nahkoda | | 6358634 | 135 | 5636152 | 155 |1.187.373 6,7 |1.065.794 7
2 Nahkoda ||' 2197515 ] 47 | 1.844358 5| 532,769 3| 480.158 3
3 | Motoris| | 21106781 45| 1782169 5| 499.065 | 2,8 | 432521 | 29
4 Motoris Il 2.023.842 ; 43| 1.719.981 47| 465362 | 26| 404884 | 2,7
5 Juru-Jury | 644864 | 1,37 | 487.037 1,3 | 245.039 | 1,4 | 208.026 | 137
6. .| ABK Biasa 471192 1 362.660 1| 177.631 1| 1s0.752 1

 Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa
terdapat selisih antara perolehan yang seharusnya dan yang

berlaku baik pada Big Purse Seine maupun Mini Purse Seine,




115

dan jika dilihat dari perbandingan perolehan tertinggi dan
perolehan terendah, maka pada usaha Big Purse Seine
dengan menggunakan perolehan hasil keseluruhan nefayan
pendega yang seharusnya diperoleh perbandingan 13,5 : 1
sedangkan dengan yang berlaku diperoleh perbandingan
15,5 : 1, untuk usaha Mini Purse Seine dengan menggunakan
perolehan hasil keseluruhan nelayan pendega yang

seharusnya diperoleh perbandingan 6,7 : 1  sedangkan

dengan vyang berlaku diperoleh perbandingan‘ 7 1.'
Keadaan perbandingan teréebut ielas tidak sesuai dengan
ketentuah pada Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan No. 16
Tahun 1964, di mana pada pasal 3 ayat 2 menyebutkan

bahwa “Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap

dari bagian yang mereka terima diatur oleh mereka sendiri,

--dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat |l yang

bersangkutén untuk menghindar terjadinya pemerasan,
dengan ketentuan bahwa perbandingan éntara bagian yang
terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga)
lawan 1(satu)”. Jika ditinjau - dari penyebab terjadinya
perbandingan yang menyimpang tersebut tidak lain adalah
karena pembagian lawuhan dan bonus yang tidak dilakukan

secara merata dan hanya tergantung pada kemauan dan

kebaikan nahkoda semata.
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Di bawah ini disajikan grafik bagian tertinggi dan terendah
antar nelayan pendega sesuai dengan jabatannya dalam satu
unit kapal, baik pada usaha perikanan Big Purse Seine

maupun Mini Purse Seine di Kota Pekalongan.

llustrasi 13.

GRAFIK PERBANDINGAN BAGIAN TERTINGGI DAN TERENDAH
: ANTAR NELAYAN PENDEGA SESUA! JABATANNYA DALAM
: SATU UNIT KAPAL PURSE SEINE YANG SEHARUSNYA
DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN
BIG PURSE SEINE DAN MINI PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN

USAHA BIG PURSE SEINE USAHA MINI PURSE SEINE

YANG
BERLAKY

s __:AIIQU.SNY‘A‘.E
B Nahkoda l HENahkoda l
0 Motoris | I Motoris |

BJuru-Juru B ABK Biasa
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4.5. Peran UU No. 16 Tahun 1964, Perda No. 3 Tahun 1999 dan

Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Terhadap Sistem Bagi Hasil

Usaha Perikanan Purse Seine Di Kota Pekalongan.

Sebagai mana pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya
bahwa di dalam sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di
Kota Pekalongan temnyata di dalam pelaksanaan perjanjian yang
dilakukan oleh nelayan pemilik dan nelayan pendega tidak

mendasarkan pada peraturan yang ada yaitu UU No. 16 Tahun 1964

tentang Bagi Hasil- Perikanan akan tetapi dilakukan sesuai

kesepakatan masing-'masing nelayan pemilik dan nelayan pendega
_ yang diwakili oleh nahkoda.

Diantara jenis potongan-potongan yang ada dalam sistem
bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di tha Pekalongan adalah
retribusi tempat pelelangan ikan (TPl} yang pengaturannya
didasarkan pada Perda Propinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1999
tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertckoan, sehingga secara
langsung adanya retribusi TPl ini akan mempengaruhi peroléhan
bagi hasil baik pada nelayan pendega maupun nelayan pemilik.

Ada_rjya pemberlakuan kewajiban baru pada usaha perikanan
tangkap, termasuk usaha perikanan Purse Seine ada-lah tentang
adanya pungutan perikanan yang meliputi ‘Pungutan Pengusahaan
Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Aturan baru

ini semula dimaksudkan untuk dikenakan Repada nelayan pemilik
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selaku pengusaha perikanan, akan tetapi karena pada perikanan
Purse Seine pelaksanaan usahanya dilakukan dengan sistem bagi
hasil maka oleh para nelayan pemilik pungutan perikarjan tersebut
secara tidak langsung dimasukkan pada besar potongan-potongan
yang dibebankan pada setiap kali penangkapan, yaitu dengan
memperbesar dari nilai potongan yang seharusnya.

Untuk dapat mengetahui secara lebih lanjut, maka berikut ini
akan dikaji sejauh mana peran dan kesesuaian UU bagi hasil
perikanan No. 16 tahun 1964, Perda No. 3 Tahun 1998 tentang
retribusi pasar Gros_jr dan atau Pertokoan ‘dan Punguran Hasil
Perikanan terhadap sistem bagi hasil uéaha perikanan Purse Seine

di Kota Pekalongan.

4.5.1. Kajian Terhadap Peran Undang-Undang No.16 Tahun 64
Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine di

Kota Pekalongan

Dari hasil pembahasan padé paragraf-paragraf terdahulu
telah dikemukakan bahwa banyak ketentuan-ketentuan yang
terkandung dalam Undang-Undang No.16 Tshun 1964
tentang Bagi Hasil Perikanan pada kenyataannya tidak dipakai

| lagi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa ada beberapa
alasan mengapa Undang-Undang  tersebut  dalam
pelaksanaan sistem bagi hasil yang berjalan sekarang ini tidak

dihiraukan lagi, yaitu diantaranya :
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> Produk Undang-Undang tersebut meskipun belum dicabut
akan tetapi umumya su_dah terlalu lama dan tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan sekarang.

> Undang-Undang tersebut dianggap sebagai produk Partai
Komunis pada waktu itu dan hanya menguntungkan bagi
kaum buruh.

> Bila Undang-Undang tersebut benar-benar dijalankan

maka diyakini banyak pengusaha perikanan yang akan

gulung tikar.

Berangkat dari ke tiga alasan tersebut serta hasil-hasil
dalam pembahasan sebelumnya, dalam hal ini ditelaah hai-
hal yang ada di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 64 yang
‘perlu me'ndap.étkan perhatian guna Iangkah-!angkeh ke depan
untuk penyempurnaan undang undang tersebut. Dengan
harapan bahwa semua p;hak menyadaral akan pentlngnya
Undang Undang Bag1 Has:l Perikanan ini khususnya untuk
usaha penkanan laut, karena pada dasarnya semua upaya
yang bertujuan unfuk meningkatkan penghasilan nelayan
kecil pada akhimya akan bertumpu kepada berjalannya sistem

bagi hasil usaha perikanan yang adil dan menguntungkan

semua pihak yang terlibat serta bersih dari adanya unsur

pemerasan.
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Berikut ini hasil penelaahan terhadap UU No. 16 Tahun
1964 yang dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan pada
saat penelitian ini dilaksanakan :
(1). Tentang biaya yang menjadi beban tangguhgan.
Pada pasal 4 angka 1 disebutkan bahwa :
a. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama  dari
nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap : ongkos
lelang, uan.g pokok/jajan dan biaya perbekalan untuk

para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk

sedekah laut (selamatan bersama) dan‘r furan-iuran

seperti  untuk koperasi, dan pembangunan
perahu/kapal—kapal, dana  kesejahteraan, dana
kematian dan lain-lainnyanya.
b. Beban-bebah yang menjadi tanggungan pemilik
ongkos pemeliharaah dan perbaikan perahu/kapal serta
. alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya
eksploatasi usaha penangkapan seperti  untuk
pembelian solar, minyak, es dan lain sebé'gainya.
Kétentuan-keténtuan sebagal mana tersebut di atas
dianggap merugikan nelayan pemilik dan jika dijalankan
maka diyakini banyak nelayan pemilik akan bangkrut.

Sehingga biaya eksploatasi dan biaya penyusutan
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sekarang ini menjadi tanggungan bersama antara nelayan
pemilik dan nelayan pendega/penggarap.

Fenomena sebagai mana tersebut di atas sudah
fidak menjadikan gejolak artinya bahwa nelayan pendega
sudah dapat menerima, oleh karena itu ketentuan di
dalam UU No. 16 tahun 1964 harus diubah dan
menyesuaikan pada perkembangan yang sudah berjalan
dengan baik, akan tetapi pada pengaturannya harus
memperhatikan hal-.hai sebagai berikuf :
> Untuk memen_uhi '._kebutuhan biaya eksrprloatasi dan

biaya perbekalan, maka pengeluarannya harus
mendapat pengawasan secara seksama dari suatu Tim
yang terdiri dari berbagai unsur terkait agar tidak terjadi
upaya-upaya yang bermaksud memperbesar nilainya,
baik ~dari pihak nelayan pemilik, pengurus maupun
pihak nahkoda sendiri. Sebagai gambaran dapat
dikemukakan bahwa dari hasil perhitungan yang
seharusnya pada usaha perikanan purse seine di Kota
Pekalongan dari rata-rata biaya operasional sebesar
Rp 48.283.523,-/unit kapalftrip untuk big purse seine
maka biaya eksploatasin;l/a funit kapal/ trip mencapai
Rp. 38.901.589,- atau kurang lebih 80%-nya,

sedangkan untuk mini purse dari rata-rata biaya




(2).
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operasicnal/unit kapalftrip sebesar Rp. 7.735.309,-
biaya eksploatasinya rata-rata sebesar Rp. 5.034.006,-
funit kapalftrip atau sekitar 65%-nya.
> Besar biaya penyusutan harus dihitung sesuai dengan
kondisi dari unit kapal yang bersangkutan sehihgga nilai
penyusutan yahg dibebankan tidak tetap selamanya,
sebab bila biaya penyusutan tetap nilainya sepanjang
kapal masih dioperasikan maka nelayan pendega
mestinya akan mempunyai hak milik pula pada kapal
tersebut, padahal kenyataannya tidak mungkin
demikian.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya
penyusutan yang dibebankan per unit kapal per-trip pada
usaha perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan
meiebihi sebesar Rp. 3.977.692 - dari yang seharusnya,
sedangkan pada usaha Mini Purse Seine rata-rata
melebihi sebasar Rp. 778.085,- dari yang seharusnya.
Pembagian perolehan diantara nelayan penggarap.
Sebagai mana felah disinggung pada pembahasan
terdahulu bahwa pada pasal 2 ayat (3) UU No. 16 Tahun
1964 menyebutkan : “ pembagian hasil diantara para
nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima diatur

oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah
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Daerah Tingkat Il yang bersangkutan untuk menghindari
terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa

perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang

paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu)”.

Akan tetapi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

perbadingan perolehan tersebut pada usaha peﬁkanan
purse seine di Kota Pekalongan sudah melampaui batas
tersebut dimana pada big purse seine perbandingan
tersebut lebih menyolok lagi yaitu 15,5 : 1 sedangkan
pada mini purse seine adalah 7 : 1. Oleh karena itu
disarankan agar batasan sebagai -mana yang tercantum
pada UU No. 16 Tahun 1964 tersebut diubah dan
disesuaikan untuk masing-masing jenis kapal dan atau
alat tangkapnya, sebagai misal untuk big purse seine
menjadi 10 : 1 dan mini purse seine 5 :1, di samping itu
juga harus didukung oleh .peran dari Pemerintah Daerah

Tingkat I dalam mengawasi pelaksanaannya di

Lapangan.

(3).Tentang kewenangan pengaturan oleh Pemerintah

Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 1964 telah

tersurat tentang kewenangan pengaturan yang berkaitan
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dengan Bagi Hasil Perikanan yang antara lain dapat

disebutkan 'sebagai berikut :
a. Pemerintah Dati Il/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah

Kota.
~ Memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan

pembagian hasil diantara para neiayan
pendega/penggarap. (Bab Il, pasal 3, ayat (2).
~ Menetapkan iuran-iuran seperti untuk Koperasi, dana
pembangunan kapal/perahu, dana kesejahteraan,
dana kematian dan lain-lainnya. (Bab ll, pasai 4,
huruf 1, angka a).: - .
b. Pemerintah Daerah Tingkat l/Pemerintah Profinsi.
~ Dengan persetujuan Menteri Perikanan mengatur
bagian perolehan 'neiayan pemilik dan nelayan
penggarap. (Bab il, pasal 3). |
~ Dengan persetujuan Menteri.'Perikanan mengatur
beban-beban yang menjadi'ténggungan bersama
nelayan pemilik ldan nelayan pendega/penggarap
maupun yang menjadi tanggungan nelayan pemilik,
(Bab ll, pasal 4).

(4).Tentang Ketentuan Pidana.

Pada Bab X! pasal 20 UU No. 16 Tahun 1964 disebutkan
bahwa “Dipidana dengan hukuman kurungan selama-

lamanya 3(tiga) bulan dan atau denda sebanyak -
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banyaknya Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) karena

melakukan pelanggaran IRTTRYe .

Hukuman maupun dendanya yang terlalu ringan tersebut
tentu saja tidak akan membuat orang menjadi takut
melakukan pelanggaran, oleh karenanya guna dapat
menegakkan suatu sistem bagi hasil perikanan yang adil,
bersih dari penekanan dan pemerasan  serta
menguntungkan semua pihak yang terlibat didalamnya
maka tidak ada cara lain kecuali merifisi UU No. 16 tahun
1964 tersebut termasuk juga dalam memberikan
pengawasan serta hukuman dan--denda. yang sesuai atau
setara ataupun mengacu pada UU No. 9 tahun 1985

téntang Perikanan. |

- Untuk mengetahui sejauh mana peran dan kesesuaian
Undang-Undang Bagi Hasil _Pé'rikananm;\llo. 16 Tahun 1964
terhadap sistem b‘a;gi' hasil usahé perikanan Purse Seine di
Kota Pekalongan, berikut secara lebih rinci akan dikaitkan
kesesuaian dari ketentuan-ketentuan dalam UU No. 16 Tahun
1964 {entang Bag.i Hasil Perikanan dengan hasil-hasil

penelitian dalam bentuk tabulasi, sebagai mana tabel di

bawah.




Tabel 21.
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PERAN DAN KESESUAIAN UU NO. 16 TAHUN 1964 TERHADAP

SISTEM BAGI HASIL USAHA PERIKANAN PURSE SEINE
DI KOTA PEKALCNGAN

No.

- Ketentuan dalam
UU No. 16 Th. 1964

Hasii Penelitian Pada Usaha |
Perikanan Purse Seine
di Kota Pekalongan

Bab |, pasal 1. huruf g :

“Hasit bersih ialah hasil ikan yang

diperoleh dari penangkapan, yang
setelah diambil sebagian untuk
lawuhan ..., dikurangi beban-
beban yang menjadi tanggungan
bersama....”

- Hasil bersih ialah hasil ikan
yang diperoleh dari penang-
kapan setelah dikurangi pu-
ngutan retribusi Tempat Pe-
lelangan kan (TPI).
- Lawuhan dan Bonus :
> Yang seharusnya .
- Big Purse Seine :
- 12% dari raman bersih
- Mini Purse Seine :
10% dari raman bersih
> Yang berlaku :
- Big Purse Seine ;
11% dari raman bersih
- Mini Purse Seine:
9% dari raman bersih

Bab II, pasal 3, ayat (1), point 1b :

Bagian neiayan pendeda :

“pihak nelayan penggarap paling
sedikit harus diberikan ...... jika di-
pergunakan kapal motor, minimum
40% (empat puluh perseratus) dari
hasil bersih”

Yang Seharusnya :
- Big Purse Seine
30% dari raman bersih
- Mini Purse Seine
31% dari raman bersih
Yang Berlaku :
- Big Purse Seine
24% dari raman bersih
- Minii Purse Seine
27% dari raman bersih

Bab Il, pasal 3, ayat (2) :
‘Pembagian hasil diantara nelayan
penggarap ....perbandingan antara
bagian yang terbanyak dan yang
paling sedilikit tidak boleh lebih
dari 3(tiga) lawan 1(satu)’.

Perbandingan pembagian :
Yang Seharusnya :
- Big Purse Seine =13,5:1
- Mini Purse Seine =671
Yang Berlaku :

- Big Purse Seine

155:1

- Mini Purse Seine = 7; 1
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Bab il, pasal 4, avat 4, huruf a :

“Beban-beban yang menjadi tang-

_i gungan bersama ...ongkos lelang,
uang rokok/jajan dan biaya perbe-

kalan, sedekah laut dan iuran-iuran
yang disyahkan oleh Pemda Tk I
seperti untuk Koperasi, pembangu-
nan perahu/kapal, dana kesejahte-
raan, dana kematian dan lain-
lainnya”.

- Beban tanggungan bersama
tidak _berbeda, akan tetapi
iuran-iuran diatur dengan
Perda Tk | No. 3 Th. 1999
tentang Retribusi Pasar
grosir dan atau Pertokoan
di Jawa Tengah

- Besar retribusi 3% dari
hasil ikan yang diperoleh
dari penangkapan.

- Bab Il, pasal 4, ayat 1, hurufa:

“Beban-beban yang menjadi tang-
gungan nelayan pemiiik : ongkos
pemeliharaan dan perbaikan pera-
hu/kapal serta alat yang dipergu-
nakan, penyusutan dan biaya eks-
ploatasi seperti untuk : pembelian
solar, minyak, es dan lain-lain”

Semuanya menjadi beban-
beban tanggungan bersama.

- ongkos pemeiiharaan dan
perbaikan kapal :
dimasukkan dengan mem-
perbesar nilai potongan dari
yang seharusnya.

- Biaya Operasional : (biaya
eksploatasi dan perbekalan)
> Yang seharusnya

- Big Purse Seine: .
44% dari raman bersih
- Mini Purse Seine :
41% dari raman bersih
> Yang beriaku :
- Big Purse Seine :
-51% dari raman bersih
- Mini Purse Seine :
46% dari raman bersih
- Biaya Penyusutan :
» Yang seharusnya
- Big Purse Seine:
9% dari raman bersih
- Mini Purse Seine :
9% dari raman bersih
> Yang berlaku :
- Big Purse Seine :
13% dari raman bersih
- Mini Purse Seine :
13% dari raman bersih
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4.5.2. Kajian Pada Peran Peraturan Daerah Propinsi Jawa

Tengah Nomor. 3 Tahun 1999 Terhadap Sistem Bagi Hasil
Usaha Perikanan Purse Seine Di tha Pekalongan
Peraturan Daerah Propinsi Tingkat | Jawa Tengah No. 3
Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau
Pertokoan yang disyahkan Menteri Dalam Negeri dengan
keputusannya tanggal 3 Mei 1999 Nomor 974.33, telah
mengalami perubahan khususnya pada Penjelasan pasal 8
melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengjah Nomor 3
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas .Perda Propinsi Dati 1
J;awa Tenééh- No 3 ;I;ahun 1999 ten.t'ang Rétﬁbusi Pasar
Grosir dan atau Pertokoan, yang selanjutnya diikuti dengan
Keputusan Guberndi' Jawa Tengah No.l 9 Tahun 2001 tentang
Perubahan Keputusan Gﬁbem_ur Kepala Daerah Tk | Jawa
Tengah No. 26 Tahun 1999 tentang Petunjuk Peiaksanaan
Peraturan Daerah Propinsi Dati | Jaﬁra Tengah No. 3 Tahun
1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
Perubahan pada penjelasan pésal 8 dimaksud adalah
menyangkut tenfang penggunaan retribusi Tempat Pelelangan
lkan (TP1) 5%, di mana semula.untuk bagian Propinsi 0,85%

berubah menjadi 0,90%, kemudian untuk Pemerintah

| Kabupateanota dimana Tempat Pelelangan lkan (TPI) berada

yang semula 0,40% berubah menjadi 0,95% dan bagian
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Puskud Mina Baruna yang semula 3,75% berubah menjadi

3,15%.

TPI

Agar lebih dapat memahami awal mula lahirnya retribusi

penulis  akan mencoba menjelaskan  sejarah

perkembangannya sebagai berikut :

a.

Pada tahun 1958 terdapat peraturan Peperda T.T.IV
(sekarang setingkat Kodam) Normor. PER-
PPD/007/4/1958 (yang menggantikan Peraturan
Penguasa Militer T.T.IV No. PER-PM/0020/11/1957).
Peraturan yang didasarkan atas UU Keadaan Bahaya
Tahun 1957 itu, telah dikeluarkan karena keadaannya

pada waktu itu sudah demikian mendesaknya sehingga

]

. harus diambil tindakan dengan segera. Keadaan yang

mendesak itu telah ditimbulkan karena ~adanya

pertentangan—perténtangan, dan saingan-saingan yang

tidak sehat diantara organiéasi?organisasi_ nelayan yang

satu dengan yang lain sehingga telah te-rja_di -bentrokan-

bentrokan antara mereka. Pertentangan-pertentangan

tersebut membawa akibat matinya organisasi-organisasi
nelayan dan timbulnya tempat-tempat pelelangan ikan laut
secara liar. Dan pada akhirnya berkat tindakan dari pihak

militer itulah maka ketertiban dan keamanan dapat

dipulihkan kembali.
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Bahwa sebelum akhir tahun 1957 urusan Pelelangan lkan
masih menjadi kewenangan Pemerintan  Pusat,
kewenangan tersebut baru menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Tk | setelah dikeluarkannya PP No. 64
Tahun 1957 vyang antaré lain mengatur tentang
penyerahan kewenangan tentang perikanan laut termasuk
di dalamnya pelelangan ikan kepada Pemerintah Daerah
Tingkat l.. |

Pada tanégal 10 Januar 1962, Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong Daerah Tingkat Ke-1 Jawa Tengah

menetapkan Peraturan Daerah Tingkat Ke-1 Jawa Tengah

tentang Penjualan/ Pelelangan lkan Laut. Di mana dalam
perda tersebut .pada pasal 10 disebutkan :

Dari hasil kotor pelelangan dipungut :

_~. 4 persen dipergunakan bagi organisasi nelayan yang
mehyelenggarakan pelelangan sebagéi biaya lelang
dan perongkosan administrasi.

- 1 persen sebagai retribusi lelang yang disetorkan dalam
kas Pemerintah Daerah Tingkat Ke-1 Jawa Tengah.

Pada tahun 1971 dengan menimbang bahwa pelaksanaan

pelelangan ikan yang dilakukan oleh Koperasi Perikanan

Laut (KPL) belum memberikan jaminaﬁ dan perbaikan

terhadap nasib nelayan khususnya dalam rangka




meningkatkan income percapitanya,

memperhatikan hasil laporan dari berbagai

Gubernur Kepala

Januari 1962 dengan Surat Keputusan
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maka dengan

pihak

Daerah Propinsi Jawa tengah

mendahului untuk peninjauan kembali Perda Tgl. 10

No. produk.

10/1971 tentang Pelelangan lkan Laut tanggal 26

7/120/6

Agustus 1971, yang antara lain menyebutkan bahwa :

~ Pada setiap TP! dari hasil kotor pelelangan dikenakan

pungutan sebesar 8% yang terdiri dari :

(1). 5% dari nelayan {(2), 3% dari bakul

~ Pengalihan kewenangan penyelenggaraan pelelangan
oleh K.P.L (Kopersi Perikanan Laut) kepada Dinas
Pendapatan'-baerah.

~ Pungutan 8% tersebut dengan pembagian :

- 2% untuk rekening Gubernur KDH Jawa Tengah anak
rekening retribusi/pembangunan perikanan.

- 2,5% ,un-tﬁ'k B rekening - nelayan/penjual  yang
bersangkutan sebagai simpanan atas nama pribadi.

- 0,5% untuk rekening dana sosiai/kecelakaan nelayan

- 0,5% untuk rekening Bupati / Walikota vyang
bersangkutan untuk daha pembangunan perikanan

- 2% ongkos penyelenggaraan lelang

- 0,5% biaya pengawasan dan pengendalian operasional
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Dengan menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dengan tujuan

modernisasi desa, perlu memberi dorongan ke arah

| e.

i peningkatan sarana penangkapan ikan, maka Gubernur
!

KDH propinsi Jawa Tengah' memutuskan untuk
menyempurnakan SK tanggal 26 Agustus 1971 melalui

|
; .

|

‘ Surat Keputusan  No. Huk. G.  130/1974  tanggal
39/4

1’ 8 Oktober 1974, yang menyebutkan :

! 1. Dari hasil pungutan 8%, penggunaannya diarahkan

untuk :
~ 1% retribusi Propinsi Jawa Tengah

~ 3% saving nelayan, dengan rincian :

| - 2,5% saving nelayan

= ‘ - 0,5% dana paceklik

~ 1% dana sosiallkeo_elakaan di laut

| ~ 0,5% retribusi-Daerah Tingkat |l

% ' - | _ ~ 2% biaya penyelenggaraan lelang

l _ | -~ 0,5% biaya pengawasan dan pengendalian

operasional

| | 2. Khusus pengelolaan keuangan untuk saving nelayan,
‘dana paceklik dan dana sosial/kecelakaan di laut
| dilaksanakan oleh unit desa nelayan setempaf.

' ' f. Selanjutnya mulai tanggal 1 April 1978 penyelenggaraan

i
j dan pengelolaan TPI se Jawa Tengah diserahkan kepada
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PUSKUD daerah pantai Propinsi Dati | Jawa Tengah
melalui SK. Gubernur No, EK. 5/1978. Tanggal 8 maret
1978. Di dalam SK. tersebut juga menyebutkan bahwa
pungutan 1% biaya pemeliharaan yang diambilkan dari
biaya administrasi penyelenggaraan lelang sebesar 2%,

yang diperuntukkan bagi pelabuhan khusus perikanan

Pekalongan tetap berlaku sesuai dengan surat keputusan

Gubemur KDH Tk | Jawa Tengah No. Huk. 109/1975
tanggal 4 April 1975, yang mulai berlaku sejak tanggal 14
Agustus 1975. _(Mulai ta_hqn _1995 biaya 1% untuk
pemeliharaan pelabuhan khusus perikanan diubah menjadi
peljanjian sewa- menyev.va: fasilitas dén jasa tempat
pelelangan ikan (TPl) di bawah penguasaén Perum
Prasarana Perikanan Samudera yang. besamya
disesuaikan dengan Keputusan Méntéri"Pertanian téntang
Ketentuan Tarif Penggunaan BarahglJaSé yang dikelola
Perum PPS). 7
g. Selanjutnya melalui SK. Gubernur KDH Tk | Jawa Tengah
N0.523.2/22750/1881 tanggal 10 Oktober 1981, antara
lain menyebutkan : | |
~ Saving nelayan yang semula 2,5% menjadi 2%.
~ Retribusi untuk Daerah Tk I dari 0,5% menjadi 1%.

~ Dana-dana yang lain tetap tidak mengalami perubahan.




133

PUSKUD daerah pantai Propinsi Dati | Jawa Tengah
melalui SK. Gubernur No, EK. 5/1978. Tanggal 8 maret
1978. Di dalam SK. tersebut juga mehyebutkan bahwa
pungutan 1% biaya pemeliharaan yang diambj[kan dari
biaya administrasi penyelenggaraan lelang sebesar 2%,

yang diperuntukkan bagi pelabuhan khusus perikanan

Pekalongan tetap berlaku sesuai dengan surat keputusan

Gubemur KDH Tk | Jawa Tengah No. Huk. 109/1975
tanggal 4 April 1975, yang mulai berlaku sejak tanggal 14
Agustus 1975. (Mulai tahun 71996 biaya 1%_ untuk
pemeliharaan pelabuhan khusus perikanan diubah menjadi
peq‘anjian sewa menyev;/a'_fasilitas dan jasa tempat
pelelangan ikan (TPl) di bawah penguasaén Perum
Prasarana Perikanan  Samudera yangr besamya
disesuaikan dengan keputusan Menteri"Pertanian téntang
Ketentuan Tarif Penggunaan BarahglJaSé yang dikelola
Perum PPS).

Selanjutnya melalui SK. Gubernur KDH Tk | Jawa Tengah

N0.523.2/22750/1981 tanggal 10 Oktober 1981, antara

lain menyebutkan :

~ Saving nelayan yang semula 2,5% menjadi 2%.

~ Retribusi untuk Daerah Tk !l dari 0,5% menjadi 1%.

~ Dana-dana yang lain tetap tidak mengalami perubahan.
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Pada tanggél 19 Januari 1984 DPRD Propinsi Jawa
Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun
1984 tentang Tempat Pelelangan lkan di Propinsi Dati |

Jawa Tengah, yang intinya menmyebutkan bahwa :

~ Dinas Perikanan Propinsi Dati | Jawa Tengah adalah

sebégai penanggung jawab pelelangan ikan di Tempat

Pelelangan tkan.

~ Besamya retribusi dan n‘ncian penggunaannya tetap

tidak mengalami perubahan.

i. Adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1998

‘tentang Penghapusan Pajak dan Rétriﬁusi Daerah, maka
dengan sendirinya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah'
tidak_ m.emiliki' kewenahgan ‘Iagi untuk menarik retribusi
TPI 'dan- Perda 1 Tahun 1984 secara otomatis tidak
berlakut, méskipun begitu pelaksanaan pungutan tetap
,i, dilakukan oleh Puskud ‘Mina Baruna'sebesar 5%_- (dari
nelayan 3% d_én bakui 2%), beriode 'ihi berlangsung
kurang lebih 1(éatu)' tahun yaitu'daﬁ Maret '1998 s/d
Februari 1999, B
Se[énjﬁtnya dengan me'hyesuai'kan pada ketentuan pasal
18 UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
| Retribusi Daerah junc:td pasal 3 ayét (2) huruf b Peraturan

Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah,
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Pemerintah propinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan
Daerah No. 3 Tahun 1999 tanggal 6 Februari 1999
tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan di
Propinsi Dati 1| Jawa Tengah. Dalai'n Perda tersebut
menyebutkan bahwa pungutan retribusi TPI sebesar 5%
(dari nelayan 3% dan bakul 2%) sedangkan pengunaanya
sesuai penjelasan pada pasal 8 huruf a adalah sebagai
berikut :
1. 0,85% disetof ke kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah dengan rincian sebagai berikut :
- 0,70% éebégai hasil peménfaatan TPI
-0,15% untuk pembinaan nelayan oleh Dinas
Perikanan Propinsi.
2. 0,40% disetor ke kas Daerah Kabupateanotarﬁadya
tempat pelelangan ikan berada.
3. 3,75% disetor ke rekening PUSKUD Mina Baruna, yang
dipergunakan untuk :
- Biaya Penyelenggaraan lelang 1,00%
- Biaya Perawatan TPl 0,15%
- Dana paceklik 0,50%
- Dana asuransi nelayan 0,2%

- Pengembangan Puskud Mina 0,20%

- Tabungan nelayan 0,50%
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‘ Tabungan bakul 0,25%
j - Dana sosial dan kecelakaan laut 0,50%
| - Pengembangan KUD 0,45%
k. Adanya tuntutan dari berbagai daerah Kabupaten/Kota
dimana TP! berada untuk memperoleh bagian yang lebih
, besar, maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
| mengubah bebarapa pasal pada Perda No. 3 Tahun 1999
khususnya penjelasan pada pasal 8 melalui Perda No. 3
Tahun 2000, dengan' merubah rinclan penggunaan
_retribusi TPl 5% adalah seb_agai berikut ( sesuai
Keputusan Gubernur Jateng No. ¢ Tahun 2001 tentang
Perubahan Keputusan Gubernur Jateng No. 26 Tahun
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peréia Propinsi Jawa
Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar
Grosir dan atau Pertokoan) .
1. 0,90% disetor ke kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah dengan rincian sebagai berikut :
- 0,75% sebagai hasil pemanfaatan TPI
- 0,15% untuk pembinaan nelayan/bakul oleh Dinas

Perikanan Propinsi.

2.0,95% disetor ke kas Daerah Kabupaten/Kotamadya

tempat pelelangan ikan berada.
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| 3. 3,15% diterima PUSKUD Mina Baruna, yang dibagi. lagi
sebagai berikut -
! ~ 1,65% ke rekening Puskud Mina Baruna yang
) penggunaannya sebagair mana berikut :
- Biaya Penyelenggaraan lelang 0,80%
- Biaya Perawatan TP1 0,10%
l - Dana paceklik 0,50%
- Dana asuransi nelayan 0,15%
- Pengembangan Puskud Mina 0,10%
~ 15% ke rekening KUD Minayang rincian
penggunaannya : |
! | - Tabungan nelayan 0,50%
| - Tabungan bakul 0,25%
| - Dana sosial dan kecelakaan laut 0,45%
- Pengembangan‘-KUD 0,30% R
Untuk lebih m.emper‘mudah'd'alarh mengétahui perubahan-
,perubahan‘sebagéi‘ mejna télah disebutkan di atas yang
berjalan hiﬁgga sekarang kurang lebih sudah 40 Tahun yaitu

| .
dari tahun 1962 s/d tahun 2001, pada tabel di bawah tersaji

i data-data di maksud.
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PERKEMBANGAN PERUBAHAN RETRIBUSI TPI DI JAWATENGAH

SESUAI DENGAN DASAR HUKUMNYA

NO | Rincian

Periode Perubahan

Pembagian

Perda

10-1-'62

SK. GUB
26-8-T1

SK. GUB
26-8-74

SK. GUB
10-10-"81
(Perda 1
TH. 1984)

Perda
No.
3/1999

Perda
No.
3/2000

Pemda |

Pemda |

0,50%

0,50%

1%

0,40%

0,95%

Penyeleng-
Garaan le-
Lang

2%

2%

2%

1%

0,80%

4. | Saving
Nelayan

2,5%

2,5%

2%

0,50%

0,50%

5. Sosial dan
Kecelakaan

0,50%

1%

1%

0,50%

0,45%.

B, Pengawasan
dan
Pengendalian
Operasinal

0,50%

0,50%

7. Dana
Paceklik

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

8. | Saving
Bakul

0,25%

0,25%

Q. Perawatan
TPI

0,15%

0,10%

10. | Asuransi
Nelayan -

0,20%

0,15%

11 | Pengemba-
ngan .
‘Puskud
Mina

0,20%

0,10%

12 | Pengemba-
' ngan
KUD

0,45%

0,30%

Jumlah

5%

8 %

8%

8 %

5%

59%

Sumber : Hasil Penelitian, 2002.




139

Dari apa yang teiah diuraikan dimuka tersirat bahwa
dengan adanya retribusi pelelangan ikan tidak lain bertujuan
guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
melalui peningkatan income perkapitanya, tujuan ini
seharusnya sejalan dengan pelaksanaan sistem bagi‘hasil
usaha perikanan. Sehingga dalam penyelenggaraannya
dapat terkait dengan proses pengawasan sistem bagi hasil
usaha perikanan tangkap yang berjalan.

Sebagai mana telah diungkapkan pada pembahasan
sebelumnya bahwa retribusi TPl merupakan salah satu jenis
.potdngaﬁ dalam sistérﬁ bééi hasil, sebab besar E;écilﬁya biaya
retribusi ini akan langsung berpengaruh pada perolehan hasi!
bagi nelayan. Dari hasil perhitungan data penelitian atas
sampel yang terambil menunjukkan bahwa. besar rata-rata

retribusi TPl adalah untuk Big Purse Seine sebesar
Rp. 3.425.641,-/unit kapalftrip éedangkan untuk Mini Purse
Seine adalah sebesar Rp. 605.357,-/unit kapaiftrip. Dari nilai
retribusi tersebﬁt sesuai dengan Perda 3 Tahun 1999 juncto
Perda 3 Tahun 2000 sebagian akan kembali agi kepada
nelayan yaitu melalui dana-dané sebagai berikut :

a. Dana paceklik 0,50 %

b. Dana asuransi 0,15%

¢. Dana tabungan 0,50%, dan

d. Dana sosial dan kecelakaan laut 0,45%
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Sehinga jika dihitung maka dari retribusi TP! yang ditarik dan
nelayan sebesar 3% kembali lagi ke nelayan sebesar 1,6%
atau nelayan hanya dikenakan retribusi TPI sebesar 1,4%.
Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada Big Purse Seine
dari nilai rata-rata retribusi sebesar Rp. 3.425.641,-/unit
kapalftrip akan kembali lagi képada nelayan sebesar
Rp. 1.827.009,- sedangkan untuk Mini Purse Seine dari nilai
rata-rata Rp. 605.357,- akan kembali lagi kepada nelayan
sebesar Rp. 322.857,-. Nilai sejumlah tersebut bagi nelayan
kecil tentulah amat berarti, jika benar-benar kembali kepada
mereka yang berijak, akan tetapi yang sering terjadi
pémbagiannya tidak adil atau hanya diterima oleh pihak-pihak
tertentu saja.

Dengan memahami keadaan sebagéi mana yang telah
dikemukakan di atas kiranya akan lebih dapat mencapai apa
yangrmenjadi tujuan dari pélaksanaan ﬁérat'u.r.an tentang
retribusi pelelangan ikan yait'u meningkatkan taraf hidup dan
keséjéhferaan nelayan, apabila dalam penyelenggaraan
pelelangan tersebut secafa .bersama-sama. diiakﬁkan pula
tugas pembinaan dan pengawasan terhadap sistem bagi hasil
yang berjaién.

Menyikapi adanya tuntutan dari sebagian Pemerintah

Kabupaten/Kota wilayah pantai yang memilki Tempat
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Pelelangan lkan  (TPi) untuk  mengatur  sendiri
penyelenggaraan pelelangén ikan, hal ini mestinya periu
ditindak lanjuti oleh Pemerintah Propinsi dengan penuh arif
dan bijaksana, serta periu adanya kesadaran bersama bahwa
pemahaman otonomi daerah sebagai mana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentaﬁg
Pemerintahan Daerah, harus secara utuh dan tidak semata-
mata didasarkan atas pendekatan pembagian kekuasaan
yang cenderung dimaknai kedaulatan, akan tetapi harus
diperhatikan dan dipahami melalui pendekatan kesejahteraan
untuk -rakyat daerah dén semakin baiknya penyelenggaraan
fungsi-fungsi pemerintahan di daerah serta dalam mendukung
integritas  dan eksistensi - Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Penyelenggaraan. pelelangan ikan pada- hakekainya
rﬁemiliki sifat karakteristik kedaérahah, értinYa bahwa setiap
tempat peleléngan memiliki sifat-sifat sesuai daerahnya
masihg-masing hal ini karena 'menya‘ngkut berbagai faktor
yaitu : budaya masyarakat nelayén setempat, potensi daerah,
fasilitas yang tersedia dan termasuk juga masalah keamanan
maupun pengaruh dari kebijaksanaan lain yang diterapkan
oleh Pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu agar dapat

lebih meningkatkan pelayanan melalui upaya penciptaan iklim
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yang kondusif untuk kesempatan berusaha, mengembangkan
dan menérik investasi, meningkatkan lapangan kerja dan
kesempatan berusaha, seria terciptanya suasana tenteram,
tertib hukum dan adanya kepastian hukum, maka sudah
selayaknya jika pengaturan penyelenggaraan pelelangan ikan
diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
masing-masing dan tentu saja dengan didahului adanya
batasan-batasan dari Pemerintah Propinsi sebagai antisipasi
terhadap timbuinya permasalahan-permasalahan ahtar
Kabupaten/Kota pada pelaksanaannya di kemudian hari.
Lontéran pemikiran sebagai mana tersebut di atas selain
memiliki dasar yang kuat juga momentumnya sangat tepat,
sebab :
(1). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tafiun 2001
~-tanggal 13 September 2001 tentang Retribusi Daerah
'pada Bab. lll, pasal 3, ayat (2), huruf b disebutkan
disané ada 13 (tiga belas) jenis retribusi Jasa Usaha
yaitu di antaranya adalah Retribusi Pasar Grosir
dan/atau Pertokoan serta Refribusi Tempat Pelelangan.
lJadi menurut Peraturan Pemerintah tersebut Retribusi
Pelelangan lkan harus diatur tersendiri, sedangkan di
Jawa Tengah retribusi Pelelangan lkan diatur melaiui

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
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1999 Juncto Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2000
tentang Pasar Grosir dan atau Pertokoan. Sehingga
dengan membaca pada Bab Xl, pasal 18, angka 2
Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2001 yang
menyebutkan  bahwa  ‘Peraturan lainnya  yang
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini,
diadakan penyesuaian dalam jangka waktu paling lambat
1(satu) tahun’, maka dengan sendirinya mulai tanggal 13
september 2002 Peraturan Daerah Propinsi Jawa
_Tengah Nomor. 3 Tahun 1889 Juncto Perda No. 3
Tahun 2000 tentang Pasar Grosir dan atau Pertokoan
dinyatakan batal demi hukum dan harué diganti dengan
Perda tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
(2). Menunjuk surat Menteri Dalam Negeri.No. 130/383/SJ
.tanggal 20 Februari 2002 perihal Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor. 130-67 Tahun 2002 tanggal 20
Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan
Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan
Kabupaten dan Kota per-Bidang dari Departemen/LPND
(Lembaga Pemerintah Non Departemen). Dimana pada
Daftar Kewenangan Yang bersumber dari Surat
Direktorat Kelembagaan Pemerintah, Masyarékat, dan

Dunia Usaha Departemen Kelautan dan Perikanan No.
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B-856/SJ-DKP/IV/2001 tanggal 18 April 2001 Nomor 2.
BIDANG KELAUTAN, huruf B. Sub Bidang Perikanan,
pada angka 48 disebutkan adanya kewenangan

Kabupaten dan Kota uniuk "Menyelenggarakan dan

Mengawasi Pelelangan lkan".

4.5.3. Kajian Pada Peran Pungutan Hasil Perikanan Terhadap

Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Purse Seine Di Kota
Pekalongan

Kebijakan Pemerintah Pusat c.q. Departemen Kalautan
dan Perikanan tentang Pungutan Perikanan yang mulai
menggelinding sekitar awal tahun 2001, temyata sempat
membuat dunia usaha perikanan tangkap, khususnya usaha

perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan rbergejolak.

 Kebijakan yang dikenakan pada kapal-kapal yang berukuran

di atas 30 GT tersebut membuat para pelaku usaha perikanan

pUrSe seine khususnya di Kota Pekaiongah menjadi tersentak

mengingat mereka sudah banyak d'ibebani persoalan yang
menghambat kelancaran usahanya seperti . kenaikan harga
dan kelahgkaan pasokan BBM, hasil tangkapan yang s;edang
mérz_urun_, ser{a masalah keamanan di laut yang semakin
kurang 'kondusif.‘ Sehingga akhirmya memuncak dengan
terjadinya mogok masal yang terjadi satu bulan penuh sejak

18 Maret 2002 S/D 17 April 2002 dan kemudian pada akhimya
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|
melakukaliw aksi damai ke Departemen Kalautan dan

perikananiserta ke DPRD Propinsi Jawa Tengah pada tanggal
| .
13 dan 14: Mei 2002.

| .

Dalam aksi damai tersebut diikuti hampir 500 orang
nahkoda yang berasal dari Desa Wonokerto, Kecamatan
Wonokerto Kabupaten Pekalongan yang merupakan para

nahkoda kapal Purse Seine di Kota Pekalongan. Mereka

dengan menggunakan kendaraan bus secara bersama-sama

|
berangkat! untuk  menyuarakan tuntutan kepada para
|
pengambilI kebijakan di bidang usaha perikanan. Adapun
[.. B

tuntutan y!ang mereka bawa pada aksi damai tersebut adalah
|

|
sebagai kl)erikut:

i
1. Menuntut peninjauan kembali keputusan tentang PHP

2,5% ciian PPP, yang dirasa sangat memberatkan nelayan

I

Jawa Tengah, yang sudah banyak pungutan di sana-sini.

i :

2. Mehdé’sak kepada Pemerintah Jawa Tengah untuk
Aty .

| o .
'meninjl'au ufal_ng Perda No. 3 Tahun 1999 tentang

: Pungqtaanetdbusi Pelelangan sebesar 3% yang sangat

|
memb;eratkan nelayan, terutama setelah adanya kebijakan

- PHP sebesar 2,5%.
- |

3. Mendesak Kepada DPR-RI untuk segera membuat
| .

Undan:g-Undang Pernelayanan, kepada DPRD Tk |

I
segerer merubah dan merevisi Perda No. 3 Tahun 1999
|
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yang lebih banyak menguntungkan PUSKUD “Mina
Baruna” semata dibanding kesejahteraah nelayan Jawa
Tengah, kepada DPRD Tk. Il supaya sesegera mungkin
membuat Perda mengenai Si.stém Bagi Hasil dan
Kesejahteraan serta keamanan pemilik kapal dan nelayan
Pekalongan.
Untuk lebih dapat mengetahui seputar permasalahan
pelaksanaan pungutan perikanan maka perlu mempelajari
secara kronoligis perkembangan kebijakan tersebut.
Kebijakan tentang Pungutan Pengusahaan Perkanan (PPP)
.d‘a.ﬁ Pungutan- Hési! Pen‘kanan. (PHP) sudah ada séjak”
kejuarnya Keputusan Presiden Nomor. 8 Tahun 1875 tanggal
1 April 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan
Pungutan hasil Perikanan Bagi .Penanam Modal Aéing -dan
Penanam Modal Dalam Negeri Di Bidang Perikanan. Kepres
i c;likeluarkan atas dasar pertimbéngan bahwa kekayaan
yang terdapat dalam sumber daya perikanan di dalam wiiayah'
Indonesia merupakan kekayaan potensiil bégi usaha |
meningkatkan kemakmuran masyarakat, sehingga dipandang
perlﬁ untuk menggali sumber pembiayaan untuk
meningkatkan pembinaan dan pengolahannya - dengan
berpedbman pada prinsip bahwa yang memperoleh manfaat

langsung dari hasil usaha tersebut, dan dalam pelaksanaan
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usahanya mendapatkan fasilitas tertentu dari pemerintah,
wajib  turut memberika_n sahamnya. Arti dari Pungutan
Pengusahaan Perikanan dalam Kepres tersebut ialah
pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang izin
pengusahaan perikanan sebagai imbalan atas kesempatan
yang diberikan oleh negara untuk melakukan pengusahaan
perikanan dalam wilayah Republik Indonesia, pungutan ini
dikenakan pada saat izin pengusahaan perikanan diberikan
oleh Pemerintah Rl c.g. Menteri Pertanian. Sedangkan
Pungutan Hasil Perikanan ialah pungutan negara yang
aikenakan kepada pemegang izin péngusahaan perikanan
sehubungan dengan hasil produksi périkanan yang
diekspornya, pung*utan ini dikenakan pada saat pengeksporan
hasil pengusahaan perikanan. Selanjutln'ya guna pelaksanaan
Kepres tersebut keluarlah Surat Keputusan Menteri Pertanian
Nomor. 424/Kpts/Um/7/1977 tanggal 28 Juli 1977 tentang
Tarif Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil
Perikanah Bagi Penanaman Modal Aéing dén Penanaman
Modal Dalam Negeri di Bidang Perikanan. Adapun Tarif
Pungutan Pengusahaan Perikanan tersebut adalah sebagai
berikut :

~ Kapal berukuran < 50 DWT .................... US $ 500
~ Kapal berukuran 50 - 100 DWT ............... US $1.000




~ Golongan | : Udang .............
~ Golongan 1 |kan tuna cakalang dan mut:ara -

.~ Lain-lain yang tidak maéuk Golongan | dan !l ....
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~ Kapal berukuran > 100 DWT setiap penambahan 50 DWT

dikenakantambahan... ... i, US $ 250

Adapun tarif Pungutan Hasil Perikanan adalah :

2% dari harga yang diterima
. 1,5% dari

~ harga yang diterima
1% dari

harga yang diterima.
Selanjutnya pada PP No. 15 Tahun 1984 tanggal 29 Juni
1984 tentang Pehgelolaan Sumber Déya Alam Hayati Dl Zona
Ekonomi  EksKlusif -
Perikanan yang dikénékan' kepada orang'_ atau badan hukum
asing yang men-dapat izin menéngkap ikan di ZEE!. Pungutan

Perikanan tersebut terdm dari - © Pungutan - Pendaftaran,

Pungutan Perubahan Surat izm Penangkapan |kan dan

Pungutan Penangkapan lkan

‘indonésia, muncul  istilah Pungptan,'

'Pada tahun 1985 terbltlah Undang Undang N09'

Tahun1985 Tentang Penkanan d! mana pada undang-undang

tersebut tertulls dalam Bab IV pasai 11 yaltu

. 1 Setlap orang atau badan hukum ‘yang melakukan usaha.

penkanan di bldang penangkapan atau pembudidayaan’ lkan

di Iaut atau dlpera|ran lamnya di wﬂayah perlkanan Republlk

Indonesia dlkenakan pungutan peﬁkanan.
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2. Nelayan dan petai ikan kecil yang melakukan -penangkapan
atau pembudidayaan ikan yang hanya untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan
perikanan.

Pada tahun‘1990 Pemerintah mengeluarkan peraturan
pelaksana UU No.9 Tahun 1985 yaitu dengan Peraturan
Pemerintah Nomor. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan,
di dalam PP ini masalah pungutan perikanan diatur tersendiri
dalam 1(satu) bab, yaitu pada Bab 1V pasal 18 sampai dengan
pasal 22, yang antara lain menyebutkan bahwa pungutan
perikanan dikenakan kepada. pefusahaan perikanan atas ikan
hasil penangkapan atau pembudidayaan, yang besarnya
ditetapkan sebgai berikut : |
a. Untuk kegiatan penangkapén ikan sebesar 2,5% dari harga

jual seluruh ikan yang ditangkap.
b. Untuk kegiatan pembudidéyaan ikan sebesar 1% dari harga
" jual seluruh hasil ikan yang dibudidayakan.

Selanjutnya bahwa dari pungutan perikanan tersebut yang
merupakan pendapatan dari Pemerintah Pusat, dialokasikan
luntuk:
~ Sebesar 70% untuk Pemerintah Pusat dan digunakan

khusus untuk membiayai pembangunan perikanan nasional.
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~ Sebesar 30% merupakan pendapatan langsung Pemerintah

Daerah yang bersangkutan dan digunakan untuk membiayai

pembangunan perikanan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 ini telah
mengalami dua kali perubahan yaitu dengan PP No. 46
Tahun 1993 dan PP No. 141 Tahun 2000, akan tetapi untuk
pengaturan pungutan perikanan tetap tidak berubah hanya
adé penambahan pada PP No. 46 tahun 1993 bahwa bagi
kapal-kapal yang ijinnya dari Gubernur maka pungutan
perikanan merupakan pendfapatan Daerah Tingkat I.

Péda tahap bérikutnya Pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tenténg Penerimaan
Negara Bukan Pajak, di mana dalam undang-undang
tersebut ditetapkan jenis penerimaan dar Pungutan
Pengusahaan Perikanan dén Pungutan Hasil Perikanan.

Kemudian dalam rangka memberikan keleluasaan
kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah,
Pemerintah pada bulan Mei 1999 mengelruarkan 2(dua)
undang-undang yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei
1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tanggal
19 Mei 1999 Tentang Perimbangan .Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Di mana pada UU No. 25

Tahun 1999 pasal 6 ayat (5) disebutkan “penerimaan negara

TP RIS Ao
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dari sumber daya alam sekitor kehutanan, sektor

pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan
imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk
Daerah”, didalam penjelasan ayat tersebut pada huruf ¢
disebutkan “ 80% dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
dan Pungutan Hasil Perikanan dibagi secara merata kepada
seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Adanya ketentuan
pada UU No.25 Tahun 1999 tersebut maka ketentuan pada
PP No. 15 Tahun 1990 secara otomatis gugur.
Bahwa sejak dikeluarkannya kebijakan tentang
pungutan perikanan sebagai 77 mana dijelaskan di muka,
kebijakan tersebut pada usaha perikénan Purse Seine di
Ko_“ta Pekalongan belum pei‘nah diberlakukan, baru kemudian
setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.
142 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, yang mulai
bertaku sejak 30 hari setelah ditetépkan, maka mulailah
babak baru akan adanya pungutan tersebut pada dunia
usaha perikanan tangkap umumnya dan usaha perikanan
Purse Seine di Kota Pekalongan pada khususnya.

Selanjutnya menyusul aturan-aturan di bawahnya yang

meliputi
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~ Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan No. 45
Tahun 2000 tanggal 8 Juni 2000 tentang Perizinan Usaha
Perikanan.

~ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.
23/Men/2001 tanggal 5 April 2001 tentang Produktivitas
Kapal Penangkap lkan.

~ Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 316/KMK.06/2001
tanggal 21 Mei 2001 tentang Tata Cara Pengenaan dan
Penyetoran Pungutan Perikanan.
~ Keputusan Me_nteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 213/MPP/Kep/7/2001 tanggall 6 Juli 2001 tentang
Penetapan Harga Patokan {kan Untuk Perhitungan
Pungutan Hasil Perikénan.
~ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.
45/MEN/2001 tanggal 15 Agustus 2001 tentang'Tata Cara
Pemungutan Pungutan Perikanan Yang Terutang. |
~ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.
46/MENI2001 tangéal 15 Aguéfus 2001 tentang
Pendaftaran Ulang Perizinan Usaha Perikanan.
~ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.

47/MEN/2001 tanggal 15 Agustus 2001 tentang Format

Perizinan Usaha Penangkapan lkan.
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Sejak mulai berlakunya keputusan tentang pendaﬁaran
ulang tersébut, maka mulailah Departemen Kelautan dan
Perikanan bergerak bersama-sama dengan PT. Sucofindo
mengadakan -penyuluhan ke daerah-daerah termasuk ke Kota
Pekalongan namun temyata mendapat banyak penclakan
khususnya pada kebijakan masalah besamya PHP yang 2,5%
dan cara pembayaran yang dilakukan di muka, penolakan ini
kebanyakan dilakukan oleh para nahkoda karena mereka
merasa yakin bahwa pungutan tersebut akan dibebankan pada
mereka sebagai_ t_:eban tanggungan bersama vyang pada
akhirnya akan mengurangi pendapatan helayan pendega
secara keseluruhan, sehiﬁgga para nahkoda menekan pemilik
kapal untuk tidak mematuhi aturan tersebut jika memang PHP
tidak diturunkan menjadi 1% dan pembayaran melalui potong

lelang di TPl. Keadaan menjadi semakin 'memanas_ karena

Pemerintah c.q. Departemen Kelaufén dan Perikanan tetap

tidak memperhatikan suara neléyan bahkan karena masih
banyak pemilik kapal yang belum melakukan pendaftaran
ulang, Menteri Kelautan dan Perikanan membuka kesempatan
pendaftaran ulang tahap kedua dengan keputusan Nomor Kep.
12/MEN/2002 tanggal 12 April 2002, akan tetapi para pendaftar
baru tersebut tetap dikenakan denda sesuai keterlambatannya,

maka akhimya permasalahan di masyarakat nelayan
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khususnya nélayan Purse Seine di Kabupaten dan Kota
Pekalongan menjadi semakin komplek dan pada puncaknya

terjadilah mogok masal serta aksi damai.

Dari hasil pengamatan di lapangan khususnya pada
usaha perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan pada
saat sekarang ini bahwa Pungutan Perikanan baik PPP
maupun PHP yang telah dibayar oleh para pemilik kapal tetap
dipotongkan dari hasil lelang ikan, akan tetapi secara tidak
langsung vaitu dengan cara memperbesar biaya operasioanal
setiap tripnya dari yan'g seharusnya. Hal ini terbukti dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa nilai biaya operasional yang
berlaku lebih besar dari biaya operasinal yang seharusnya,
kesimpulan ini juga didukung dari pengakuan semua nahkoda

'kapal' Big Purse Seine pada saat wawancara, yang terambil

sebagai sampel! .

ﬂUntuk mengetahui berapa besar nilai rata-rata Pungutan
Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan
(PHP) per-unit kapal untuk periode PHP 1(satu) tahun pada
tabel berikut ini ditampilkkan data tersebut pada usaha
perikanan Big Purse Seine di Kota Pekalongan beserta

persentase terhadap raman kotornya.
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Tabel 23.

BESAR PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN (PPP) DAN
PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)PADA USAHA

PERIKANAN BIG PURSE SEINE
DI KOTA PEKALONGAN

Besar Pungutan Perikanan

NKS |  Raman
Kotor (RK)
(Rp) PPP PHP Jumlah
Niai | % | Nilai | % | Niai | %
R Dari (Rp) Dari (Rp) Dari
(Re) (RK) (RK) (RK)
L| SO0RsMA75t | 996250 | 1,44 | 3.271.071 | 472 | 4267321 | 6,16

2> RsAI00I) 950625 | 1,10 | 3.121.266 | 3,59 | 4.071.891 | 4,69

3.|> 1000/ 1250t} 1 071563 | 0,99 | 3.518.350 | 323 | 4.589.913 | 422

2

4.|> IBRSAIS0R] 1055893 | 0,79 | 3.466.901 | 2,60 | 4.522.794 | 339

3.

>150 It 1.225.000 | 0,78 | 4.022.145 | 2,54 | 5.247.145 | 3,32

Rata-

rata

114.188.038 | 1.053.239 | 0,95 | 3.458.186 | 3,12 | 4.511.425 | 4,07

Sumber : Hasil Penelitian (sesuai ketetapan DKP) , 2002.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa besar rata-rata

Pungutan Perikanan adalah sebesar Rp 4.511.425,-funit -

kapal/trip atau sebesar 4,07 % dari raman kotor. Dan jika dilihat
dari unsur pungutannya masing-masing, untuk PPP rata-rata
sebesar Rp. 1.053.239,-/unit kapal/trip atau 0,95 % dari raman
kotor dan PHP rata-rata sebesar Rp. 3.458.186,-/unitkapa’iltrip

atau 3,12 % dari raman kotor. Kemudian bilé data ini dikaitkan
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dengan data pada perolehan keseluruhan nelayan pendega
untuk kapal big purse seine di mana dari hasil analisa terrfyata
bahwa bagian perolehan keseluruhan nelayan pendegalunit
kapalftrip yang berlaku di Kota Pekalongan lebih besar Rp.
6.608.845,- dari yang seharusnya, ini membuktikan bahwa
biaya pungutan perikanan tersebut dibebankan sepenuhnya

oleh para nelayan pemilik kepada nelayah pendega. Dan jika

dihitung lebih lanjut bahwa setelah dikurangi nitai pungutan

hasil perikanan (PHP) ternyata masih terdapat kelebihan
sebesar Rp. 3.150.659,- ( Rp. 6.608.845,- - Rp. 3.458.186,- ),
méka hai ini bis;a- dim-ungk-inkan bahwa biaya docking kapalpun
dibebankan kepada nelayan pendega, sebab bila nilai dikalikan
8 trip penangkapan dalam 1 tahun maka dipercleh angka
sebesar Rp. 25.205.272 -.

Kenyataan.tersebut di atas sudah dirasa oleh ﬁelayan
pendega khususnya dari para nahkoda kapal Big Purse Seine,
sehingga sejak awal pemberlakuan aturan tersebut mereka
sudah menolak dan menuntut agar PHP diturunkan dari 2,5%
menjadi 1%.

Selanjutnya  dari. hasil penelitan  PHP yang
seharusnyafunit kapal trip pada usaha perikanan Big Purse
Seine di Kota Pekalongan dengan perhitungan sesuai keadaan

dilapangan dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 24.

BESAR RATA-RATA PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)

YANG SEHARUSNYA PADA USAHA PERIKANAN
BIG PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN

No. Raman PHP
Kotor (RK) ' Yang Seharusnya
(Rp) .
Nilai %
(Rp) Dari RK
gy 45
6.913.531 10,04
: 50 Jt/d 75 Jt _
2: 7.173.438 : 7,07
> 75 Jt/d 100 Jt
3. " 7.422.949 ' 6,70
> 1007t &/d 125 Jt
4, - 7.365.472 6,17
> 1257 ¢/d 150 Jt
5. 8.413.195 519
> 150 Jt : e ~
Rata- 114.188.038 | 7.299.847. . © 6,74
rata : :
Sumber : Hasil Penelitian (sesuai keadaan di laparigan), 2002.

Dengan melihat data PHP pada ke dua tabel di atas, maka
terfi_hat bahwa Pungutan Hasil Perikanén -yangfberlaku sesuaj
ketetapan Departemen kelautan dén Perika.na'n: iébih kécil dari
yang seharusnya, di ména yang berlaku besar -rata—rata PHP
adalah Rp. 3.458.186,- atau 3,12% dari rata-rata raman
kotormya, sedangkan | yang seharusnya raté-rata adalah
sebesar Rp. 7.299.847 atau 6,74% dari rata-rata raman

kotornya, ini berarti terdapat selisih sebesar 3,62% atau dengan

nilai nominal sebesar Rp. 3.841.661,
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Berikut ini disajikan grafik perbandingan PHP yang

seharusnya (dihitung sesuai kenyataan di lapangan) dan yang

berlaku (sesuai ketetapan Departemen Kelautan dan

Perikanan) pada usaha perikanan Big Purse Seine di Kota
Pekalongan .

llustrasi 14.
GRAFIK PERBANDINGAN PHP YANG SEHARUSNYA
DAN YANG BERLAKU PADA USAHA PERIKANAN
BIG PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN

oo
W
5‘3’ & & M & A
Q\ r\ 4 ,?f" fb-\
© ! N
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?
to v ;
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M PHP Seharusnya (Rp)
B Nilai Penurunan (%)
O PHP Berlaku (Rp)

Dari grafik di atas terlihat bahwa dengan penetapan PHP yang

berlaku terdapat penurunan rata-rata PHP/unit kapalftrip

sebesar 53% .
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Dari hasil pengkajian terhadap UU Bagi Hasil Perikanan
No. 16 Tahun 1964, Perda 3 Tahun 1999 dan Pungutan Hasil
Perikanan ternyata terbukti bahwa pada sistefn bagi hasil usaha
perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan, perjanjian bagi hasil

yang dilakukan oleh nelayan pemilik dan nelayan pendega tidak

mendasarkan pada UU No. 16 Tahun 1964, karena semua

ketentuan-ketentuan pada perjanjian yang dilakukan tidak sesuai

ataupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU
bagi hasil perikanan tersebut. Terhadap peran Perda 3 Tahun 1999
ternyata haﬁya sebagai salah satu potongan saja dalam sistem bagi
hasil usaha périkanén -Pu_r_se Seine. yaitu'p“otongan retribﬁéi TP
Sedangkan hasil kajian terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP)
térbukti bah#va adanya pungutan r:lasil perikanan yang semestinya

hanya dikenakan kepada nelayan pemilik, Karena pelaksanaan

usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan mendasarkan

pada sistem bagi hasil, maka oleh nelayan pemilik pungutan tersebut
secara tidak langsung dibebankan pada hasil penangkapan ikan
dengan cara memperbesar biaya-biaya potongan (biaya operasional
dan btaya penyusutan). |
Pad_a saat sekarang pemerintah telah mengeluarkan
perafuran baru di bidang perikanan yaitu Peraturan Pemerintah No.
54 Tahun 2002 tanggal 7 Oktober 2002 tentang Usaha Perikanan,

peraturan ini sebagai pengganti peraturan lama yang dianggap
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sudah tidak sesuai lagi dan dinyatakan tidak berlaku yaitu PP No. 15
Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan beserta perubahannya yaitu
PP No. 46 Tahun 1993 dan PP No. 141 Tahun 2000. Di mana pada
PP 'yang baru tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa pungutan
perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan bukan kepada
nelayan, namun sayang semua peraturan pelaksana dari PP 15
Tahun 1990 masih tetap' berlaku sepanjang tidak bertentangan atau

belum diubah berdasarkan PP baru tersebut.

Melihat kenyataan sebagai mana tersebut di atas kiranya dapat

dipahami bahwa sebenarnya sudah sangat lama para nelayan

pendega ada dipihak yang lemah, karéna bagaimanapun mereka

tidak bisa me_nerima tapi keadaan berbicara lain, banyak dari
nahkoda yang membangkang kepada para pemilik kapal maka
nasibnya akan lepas dari pekerjaannya. Namun demikian terjadi juga
hal yang sama pada nelayan pe_nde;ga jtu sendiri, bila ada para juru
ataupuh ABK biasa yang membangkang kebada nahkoda maka
dapat dipastikan ‘pada trip berikutnya. tidak akan ikut melaut.
Sehingga‘tidak- ada upayahlai'n kecuali dengan cara memberikan
perlindungan éeﬂa kepastian hukum yang jelas dan tegas di dalam

sistem bagi hasil usaha perikanan.




BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan dan kajian sebagai mana yang
telah diuraikan dan dibahas di depan, maka sesuai dengan tujuan
penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai bernkut :
> Di dalam sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota

Pekalongan potongan-potongan biaya yang dibebankan sebagai

tanggungan bersama antara nelayan pemilik dan nelayan

. pendega masih belum adil dan merugikan pihak nelayan

pendega, dari hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa :

a. Potongan biaya operasional

Potongan biaya operasional rata-rata/unit kapalftrip pada
_usaha perikanan Big Purse Seine yang seharusnya sebesar
Rp. 48.266.:162,—.atéﬁ_'miitl% dari raman bersih, sedangkan
yang berlaku Rp; 56.439.394,— atau 51% dar raman bersih ini
berarti ferdapat se[.isih 7% atau sebesar Rp. 8.173.232,- dan
untuk usaha perikanan Mini Purse Seine yang seharusnya
sebesar Rp. 7.735.309,- atau 41% dari raman bersih
sedangkan yahg‘beriaku sebesar Rp. 8.550.000,- atau 46%
dari raman bersih, ini berarti terdapat seiisih Rp. 814.691,-

atau 5% dari raman bersih.

161
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b. Potongan biaya penyusutan

Potongan 'b_iaya penyusutan/unit kapélltrip,r untuk usaha
perikanan Big Purse Seine yang seharusnya rata-rata/unit
kapalfinp sebesar Rp. 10.154.584 - atau 9 % dan raman
bersih dan yangﬁ berlaku rata-rata/unit kapalftrip sebesar
Rp. 14.132.276,- atau 13 % dari raman bersih sehingga
terdapat selisih 4 % atau dengan nominal rata-rata sebesar
Rp. 3. 977.692,-, untuk biaya penyusutan ini pada usaha
perikanan Mini Purse Seine ternyata juga terdapat selisih
sebesar 4 % yaitu untuk yang sebarusnya/unit kapalftrip rata-
rata sebesar Rp. 1.695.399,- atéu 9% dalri raman bersih dan
yang berlaku sebesar Rp. 2.473.484,- atau 13% dari raman

bersih dan nilai nominal selisih tersebut sebesar Rp.778.085,-

c. Potongan lawuhan dan bonus

Pgda lawuhan dan bonus untuk usaha perikanan Big Purse
Seine rata-rata/unit kapalftrip yang seharusnya adalah 12%
dari raman bersih dan yang berlaku rata-rata/unit/ kapal
adalah sebesar 11% dari raman bersih atau terdapat selisih
1%, pada usaha perikanan Mini Purse Seine juga sama
terdapat selisih 1% di mana yéng seharusnya 10% dari raman
bersih dan yang beriaku sebesar 9%.

> Ad'anya potongan-potongan yang tidak sesuai dengan yang

sebenarnya tersebut pada akhirnya juga mengurangi peroléhan

pendapatan nelayari pendega secara keseluruhan di mana jika
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dilakukan dengan potongan yang seharusnya maka perolehan
nelayan pendega keseluruhan/unit kapal/trip untuk usaha
perikanan Big Purse Seine sebesar 30 % dan untuk usaha
perikanan Mini Purse Seine sebesar 31% dari raman bersih
sedangkan dengan potongan yang berlaku untuk usaha
perikanan Big Purse Seine sebasar 24 % dan untuk usaha
perikanan Mini Purse Seine 27% atau pada Big Purse Seine
nelayan keseluruhan berkurang sebesar 6%

perolehan

( Rp. 6.608.845,- ) dan pada Mini Purse Seine perolehan
tersebut berkurang sebesar 4 % (Rp.856.113,-).

> Selanjutnya dari hasil‘ uji statistika non-parametrik dengan
menggunakan uji Jumlah Pangkat Wilcoxon ternyata diperoleh
kesimpulan bahwa Jumiah potongan/unit kapalftrip yang
seharusnya dan yang berlaku pada usaha perikanan Big Purse
‘Seine berbeda sangat nyata, sedargkan uji yang sama pada
usaha perikanan Mini Purse Seine diperoleh kesimpulan tidak
berbeda nyata.

» Untuk perolehan masing-masing nelayan pendega ternyata
bahwa bagian perolehan tertinggi (nahkoda) dan yang terendah
(ABK biasa) pada Big Purse Seine jika dilihat dari perolehan hasil
keseluruhan nelayan pendega yang seharusnya adalah
13,5 :1, sedangkan dehgan yang berlaku diperoleh perbandingan

15,5 : i, adapun pada Mini Purse Seine jika dilihat dari perolehan
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yang seharusnya diperoleh perbandingan 6,7 : 1 sedangkan

dengan yang berlaku diperoleh perbandingan 7 : 1.
Dari hasil pengkajian terhadap peran UU No. 16 Tahun 1964,
Perda No. 3 Tahun 1999 dan Pungutan Hasil Perikanan
terhadap sistem bagi hasil usaha perikanan Purse Seine di Kota
Pekalongan, ternyata bahwa UU No.16 Tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan tidak dipakai sebagai dasar gu‘na melakukan
perjanjian bagi hasil usaha perikanan oleh para nelayan pemilik
dan nelayan pendega dan mereka memiliki aturan perjanjian
sendiri‘ sesuai kesepakatan bersama meskipun begitu pada
pelaksanaannya tetap merugikan nelayan pendega. Dari kajian
terhadap Perda No. 3 Tahun 1999 tentang Pasar Grosir dan’
atau Pertokoan ternyata belum sepenuhnya dapat meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraan nelayan kecil, karena justru di
tempat pelayanan pelalangan ikan ini penekanan dan
pemerasan terhadap nelayan baik secara samar maupun terang-
terangan masih terus berlangsung. Selanjutnya terhadap peran
pungutan hasil perikanan (PHP) yang merupakan kebijakan baru
pemerintah, jelas-jelas sangat memberatkan nelayan kecil
karena meskipun pada awalnya pemungutan ini dimaksudkan
sebagai tanggungan pengusaha perikanan akan tet-api karena
pelaksanaan usahanya dengan sistem bagi hasi!,lmaka oleh
pengusaha dibebankan kepada potongan yang ada dengan cara

memperbesar dari nilai yang seharusnya.
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5.2. Saran-Saran

Denganr dasar kesimpulan-kesimpulan yang telah disebutkan di
atas maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :
> Perlunya Pemerintah Pusat untuk merivisi atau mer_lgganti Uu
No. 16 Tahl:ln 1964 dengan membuat Undang—L_Jndang perjanjian
bagi hasil perikanan yang baru beserta semua peraturan-
peraturan pelaksananya, hal ini karena UU NO. 16 Tahun 1964
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan dunia
usaha perikana‘n dan perkembangan hukum, sehingga di
lapangan banyak terjadi penekanan dari yang kuat terhadap
yang lemah.
> Pemerintah Daerah Propinsi Jawa/ Tengah untuk bersedia
menyerahkan segala kewenangan penyelenggaraan Tempat
Pelelangan lkan (TPI) kepada Daerah Kébupaten dan Kota di
mana Tempat Pelelangan lkan berada, dengan membuat
batasan-batasan yang bersifat umum yang berhubungan dengan
permasalahan antar kabupaten dan kota, sehingga diharapkan
pada pelaksanaén-penyelenggaraan Tempat Pelelangan |kan
dapat dilakukan bersama-sama dengan tugas pembinaan dan
'pengav‘{asan sistem bagi hasil usaha perikanan yang beriaku.
> Dalam pelaksanaan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) ke depan
agar benar-benar tidak memberatkan nelayan kecil, karena

melihat kenyataan sekarang ini nelayan pendega kKhususnya




166

pada usaha perikanan Purse Seine di Kota Pekalongan yang
pada dasarmya adalah merupakan nelayan kecil temyata juga
haru.s. menangggung pungutan tersebut. Hal ini dikarenakan
pada usaha rﬁereka dilakukén dengan sistem bagi hasil , oleh

sebab itu untuk dapat mengangkat harkat dan martabat serta

- tingkat kesejahtera'an nelayan kecil maka pemerintah harus

dapat menegakkan suatu sistem bagi hasil perikanan yang adil

dan bersih dari adanya unsur-unsur pemerasan.
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